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J. REKONSILIASI PENERIMAAN
1. Ketentuan Umum

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, PPKD selaku BUD

melakukan  verifikasi, evaluasi, dan analisis atas Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dalam rangka rekonsiliasi

penerimaan.

Berdasarkan Pasal 139 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2019, dinyatakan bahwa PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan

analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dalam rangka

rekonsiliasi penerimaan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas
laporan pertanggungjawaban fungsional meliputi:

1) kesesuaian perhitungan atas laporan pertanggungjawaban
penerimaan

2) evaluasi kesesuaian realisasi dengan target penerimaan

3) analisis capaian realisasi penerimaan

b. Dalam rangka verifikasi dan analisis laporan pertanggungjawaban,
PPKD selaku BUD melakukan rekonsiliasi penerimaan secara periodik
yang dituangkan dalam berita acara hasil rekonsiliasi.

c. Verifikasi dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh PPKD selaku BUD
memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

Setelah menerima LPJ Bendahara Penerimaan, PPKD selaku BUD

memverifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis dengan langkah-langkah

sesuai ketentuan, yaitu:

a. Meneliti LPJ, melihat kesesuaian perhitungan atas LPJ dengan mutasi
RKUD

b. Jika PPKD selaku BUD menemukan ketidaksesuaian dan/atau
ketidaklengkapan, maka PPKD selaku BUD meminta perbaikan
kepada Bendahara Penerimaan SKPD.

c. Setelah melakukan verifikasi, PPKD selaku BUD melakukan
rekonsiliasi penerimaan dengan mengidentifikasi transaksi-transaksi
pendapatan yang diterima oleh BUD tetapi tidak tercatat oleh buku

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
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d. PPKD selaku BUD menyiapkan laporan realisasi pendapatan dengan
menampilkan data setiap bulan.
e. PPKD selaku BUD membuat analisis deskriptif terkait capaian realisasi
penerimaan.
3. Dokumen Terkait
[ustrasi dokumen rekonsiliasi penerimaan antara lain sebagai
berikut:

Rekonsiliasi Penerimaan

LOGO PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......
PEMDA REKONSILIASI PENERIMAAN
TAHUN ANGGARAN ..ooooevvnerene
A.  Pendapatan Daerah berdasarkan LP) Bendahara Penerimaan Rp.

B.  Transaksi-transaksi pendapatan yang diterima oleh BUD tetapi tidak
tercatat oleh buku Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan

Pembantu
¢. Dst Rp.
Total Rp.
C.  Eror/Kesalahan Pencatatan Penerimaan
¢. Dst Rp.
Total Rp.

K. PENATAUSAHAAN PEMBAYARAN ATAS KELEBIHAN PENDAPATAN

1. Ketentuan Umum
Dalam hal terdapat kelebihan penerimaan pajak daerah dan atau restitusi
daerah, Pemerintah Daerah menetapkan Surat Ketetapan Lebih Bayar
(SKLB) sebagai dasar pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan
daerah.

Berdasarkan Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,
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ketentuan untuk pengembalian kelebihan penerimaan adalah sebagai

berikut:

a.

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya
berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun
sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening
penerimaan yang bersangkutan.

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak
berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan
membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak
berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan

membebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a.

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya
berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun
sebelumnya, dengan kriteria sebagai berikut:

1) penerimaan daerah berkenaan dianggarkan rutin setiap tahun; dan
2) objek penerimaan daerah yang sama.

Informasi kelebihan atas penerimaan daerah dapat berupa:

1) Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran,;

)
2) rekomendasi APIP;
3) rekomendasi BPK-RI;
4) putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak

ada upaya hukum lainnya; dan/atau
S) Informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Berdasarkan surat pengajuan dari pihak ketiga atas kelebihan
pembayaran, PA sesuai dengan kewenangannya melakukan proses
verifikasi dan validasi, yang dimaksudkan untuk:
1) memastikan keabsahan bukti yang dijadikan dasar pengajuan.
2) memastikan unsur penyebab pengajuan pengembalian.
Unsur penyebab pengajuan pengembalian dapat dikarenakan:
1) kesalahan yang dikarenakan kesalahan penulisan; atau
2) adanya keberatan yang oleh pihak ketiga atas surat penetapan

yang sudah disampaikan.

. Berdasarkan informasi kelebihan atas penerimaan daerah serta hasil
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verifikasi yang dilakukan SKPD terkait, diterbitkan SKLB sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

f. Setiap pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan harus
didasarkan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB),
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) atau
dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak
daerah dan retribusi daerah.

g. Pengguna Anggaran berdasarkan dokumen SKPDLB, SKRDLB atau
dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak
daerah dan retribusi daerah menerbitkan surat permohonan
pembayaran pengembalian kelebihan penerimaan pajak
daerah/retribusi daerah kepada BUD.

h. Berdasarkan surat permohonan pembayaran kelebihan penerimaan
pajak daerah/retribusi daerah dari PA, BUD menerbitkan Surat
Perintah Pembayaran (SP2) wuntuk pengembalian kelebihan
penerimaan pajak daerah/retribusi daerah.

i. Penatausahaan pembayaran atas kelebihan penerimaan pendapatan
memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Tahap Penerbitan SKLB
1) Bendahara Penerimaan menerima informasi kelebihan atas

penerimaan pendapatan daerah.

2) Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi terhadap informasi
atau permohonan pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan
daerah.

3) Setelah terverifikasi, Bendahara Penerimaan menyiapkan SKLB.

4) PPKD mengesahkan dan menerbitkan SKLB.

b. Tahap Pengajuan LS pengembalian atas kelebihan penerimaan
pendapatan daerah
Bagian 1 - Penyesuaian Pendapatan
Berdasarkan pengajuan SKLB untuk pengembalian atas kelebihan
Penerimaan Daerah:

1) yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun
tahun sebelumnya

2) yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama

Bendahara Penerimaan SKPD/SKPKD melakukan koreksi pada

rekening penerimaan yang bersangkutan.

Bagian 2 - Belanja Tidak Terduga
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Berdasarkan pengajuan SKLB, Bendahara Pengeluaran SKPD /SKPKD
akan memproses pengajuan LS pengembalian atas kelebihan
pendapatan daerah dan membebankannya pada rekening belanja

tidak terduga.

c. Tahap Penyesuaian Pencatatan

1) Berdasarkan SP2 pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah
yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama,
Bendahara Penerimaan SKPD melakukan penyesuaian pencatatan
terhadap pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah
dimaksud melalui koreksi kesalahan pencatatan penerimaan
daerah.

2) Berdasarkan SP2 pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah
yang sifatnya tidak berulang dan terjadi pada sebelumnya,
Bendahara Pengeluaran SKPKD melakukan penyesuaian
pencatatan terhadap pengembalian atas kelebihan penerimaan

daerah dimaksud yang dibebankan pada BTT.

L. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA

1.

Ketentuan Umum

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran

berkenaan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening

Kas Umum Daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang mana

merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja

daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang

ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pelaksanaan belanja memuat informasi, aliran data, serta penggunaan

dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Berdasarkan Pasal 141, Pasal 150, dan Pasal 151 Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019, pelaksanaan belanja diatur sebagai berikut:

a. Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah
mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

b. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat
dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.

c. Pengeluaran kas tersebut di atas tidak termasuk pengeluaran
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keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Bendahara  Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran  pembantu
melaksanakan pembayaran setelah:

1) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh
PA/KPA beserta bukti transaksinya;

2) menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam
dokumen pembayaran; dan

3) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan

e. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib
menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila persyaratan
tidak dipenuhi.

f. Bendahara  Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran  Pembantu
bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang
dilaksanakannya.

g. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai
wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib
menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang

dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a. Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat
melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara
Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada Unit
SKPD.

b. Dalam proses belanja menggunakan UP, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat melakukan
pembayaran secara sekaligus langsung kepada penyedia barang/jasa
atau melalui pemberian uang panjar terlebih dahulu kepada PPTK.

c. Pembayaran belanja secara sekaligus kepada penyedia barang/jasa
atau melalui pemberian uang panjar, dilakukan dengan terlebih
dahulu mendapat persetujuan PA/KPA yang dituangkan dalam Nota
Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh PPTK.

d. Pemberian uang panjar berdasarkan NPD dilakukan secara non tunai
melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening PPTK.



- 257 -

e. Dalam hal uang panjar lebih besar dari realisasi pembayaran belanja,
PPTK mengembalikan kelebihan uang panjar dimaksud kepada
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui
transfer ke rekening Bendahara = Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu. Jika uang panjar lebih kecil dari realisasi
pembayaran belanja, Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu membayar kekurangannya kepada PPTK
melalui transfer ke rekening PPTK.

f. PPTK bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan
uang panjar yang diterima dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Pelaksanaan Belanja Menggunakan Uang Panjar
1) Pengajuan Uang Panjar

a) PPTK menghitung kebutuhan uang panjar yang berdasarkan
rencana pelaksanaan sub kegiatan dan DPA SKPD.

b) PPTK menyiapkan NPD.

c) PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk
mendapatkan persetujuan.

d) PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan
menyampaikannya kepada Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

e) Berdasarkan NPD yang telah mendapat persetujuan PA/KPA,
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
mencairkan uang panjar sebesar yang tercantum secara non
tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening
PPTK.

2) Pelaksanaan Belanja

a) Setelah menerima uang panjar tersebut, PPTK melakukan
belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan yang dikelolanya.
Pada saat pelaksanaan belanja, PPTK diwajibkan untuk
mendapatkan bukti belanja yang sah sebagai syarat
keabsahan belanja secara materiil.

b) Dalam hal sampai dengan batas yang telah ditentukan atau
pelaksanaan sub kegiatan telah selesai, PPTK menyusun

rekapitulasi belanja yang menggunakan uang panjar dilampiri
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dengan bukti-bukti yang sah, untuk selanjutnya diserahkan
kepada Bendahara Pengeluaran untuk diverifikasi dan sebagai
bahan pertanggungjawaban belanja.

c) Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja terdapat
kekurangan pembayaran atas uang panjar yang diberikan,
Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran kekurangan
pembayaran tersebut secara  non tunai melalui
pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran ke
rekening PPTK.

d) Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja terdapat
kelebihan wuang panjar, PPTK melakukan pengembalian
kelebihan wuang panjar secara non tunai melalui
pemindahbukuan dari rekening PPTK ke rekening Bendahara

Pengeluaran.

b. Pelaksanaan Belanja Tanpa Uang Panjar

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

PPTK melakukan belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan yang
dikelolanya dan untuk itu melakukan transaksi dengan pihak
penyedia barang/jasa.

Atas belanja yang dilakukan, PPTK diwajibkan untuk
mendapatkan bukti belanja yang sah sebagai syarat keabsahan
belanja secara materiil.

Berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah, PPTK menyiapkan
NPD.

PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk mendapatkan
persetujuan.

PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan
menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

Pada saat bersamaan, PPTK menyerahkan rekapitulasi belanja
disertai dengan bukti-bukti yang sah kepada Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk
diverifikasi.

Berdasarkan NPD, Rekapitulasi Belanja, dan bukti-bukti yang
sah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
melakukan proses pembayaran langsung secara tunai/non tunai
Pembayaran secara non tunai dilakukan melalui

pemindahbukuan dari rekening Bendahara
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Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening
pihak penyedia barang/jasa.
c. Verifikasi Belanja oleh Bendahara Pengeluaran

1) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu
melakukan verifikasi belanja dengan langkah sebagai berikut:

a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
terkait tidak melebihi sisa anggaran.

b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan.

c) Meneliti keabsahan bukti belanja termasuk bukti/pernyataan
atas pencatatan/pendaftaran BMD.

d) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum
dalam bukti transaksi.

2) Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses verifikasi,
Bendahara Pengeluaran akan meminta PPTK untuk melakukan
perbaikan atau penyempurnaan.

3) Proses verifikasi ini menjadi dasar dalam proses penyusunan LPJ
Penggunaan UP.

3. Dokumen Terkait
[lustrasi dokumen pelaksanaan dan penatausahaan belanja antara
lain sebagai berikut:

Nota Pencairan Dana

B SKPD..............
".;;-f;;j"‘.':'ﬁ’: NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)
. OAE g - .
Ly NO: e TANEGBOE v iararaiias
Jenis NPD 10 Panjar O Tonpa Panjar
PPTK = opssnavssne
Program e e
Kegiatan R —
Sub Kegi atan LT T rr—,
No. DPA B
Tahun Anggaran
Rind an Belan ja:
No | Mode Rekering Uradan Anggae an Slea Anggaran Pancairan
Juemlah
Disetujui oleh, Disiaplanolah,
PenEsIns Arngaaron/ s Pelabat Pelaksana Teknis Keglatan
PO @i una AN o an
B - B 5
o 0
Nams Nama
NP NP: ..
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M. PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN
1. Ketentuan Umum

Penetapan besaran Uang Persediaan (selanjutnya disebut UP) merupakan

kebijakan Pemerintah Daerah masing-masing yang ditetapkan dalam

keputusan Kepala Daerah berdasarkan perhitungan besaran UP yang
dilakukan oleh BUD.

Beberapa ketentuan umum terkait penetapan besaran UP untuk setiap

SKPD adalah sebagai berikut:

a. Besaran UP merupakan besaran belanja yang direncanakan tidak
menggunakan mekanisme LS. Dengan demikian, penghitungan
besaran UP didahului dengan melakukan perhitungan besaran
anggaran belanja yang akan menggunakan LS.

b. Besaran UP dapat juga dihitung berdasarkan proporsi tertentu dari
keseluruhan anggaran belanja yang ditetapkan pada DPA-SKPD.

2. Ketentuan Pelaksanaan

Perhitungan besaran UP dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Alternatif 1: Membagi total belanja UP dengan frekuensi pengajuan LPJ UP

a. Menentukan besaran rencana belanja dengan LS, yang merupakan
penjumlahan antara besaran LS dari belanja operasi, belanja modal,
belanja tak terduga, dan belanja transfer.

b. Menentukan keseluruhan rencana belanja yang akan menggunakan
UP, dengan cara melakukan pengurangan total belanja berdasarkan
DPA SKPD dengan jumlah besaran belanja LS yang sudah dihitung.

c. Melakukan proyeksi frekuensi berapa kali bendahara melakukan LPJ
UP dalam setahun berdasarkan justifikasi dan/atau pengalaman
tahun-tahun sebelumnya.

d. Menentukan besaran UP dengan rumus:

Rencana pembayaran belanja menggunakan uang persediaan

Besaran UP= , , ,
Proyeksi frekuensi pengajuan LP] UP dalam setahun

Alternatif 2: Batas maksimal nilai UP ditentukan berdasarkan pagu

anggaran SKPD

a. Menetapkan batas maksimal nilai UP berdasarkan pagu anggaran yang
dimiliki SKPD sebagaimana digambarkan dalam contoh di bawah ini
(angka hanya sebagai ilustrasi):

1) maksimal Rp.50.000.000 untuk Pagu DPA SKPD sampai dengan
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Rp.500.000.000.

2) maksimal Rp.75.000.000 untuk Pagu DPA SKPD diatas
Rp.500.000.000 sampai dengan Rp.1.000.000.000.

3) maksimal Rp.100.000.000 untuk Pagu DPA SKPD diatas
Rp.1.000.000.000.

N. PROSES PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN
1. Ketentuan Umum

Pelimpahan Uang Persediaan (untuk selanjutnya disingkat Pelimpahan

UP) adalah alokasi UP yang ada di Bendahara Pengeluaran untuk

Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pelimpahan UP ini bertujuan untuk

memperlancar proses pelaksanaan kegiatan pada SKPD, khususnya yang

dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

Pelimpahan UP digunakan untuk membiayai belanja-belanja yang

dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu di luar LS maupun TU.

Proses pelimpahan UP ini muncul karena adanya ketentuan yang

mengatur bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu hanya berwenang

untuk mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS dan

SPP-TU.

Beberapa ketentuan umum terkait proses Pelimpahan UP adalah sebagai

berikut:

a. Proses pelimpahan UP didasarkan pada perencanaan internal SKPD
dan harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran (PA).

b. Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat
melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara
Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada unit
SKPD, yang dilakukan secara non tunai melalui pemindahbukuan dari
rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening Bendahara Pengeluaran
Pembantu.

c. Persetujuan PA dan besaran pelimpahan UP dituangkan dalam surat
keputusan PA tentang besaran pelimpahan UP kepada Bendahara
Pengeluaran Pembantu dengan mempertimbangkan usul Bendahara
Pengeluaran.

d. Besarnya jumlah uang yang dilimpahkan tersebut memperhitungkan
besarnya kegiatan yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

serta waktu pelaksanaan kegiatan.
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e. Atas dasar pelimpahan UP tersebut, maka Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pencatatan pada buku-
buku terkait.

f. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab atas
penggunaan UP yang dilimpahkan oleh Bendahara Pengeluaran.

g. Pelimpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu berakhir
ketika sub kegiatan unit SKPD yang bersangkutan telah selesai
dilaksanakan dan apabila terdapat sisa uang persediaan, disetorkan
secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara
Pengeluaran Pembantu ke rekening Bendahara Pengeluaran.

2. Ketentuan Pelaksanaan

Ketentuan pelaksanaan Pelimpahan UP adalah sebagai berikut:

a. Pengguna Anggaran menetapkan besaran pelimpahan UP berdasarkan
usulan dari Bendahara Pengeluaran.

b. Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan permohonan
pelimpahan UP kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna
Anggaran.

c. Berdasarkan besaran pelimpahan UP yang ditetapkan oleh Pengguna
Anggaran, Bendahara Pengeluaran melimpahkan UP ke rekening
Bendahara Pengeluaran Pembantu.

d. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
melakukan pencatatan pelimpahan UP tersebut pada buku-buku
terkait.

Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat mengajukan permintaan

pelimpahan UP berikutnya kepada Bendahara Pengeluaran sebesar

pelimpahan UP yang terpakai disertai bukti-bukti transaksi.

O. PERMINTAAN PEMBAYARAN
1. Ketentuan Umum
Permintaan Pembayaran dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai proses awal
pembayaran oleh Pemerintah Daerah kepada Pihak Terkait sekaligus
sebagai proses pembebanan rekening Belanja. Proses permintaan
pembayaran memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan
penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
Berdasarkan Pasal 142 sampai dengan Pasal 146 Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019, permintaan pembayaran diatur sebagai berikut:
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. Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK
SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan
dengan SPD.

. Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran SKPD
dan lokasi, disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui
PPK Unit SKPD berdasarkan SPD atau dokumen Ilain yang
dipersamakan dengan SPD.

. Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran
anggaran Kegiatan SKPD, disampaikan Bendahara Pengeluaran
pembantu melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain
yang dipersamakan dengan SPD.

. SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran terdiri atas SPP UP,
SPP GU, SPP TU, dan SPP LS. Sedangkan SPP yang dapat diajukan
oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu terdiri atas SPP TU dan SPP
LS.

. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengisian UP. Pengajuan SPP
UP diajukan dengan melampirkan keputusan Kepala Daerah tentang
besaran UP.

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP. Pengajuan SPP
GU dilampiri dengan dokumen asli pertanggungjawaban penggunaan
UP.

. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran UP dan GU ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Daerah.

. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu
mengajukan SPP TU untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat
mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP LS dan/atau SPP
UP/GU.

Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dari
PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu
penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Dalam
hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU disetor
ke Rekening Kas Umum Daerah. Pengajuan SPP TU dilampiri dengan
daftar rincian rencana penggunaan dana.

Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU dikecualikan untuk:

1) Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau
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2) Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah

ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA.
k. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh Bendahara

Pengeluaran untuk pembayaran:

1) gaji dan tunjangan;

2) kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan

3) kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

l. Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang
dan jasa dapat juga dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran
Pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya
kepada KPA.

m. Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang
dan jasa oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
pembantu, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya
tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK.

n. Pengajuan SPP LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan sub kegiatan, SKPD diberikan
UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.

b. Besaran UP untuk masing-masing SKPD ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah tentang besaran UP, yang ditetapkan satu
kali dalam satu tahun pada awal tahun anggaran, berdasarkan
pertimbangan:

1) ketersediaan kas di RKUD;

2) rencana pembayaran belanja dengan menggunakan mekanisme
LS;

3) besaran anggaran SKPD.

c. Pengajuan SPP UP mengacu pada Keputusan Kepala Daerah tentang
besaran UP dan disertai dengan pernyataan pengguna anggaran
bahwa uang persediaan akan digunakan sesuai dengan
peruntukannya.

d. Besaran GU dihitung berdasarkan belanja-belanja yang telah

diverifikasi oleh bendahara pengeluaran dan tidak melebihi besaran
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UP. Pengajuan SPP-GU terdiri atas:

1) Ringkasan SPP-GU;

2) Rincian belanja yang diajukan penggantiannya sampai dengan
sub rincian objek; dan

3) Laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan UP.

Besaran TU dihitung berdasarkan pengajuan PPTK atau pihak terkait

lainnya yang telah diverifikasi oleh bendahara

pengeluaran/bendahara  pengeluaran  pembantu. Pengajuan

permintaan pembayaran TU ini didokumentasikan dalam SPP TU

yang terdiri atas:

1) Ringkasan SPP-TU;

2) Rincian belanja yang diajukan TU-nya sampai dengan sub
rincian objek.

Belanja LS adalah belanja yang dananya ditransfer langsung dari

RKUD ke rekening pihak ketiga. Meskipun demikian, pembayaran

gaji dan tunjangan dikategorikan sebagai belanja LS dengan

pertimbangan transfer dananya dilakukan langsung dari RKUD ke

penerima (tanpa melalui rekening bendahara pengeluaran/

bendahara pengeluaran pembantu).

SPP-LS kepada pihak ketiga lainnya digunakan untuk pembayaran

antara lain:

1) hibah berupa uang;

N

) bantuan sosial berupa uang;

W

) bantuan keuangan;

N

) subsidi;

S) bagi hasil;

6) belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan
yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya;

7) pembayaran kewajiban pemda atas putusan pengadilan, dan
rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi BPK.

Pengajuan SPP-LS harus disertai dengan berbagai kelengkapan

sesuai dengan jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Pengajuan Permintaan Pembayaran LS ini

didokumentasikan dalam SPP-LS yang terdiri atas:

1) Ringkasan SPP-LS;

2) Rincian belanja yang diajukan pembayarannya sampai dengan

sub rincian objek.
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i. Pihak ketiga berkewajiban untuk menyampaikan kode e-billing untuk

pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik kepada PPTK.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Pengajuan Permintaan Pembayaran UP

1) Bendahara Pengeluaran menyiapkan SPP-UP sesuai dengan

besaran UP yang ditetapkan berdasarkan SK Kepala Daerah;

2) Bendahara Pengeluaran mengajukan permintaan pembayaran

UP tersebut kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.

b. Pengajuan Permintaan Pembayaran GU

1)

2)

3)

4)

5)

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh

Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP.

Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-GU kepada PA melalui

PPK-SKPD dilampiri Surat Pengesahan Laporan

Pertanggungjawaban UP.

Besaran SPP-GU adalah sebesar UP yang dipertanggungjawabkan

oleh Bendahara Pengeluaran.

SPP-GU diajukan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit

50% (lima puluh persen) atau batasan tertentu sesuai dengan

kebijakan daerah masing-masing.

Berdasarkan bukti-bukti transaksi belanja penggunaan UP yang

disampaikan oleh PPTK, Bendahara Pengeluaran menyiapkan:

a) LPJ Penggunaan UP disertai dengan bukti-bukti transaksi yang
lengkap dan sah, termasuk dokumen perpajakan terkait.

b) Pengajuan Permintaan GU yang didokumentasikan dalam SPP-

GU.

c. Pengajuan Permintaan Pembayaran TU

1)

Pengajuan Permintaan Belanja TU:

a) PPTK menyusun rencana kebutuhan belanja yang akan
didanai TU, berdasarkan rencana sub kegiatan dan DPA-SKPD,
untuk memastikan bahwa kebutuhan dana tersebut
memenuhi persyaratan pengajuan permintaan belanja TU,
yaitu:

(1) Kegiatan yang bersifat mendesak;
(2) Tidak dapat menggunakan SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU.

b) PPTK menyiapkan rincian rencana penggunaan dana TU
sebagai syarat pengajuan permintaan belanja TU yang

didokumentasikan dalam Daftar Rincian Rencana Belanja TU.
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PPTK kemudian menyampaikan Daftar Rincian Rencana
Belanja TU tersebut kepada PA untuk mendapatkan
persetujuan.

c) Setelah memberikan persetujuan, PA memberikan Daftar
Rincian Rencana Belanja TU kepada PPKD.

d) PPKD memberikan persetujuan Daftar Rencana Rincian
Belanja TU dengan memperhatikan batas jumlah pengajuan
permintaan belanja TU yang ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah.

2) Pengajuan Permintaan Pembayaran TU
a) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
menerima Daftar Rincian Rencana Belanja TU sebagai dasar
pengajuan permintaan pembayaran TU.
b) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
meneliti rencana belanja TU dengan langkah sebagai berikut:
(1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
terkait tidak melebihi sisa anggaran;

(2) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk
belanja terkait telah disediakan;

(3) Meneliti perhitungan pengajuan TU dan/atau dokumen
yang mendasarinya;

c) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
menyiapkan permintaan TU yang didokumentasikan dalam
SPP-TU;

d) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
mengajukan persetujuan permintaan pembayaran TU tersebut
kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD.

d. Pengajuan Permintaan Pembayaran LS
1) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Gaji dan Tunjangan

a) PPTK menyiapkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan
sebagai dokumen pengajuan permintaan pembayaran LS Gaji
dan Tunjangan.

b) Rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dilengkapi:

(1) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh
pejabat sesuai kewenangan;
(2) Salinan dokumen pendukung perubahan data pegawai

yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
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meliputi:

(a) gaji induk;

(b) gaji susulan;

(c) kekurangan gaji;

(d) gaji terusan;

(e) SK CPNS;

(f) SK PNS;

(g) SK kenaikan pangkat;

(h) SK jabatan;

(i) kenaikan gaji berkala;

(j) surat pernyataan pelantikan;

(k) surat pernyataan melaksanakan tugas;

() daftar keluarga (KP4);

(m) fotokopi surat nikah;

(n) fotokopi akte kelahiran;

(o) surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP)
gaji;

(p) surat keterangan masih sekolah/kuliah;

(q) surat pindah; dan

(r) surat kematian,;

Kelengkapan dokumen di atas disesuaikan dengan

peruntukannya.

Berdasarkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dan

dokumen pendukung, Bendahara Pengeluaran memverifikasi

rencana belanja gaji dan tunjangan dengan langkah antara
lain:

(1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
gaji dan tunjangan yang akan diajukan tidak melebihi sisa
anggaran;

(2) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana
untuk belanja gaji dan tunjangan yang akan diajukan telah
disediakan;

(3) Meneliti validitas perhitungan dokumen daftar gaji.

Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran

menyiapkan pengajuan permintaan pembayaran LS Gaji dan

Tunjangan yang didokumentasikan dalam SPP-LS Gaji dan

Tunjangan. Pengajuan tersebut disampaikan kepada PA
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melalui PPK-SKPD.

2) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Pengadaan Barang dan

Jasa

a) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

menyiapkan LS Pengadaan Barang dan Jasa dengan mengacu

kepada berita acara dan dokumen pengadaan. Dokumen

pengadaan yang dimaksud antara lain:

(1)
(2)
(3)
(4)
(9)
(6)
(7)
(8)
9

(10)

(11)

dokumen kontrak;

berita acara pemeriksaan;

berita acara kemajuan pekerjaan;

berita acara penyelesaian pekerjaan;

berita acara serah terima barang dan jasa;

berita acara pembayaran;

surat jaminan bank;

surat referensi/keterangan bank;

jaminan pembayaran dari bank yang sama dengan bank
RKUD;

surat pernyataan kesanggupan dari pihak lain/rekanan
untuk menyelesaikan pekerjaan seratus persen sampai
dengan berakhir masa kontrak;

dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-
kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya

bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri.

Kelengkapan dokumen pengadaan di atas disesuaikan dengan

kebutuhan berdasarkan jenis atau sifat pengadaan barang dan

jasa yang dilakukan.

b) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

memverifikasi rencana belanja pengadaan barang dan jasa

dengan langkah antara lain:

(1)

(2)

(3)

Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana
untuk belanja pengadaan barang dan jasa yang akan
diajukan telah disediakan;

Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
pengadaan barang dan jasa yang akan diajukan tidak
melebihi sisa anggaran;

Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan atas

tagihan pihak ketiga, Berita Acara Serah Terima (BAST),
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dan dokumen pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan
pengajuan permintaan pembayaran LS Pengadaan Barang dan
Jasa yang didokumentasikan dalam SPP-LS Pengadaan Barang
dan Jasa.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
mengajukan persetujuan permintaan pembayaran LS
Pengadaan Barang dan Jasa tersebut kepada PA/KPA melalui
PPK-SKPD /PPK-unit SKPD.

Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Kepada Pihak Ketiga

Lainnya

a)

b)

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

menyiapkan LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya dengan mengacu

kepada Keputusan Kepala Daerah dan dokumen pendukung
lainnya.

Besaran Pengajuan LS kepada pihak ketiga lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dihitung

berdasarkan keputusan kepala daerah dan/atau dokumen
pendukung lainnya yang telah diverifikasi oleh bendahara
pengeluaran.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

memverifikasi rencana pembayaran kepada pihak ketiga

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dengan langkah antara lain:

(1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa
pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan
diajukan tidak melebihi sisa anggaran;

(2) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana
untuk pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
akan diajukan telah disediakan;

(3) Meneliti  kelengkapan dan  validitas perhitungan
berdasarkan keputusan Kepala Daerah dan/atau

dokumen pendukung lainnya.
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d) Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan
Permintaan LS kepada Pihak Ketiga lainnya yang
didokumentasikan dalam SPP-LS kepada Pihak Ketiga lainnya.

e) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
mengajukan persetujuan permintaan pembayaran LS pihak
ketiga lainnya tersebut kepada PA/KPA melalui PPK-
SKPD /PPK-Unit SKPD.

3. Dokumen Terkait

[lustrasi dokumen permintaan pembayaran antara lain sebagai berikut:
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a. SPP-UP
PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA" ......
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOmMOT @ .ovvviiiiiiiiiiiiii
Uang Persediaan
SPP-UP
1.[MNama SKPD O
2.TMNama Pengguna Anggaran N OO
3.[MMNama Bendahara Pengeluaran 2 PP
4. MINPWP Bendahara Pengeluaran
5.[MMNama Bank N OO PP PR
6.MMNomor Rekening Bank 2 TR
7.MMMUntuk Keperluan
8.MMDasar Pengeluaran ¢|SPD ..........
Sebesar:
(Terbilang .........cccceeemuveanieiiiiieniiesieeeiee, )
No Uraian
I I
I I

1 |SPD

Tanggal @ ....oovvveeeviiiiiiieeiens NOmMOL: .evvvvveeeeeiiiiiee Rp.

Tanggal @ ....ccooovviiiiiiiiin Nomor: ..ccvvvvvvviiinnnnn, Rp.

DSt DSti oo Rp.
I |SP2D Sebelumnya

Tanggal : ...oooieviiiiiiniin NOmor: ...ocovvviviiieinnn, Rp.

Tanggal @ ..ccovvvveeiiiiiiiiieees NOMOL: .evvvveieeeeiiiiiiee Rp.

DSt DStr oo Rp.

Bendahara Pengeluaran
(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD

Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran

Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA?) ......
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)
NOMOTL & oo,

Tahun Anggaran : ............

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No

Kode Rekening

Uraian Nilai Rupiah

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1

1.

XXX XX XX XX XXX

-----------------------------

2,

XXX XX XX XX XXX

3.

dst

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2

XXX XX XX XX XXX

.............................

XXX XX XX XX XXX

-----------------------------

XXX XX XX XX XXX

XXX XX XX XX XXX

-----------------------------

dst

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3

9.

XXX XX XX XX XXX

-----------------------------

10.

dst

Terbilang : ## ......cccovsvevorsnennn. TUpIAD ##

Mengetahui/Menyetujui:
Pengguna Anggaran

(Nama Lengkap)

(Tempat, Tanggal)

Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap)
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b. SPP-GU
PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA” ......
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOmMOL @ iiiiiiiiiii
Ganti Uang Persediaan
SPP-GU
1.0MNama SKPD bl
2.[MNama Pengguna Anggaran ||
3.0MNama Bendahara Pengeluaran | 1] e
4.MINPWP Bendahara Pengeluaran | 1] e
S.MMNama Bank Ll e
6.MNomor Rekening Bank 1] e
7.0MUntuk Keperluan il
8.[MMDasar Pengeluaran SPD .......... Nomor: .......cceeee. tanggal ......ovvvennnnn
Sebesar: Rp
(TerDilang..........ccuuveuuuuuuuiiiiiiiiieiieeieeeeeeeeeeeeeens )
No Uraian
I

I |SPD

Tanggal @ ....ooovvvvviiiiiiiiiiiinnnns J\[0)1500) TN Rp.

Tanggal : ..coooovvviiniiiiiiieeeen, Nomor: ..ocvvvvvvveeeeeeeenn, Rp.

DSt Dsti i, Rp.
I |SP2D Sebelumnya

Tanggal @ ...coooovvniniiiiiiieeeen, Nomor: ..ocovvvvveeieeieeeennn, Rp.

Tanggal @ ....ccooovviiiiiiienn, J\[0)1500) A Rp.

Dst i Dsti i, Rp.

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD

Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran

Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA?) ......
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU)

NOMOT & o
Tahun Anggaran : ............

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No

Kode Rekening

Uraian Nilai Rupiah

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1

L.

XXX XX XX XX XXX

2.

XXX XX XX XX XXX

3.

dst

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2

XXX XX XX XX XXX

XXX XX XX XX XXX

XXX XX XX XX XXX

.............................

XXX XX XX XX XXX

.............................

dst

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3

9.

XXX XX XX XX XXX

10.

dst

Terbilang : ## .....oovvvvcvvsrernnnnn, TUpIAR ##

Mengetahui/Menyetujui: (Tempat, Tanggal)

Pengguna Anggaran

(Nama Lengkap)

Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap)
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c. SPP-TU

PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA"

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

NOMOT & oo

Tambahan Uang Persediaan

SPP-TU

1.0 Nama SKPD/Unit Kerja

2.

Kode dan Nama Sub Kegiatan

3.[MINama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

4.MMNama PPTK

5.[IINama Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

6.[MINPWP Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

7.[1INama Bank

8.[MNomor Rekening Bank

9.IIUntuk Keperluan

10.0Dasar Pengeluaran SPD .......... Nomor: ......ccceeeunnee tanggal ......cooeeennes
Sebesar: Rp
(TerDilang ........ccuueeeueneiuiniiiiiiiineiiineiieeeieeeee )
No Uraian
I I
1 I
I |SPD
Tanggal @ ..ooovvveviiiiiniiineinns NOMOTL: tevvnieiieeiieiiieeeinenn. Rp.
Tanggal : ......oooeviiiiiniiiinnnn. NOmMOT: ..oovviiiiiiiiiiiiiec, Rp.
Dst @i Dsti v Rp.
II |SP2D Sebelumnya
Tanggal : ...cooovivviiiiiiiiniins NOmMOTL: «iovviiiiiiiiiiiieiiinn, Rp.
Tanggal @ ..oooviiiiiiiiiiiieeins NOMOTL: tivvneeiieiiieeiineeiineen. Rp.
Dstiriiiiiii Dsti v Rp.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD

Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK

Pengeluaran Pembantu

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA?) ......
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU)

Nomor : ......

-------------------------

Tahun Anggaran : ............

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No Kode Rekening Uraian Nilai Rupiah
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1

LXK KXEXKK 0 e

2 [RXXKXKKXXKKX e

3. |dst
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2

4, RXXKKXKXKEKKK 0 e

O XXXKKXXKXXKXKKK 0 e,

0. [XXXXXXXXXXKX

T [RXXKXXKXXEX 0 e

8. |dst
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3

0, KXXXXXXXXXKK 0 e

10. |dst

TOTAL......courirenes
Terbilang : ## .........c.ccoucurvnn.. TUDIGH
Mengetahui/Menyetujui: (Tempat, Tanggal)
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran & Pemlian tu g
(Nama Lengkap) (Nama Lengkap)
NIP...oovevviriinnn, NIP..oooiiiiieiriiane
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d. SPP-LS Gaji dan Tunjangan

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ......
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

J\[e) s 4 o)

Langsung Gaji dan Tunjangan

SPP-LS
1.[MNama SKPD/Unit Kerja S PP PPN
2.MKode dan Nama Sub Kegiatan Tl
3.[IINama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran S [N
4.[TNama PPTK Sl
5.[IINama Bendahara Pengeluaran Sl
6.[MNPWP Bendahara Pengeluaran Sl
7.1INama Bank Tl
8.[MMNomor Rekening Bank Tl
9.[MUntuk Keperluan N PP PPN
10.[Dasar Pengeluaran :|SPD .......... Nomor: .....c..eeeenn. tanggal ................
Sebesar: Rp
(Terbilang ..........cocceuuvieiiiiiiiiiiiiiiieeciiee e, )
No Uraian
] ]
1 1

I |SPD

Tanggal @ ..ooveviviniiiiieiiieee, NOmMOT: w.vveviiieiiiiieciiieeean, Rp.

Tanggal @ ...oovvvviiiiiniiiinen, NOmMOT: w.vvviviiieiiineiiiecenn, Rp.

Dst:i Dst: i Rp.
II |SP2D Sebelumnya

Tanggal @ ...oovvvviviiiineiiie, NOmOT: w.vvviviiiieiiieeiiieeenn, Rp.

Tanggal @ .ccoovvvviiiiiiiiiiiieee, NOmOT: w.eviviiiieiiiicciieeenn, Rp.

Dst:iiiiiiiiie Dsti i Rp.

......... tanggal.........
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran
(tanda tangan) (tanda tangan)
(nama lengkap) (nama lengkap)
NIP. NIP.

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD

Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTAY) ......
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) GAJI DAN TUNJANGAN
NOmOr @ .ovvvieiiiiiiiiciii,
Tahun Anggaran : ............

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No Kode Rekening Uraian Nilai Rupiah

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1

1. XXX XXXXXX XXX

2. [XXX.XX.XX.XX.XXX

3. dst

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2

4, |XXXXXXXXXXXX

5. XXX XX.XX.XX. XXX

6. |X-XX.XX.XX.XX.XXX

7. XXX XX XX XX XXX

8. |dst

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3

9, |X.XX.XX.XX.XX.XXX

10. |dst
TOTAL.......ccovvrens
Terbilang : ## .....c.coceveeevnnnnne. TUpiGh ##
Mengetahui/Menyetujui: (Tempat, Tanggal)
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
Nama Lengkap) Nama Lengkap)
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e. SPP-LS Barang dan Jasa

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ......
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor: ..oooovvvvvininiininnnn.

Langsung Barang dan Jasa

SPP-LS

1.MMNama SKPD/Unit Kerja

2.[MKode dan Nama Sub Kegiatan

3.[MNama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

4.['Nama PPTK

5.[MNama Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

6.[MNPWP Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

7.INama Bank

8.MNomor RekeningBank L]
9.MUntuk Keperluan Ll
10.[Dasar Pengeluaran SPD .......... Nomor: ........evveeenee tanggal .....coooennnn.
Sebesar: Rp
(TerDilang ........cccuuuuuveeeeeeeiiiineeeeeiiiee e )
No Uraian
I I
1 1
I |SPD
Tanggal @ ...oovvvviiiiiiiiiine Nomor: ....ooovvvviiiiiiniiiiiiinnnn, Rp.
Tanggal @ ...ovvvvveviiiiinne NOMOT: «.evvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiine Rp.
DSt Dsti ciiieiiinici Rp.
II |SP2D Sebelumnya
Tanggal @ ..oooovvriniiiiieiiiiiinnn. NOMOL: wovveeeiviiiieeeeeenan, Rp.
Tanggal @ ..oovvveveeiiiiie NOmMOT: «.evvvvvvviiiiiiiiiiiiiiiie Rp.
Dst i Dsti i Rp.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD

Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA?) ......
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) BARANG DAN JASA

Nomor : ......

Tahun Anggaran : ............

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No

Kode Rekening

Uraian Nilai Rupiah

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1

1.

XXX XX XX XX XXX

.............................

2.

XXX XX XX XX XXX

3.

dst

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2

4.

XXX XX XX XX XXX

5.

XXX XX XX XX XXX

.............................

6.

XXX XX XX XX XXX

7.

XXX XX XX XX XXX

8.

dst

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3

9.

XXX XX XX XX XXX

10.

dst

Terbilang : ## ......c.ocovvvvvvennen., TUpIQR ##

Mengetahui /Menyetujui:

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(Nama Lengkap)

(Tempat, Tanggal)
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu

(Nama Lengkap)
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f. SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya

PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA" ......
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

J\ [0} 5 510 ) ol

Langsung Pihak Ketiga Lainnya

SPP-LS

1.MNama SKPD/Unit Kerja

2.MIKode dan Nama Sub Kegiatan

3.[MNama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

4.TNama PPTK

5.[MMNama Bendahara Pengeluaran

6. MINPWP Bendahara Pengeluaran

7.[IINama Bank

8.MNomor Rekening Bank

9.[MUntuk Keperluan

10.[Dasar Pengeluaran 1 |SPD .......... Nomor: ......ccceeee. tanggal ................

No Uraian

Tanggal @ .....ooovvvviiiiinnnnnnnn, JA0) 44T} o P Rp.

Tanggal : ......coovvviiiiinnnnnnn, JA0) 44T} o P Rp.

Dstiriiiiiiieieeeen DSti ceiiiiiiiiic Rp.

II |SP2D Sebelumnya

Tanggal @ ....oooovvviiviiiiiiiiiienee NOMOT: oeeeeeeeeeeeiiieeiiiiieie Rp.

Tanggal @ ..coovvviiiiiiieeeieiienn, NOMOT: ..oevviiiieeeiiiieeeeeaa, Rp.

Dst:, Dsti oo, Rp.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran

(tanda tangan) (tanda tangan)

(nama lengkap) (nama lengkap)

NIP. NIP.

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD

Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTAY¥) ......
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) Pihak Ketiga Lainnya
NOmOr & oo
Tahun Anggaran : ............

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No Kode Rekening Uraian Nilai Rupiah

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1

1, X XXXXXX XX XXX

.............................

2. XXX XX XX XXXXX

.............................

3. dst

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2

4 |XEXXXXXXX XXX

.............................

5. XXX XX XX.XX. XXX

.............................

6. |X.XK XX XX XX XXX

.............................

7. | XK. XK XX XKK

8. [dst

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3

0, |X.XX.XX.XX.XX.XXX

10, |dst
TOTAL......covruenne
Terbilang : ## .........coccovvvurvnnn. TUDLGH
Mengetahui/Menyetujui: (Tempat, Tanggal)
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap) (Nama Lengkap)
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P. PERINTAH MEMBAYAR
1. Ketentuan Umum

Perintah membayar adalah kewenangan yang dimiliki Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk belanja yang telah
dianggarkan dalam DPA SKPD. Perintah membayar didahului dengan
proses verifikasi belanja oleh PPK SKPD yang sekaligus menandai
pengakuan belanja tersebut. Proses perintah membayar memuat
informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang
dilakukan secara elektronik.

Berdasarkan Pasal 147 dan Pasal 148 Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019, perintah membayar diatur sebagai berikut:

a. Berdasarkan pengajuan SPP-UP, PA mengajukan permintaan UP
kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-UP.

b. Berdasarkan pengajuan SPP-GU, PA mengajukan penggantian UP
yang telah digunakan kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-
GU.

c. Berdasarkan pengajuan SPP-TU, PA/KPA mengajukan permintaan TU
kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU.

d. Berdasarkan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu, PPK-SKPD /PPK Unit
SKPD melakukan verifikasi atas:

1) kebenaran materiil surat bukti mengenai hak pihak penagih

2) kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/sehubungan
dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa

3) ketersediaan dana yang bersangkutan

e. Berdasarkan hasil verifikasi, PA/KPA memerintahkan pembayaran
atas Beban APBD melalui penerbitan SPM-LS kepada Kuasa BUD.

f. Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak
menerbitkan SPM-LS.

g. PA/KPA mengembalikan dokumen SPP-LS dalam hal hasil verifikasi
tidak memenuhi syarat, paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak
diterimanya SPP.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a. PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan pengajuan permintaan pembayaran dari Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
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b. Perintah pembayaran diajukan oleh Pengguna Anggaran kepada
Kuasa BUD dan didokumentasikan dalam SPM yang disiapkan oleh
PPK-SKPD /PPK-Unit SKPD setelah sebelumnya melakukan verifikasi
kelengkapan dan keabsahan pengajuan pembayaran

c. Jenis SPM terdiri atas:

1) SPM-UP

) SPM-GU

) SPM-TU

)

)

S W N

SPM-LS Gaji dan Tunjangan

)

SPM-LS Pengadaan Barang dan Jasa
6) SPM-LS Pihak ketiga lainnya

d. PPK-Unit SKPD berwenang melakukan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan hanya untuk pengajuan permintaan pembayaran LS
dan/atau TU dari Bendahara Pengeluaran Pembantu.

e. PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran
berkenaan setelah tahun anggaran berakhir.

f. Dalam hal PA/KPA berhalangan sementara, yang bersangkutan dapat
menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM
berdasarkan Surat Tugas PA/KPA.

g. Dalam hal PA/KPA berhalangan tetap, penunjukkan pejabat yang
diberi wewenang untuk menandatangani SPM ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah.

h. PPK-SKPD/PPK Unit SKPD dalam penerbitan setiap SPM, melakukan
pencatatan pada register SPM.

2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Perintah Membayar UP

1) Berdasarkan SPP-UP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran,
PPK-SKPD melakukan verifikasi dengan cara meneliti kesesuaian
besaran UP dengan SK Kepala Daerah.

2) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, PPK-SKPD
menyiapkan rancangan Perintah Membayar UP yang
didokumentasikan dalam draft SPM-UP untuk ditandatangani
oleh Pengguna Anggaran.

3) PA menandatangani dan menerbitkan SPM-UP paling lama 2 (dua)
hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, untuk
kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan
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b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD.

b. Perintah Membayar GU

1)

PPK-SKPD melakukan verifikasi atas SPP-GU dan LPJ Penggunaan

UP beserta bukti-bukti transaksinya yang diterima dari Bendahara

Pengeluaran dengan langkah berikut:

a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait
tidak melebihi sisa anggaran;

b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan;

c) Meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti transaksi
dan dokumen perpajakan terkait.

d) Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan GU,
LPJ Penggunaan UP, dan bukti-bukti transaksinya.

Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan

dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD meminta perbaikan

dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran paling

lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-GU.

Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD

menyiapkan pengajuan Perintah  Membayar GU yang

didokumentasikan dalam draft SPM-GU untuk ditandatangani

oleh Pengguna Anggaran.

Pengguna Anggaran menandatangani dan menerbitkan SPM-GU

paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap

dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD,

dengan dilengkapi:

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan

b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri checklist

kelengkapan dokumen.

c. Perintah Membayar TU

1)

Berdasarkan pengajuan SPP-TU oleh Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang disertai

dengan Daftar Rincian Rencana Belanja TU, PPK-SKPD /PPK-Unit

SKPD melakukan verifikasi dengan langkah sebagai berikut:

a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait
tidak melebihi sisa anggaran;

b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja

terkait telah disediakan;
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c) Meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan pengajuan
permintaan Perintah Membayar TU.

2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan
dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta
perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1
(satu) hari sejak diterimanya SPP-TU.

3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-
SKPD /PPK-Unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar
TU yang didokumentasikan dalam draft SPM-TU untuk
ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

4) PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-TU paling lama 2
(dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah
untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan
dilengkapi:

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; dan

b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang
dilampiri checklist kelengkapan dokumen.

d. Perintah Membayar LS

1) Berdasarkan pengajuan SPP-LS oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang dilengkapi
dengan dokumen-dokumen pendukungnya, PPK-SKPD/PPK-Unit
SKPD melakukan verifikasi dengan langkah berupa:

a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait
tidak melebihi sisa anggaran;

b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan;

c) Meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis
pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana yang tersimpan dalam dokumentasi di
sistem.

d) Meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung.

e) Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan
dokumen pendukungnya.

2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan
dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta

perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara
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Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1
(satu) hari sejak diterimanya SPP-LS.

3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-
SKPD /PPK-Unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar
LS yang didokumentasikan dalam draft SPM-LS untuk
ditandatangani oleh PA/KPA

4) PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2
(dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk
kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; dan
b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD /PPK-Unit SKPD yang
dilampiri checklist kelengkapan dokumen.

5) Penerbitan SPM-LS dapat dilakukan dengan menerapkan ETP yang
dicetak dan dikirim secara online dalam bentuk file kepada Kuasa
BUD.

3. Dokumen Terkait

[lustrasi dokumen perintah membayar antara lain sebagai berikut:
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA¥)

SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Uang Persediaan (UP)

Tahun Anggaran:

No. SPM:

Supaya menerbitkan SP2D Kepada:

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Potongan - potongan :

Uraian
No.
(No. Rekening)

Jumlah

Keterangan

Jumlah

Rp. e, -

Informasi : (Tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)

SKPD s
Bendahara/pihak lain = @ oo Uraian
] No. Jumlah Keterangan
No. Rekening Bank 1 i (No. Rekening)
Nama Bank o
NPWP Jumlah|Rp. ............. -
Dasar Pembayaran ¢
Untuk Keperluan :
Pembebanan Pada Kegiatan SPM Yang Dibayarkan
KODE KEGIATAN URAIAN NILAI Jumlah Yang Diminta RD. ciie, -
Jumlah Potongan RD. ciiiin, -
Jumah Rp. .o - Jumlah Yang Dibayarkan Rp. cviin, -
Uang Sejumlah: (c..ooovvevveieieiennnnnn )
Jumlah SPP Yang Diminta: Rp. oo, -
......... , tanggal ... ... ...
(terbilang) Pengguna Anggaran
(tanda tangan)
[nama lengkap)
Nomor dan Tanggal SPP NIP.

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD
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3.2 SPM-GU
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA?)
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Ganti Uang (GU)
Tahun Anggaran: No. SPM:

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

Supaya menerhbitkan SP2D Kepada:

SKPD

Bendahara/pihak lain
No. Rekening Bank
Nama Bank

NPWP

Dasar Pembayaran

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Potongan - potongan :

Uraian

(No. Rekening)

No. Jumlah

Keterangan

Jumlah

Rp. oo -

Informasi : (Tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)

Uraian
No. Jumlah
(No. Rekening)

Keterangan

Jumlah|Rp. ............. -

Untuk Keperluan :
Pembebanan Pada Kegiatan SPM Yang Dibayarkan
KODE KEGIATAN URAIAN NILAI Jumlah Yang Diminta Rp. oo, -
Jumlah Potongan Rp. i, -
Jumah Rp. .. - Jumlah Yang Dibayarkan  |Rp. .ccccoouvvrnnnee. -
Uang Sejumlah: (c....ooovviviriiiennen. )
Jumlah SPP Yang Diminta: Rp. oo, -
......... , tanggal ... ... ...
(terbilang) Pengguna Anggaran
(tanda tangan)
nama lengkap|
Nomor dan Tanggal SPP NIP.

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD
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3.3 SPM-TU
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA¥)
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Tambah Uang (TU)
Tahun Anggaran: No. SPM:

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Supaya menerbitkan SP2D Kepada:

Potongan - potongan :

Uraian
No.

(No. Rekening)

Jumlah |Keterangan

Jumlah

Rp. v .

Informasi : (Tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)

SKPD
Bendahara/pihak lain @ Uraian
, No. Jumlah Keterangan
No. Rekening Bank & i (No. Rekening)
Nama Bank o
NPWP . Jumlah|Rp. ............. -
DasarPembayaran  +
Untuk Keperluan :
Pembebanan Pada Kegiatan SPM Yang Dibayarkan
KODE KEGIATAN URAIAN NILAI Jumlah Yang Diminta RD. v -
Jumlah Potongan Rp. o, -
Jumah Rp. .. - Jumlah Yang Dibayarkan — |Rp. ..o, -
Uang Sejumlah: (..ocooovvvviniicninennn )
Jumlah SPP Yang Diminta: Rp. oo -
......... , tanggal ... ... ...
(terbilang) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
(tanda tangan)
[nama lengkap)
Nomor dan Tanggal SPP NIP.

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA¥)

SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Langsung (LS)
Tahun Anggaran: No. SPM:
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Potongan - potongan :
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Uraian
No. Jumlah |Keterangan
(No. Rekening)
Supaya menerbitkan SP2D Kepada:
Jumlah| Rp. .. -
SKPD Informasi : (Tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)
Bendahara/pihak lain = & i Uraian
, No. Jumlah Keterangan
No. Rekening Bank @ s (No. Rekening)
NamaBank
NPWP e Jumlah|Rp. ............., -
Dasar Pembagaran ¢
Untuk Keperluan :
Pembebanan Pada Kegiatan SPM Yang Dibayarkan
KODE KEGIATAN URAIAN NILAI Jumlah Yang Diminta Rp. oo -
Jumlah Potongan Rp. s -
Jumah Rp. oo, - Jumlah Yang Dibayarkan — |Rp. .o, -
Uang Sejumlah: (v )
Jumlah SPP Yang Diminta: Rp. oo -
......... , tanggal ... ... ...
(terbilang) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
(tanda tangan)
(nama lengkap
Nomor dan Tanggal SPP NIP.

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD
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Q. PERINTAH PENCAIRAN DANA

1.

Ketentuan Umum

Perintah pencairan dana dibuat oleh Kuasa BUD untuk mengeluarkan

sejumlah uang dari RKUD berdasarkan SPM yang diterima dari

PA/KPA. Perintah pencairan dana tersebut ditujukan kepada bank

operasional mitra kerjanya untuk mencairkan dana di RKUD dengan

tujuan pembayaran kepada pihak-pihak terkait sesuai jenis SPM dan

SPP yang diajukan. Proses perintah pencairan dana memuat informasi,

aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan

secara elektronik.

Berdasarkan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

pengaturan perintah pencairan dana adalah sebagai berikut:

a.

Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari

PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.

Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.

Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban untuk:

1) meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa
Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;

2) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang
tercantum dalam perintah pembayaran;

3) menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan

4) memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran
Daerah.

Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila:

1) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
dan/atau

2) pengeluaran tersebut melampaui pagu.

Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal SP2D tidak

diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya

SPM.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a.

Perintah Pencairan Dana disampaikan kepada Bank dengan memuat
informasi tentang:

1) Baki Rekening yang akan dicairkan

2) Jumlah total dana RKUD yang dicairkan

3) Tujuan pembayaran dari jumlah total tersebut yang terinci
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menjadi:
(a) pihak penerima non-pihak ketiga atau pihak ketiga penyedia
barang/jasa
(b) potongan yang bersifat transitoris, diperlakukan sesuai
ketentuan pada BAB V.C
b. Dalam hal telah dilakukan integrasi sistem antara Kuasa BUD dengan
Bank, harus dipastikan informasi yang dipersyaratkan dalam Perintah
Pencairan Dana tersampaikan antara kedua belah pihak dengan tetap
memperhatikan keamanan digital pada sistem masing-masing.
2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Berdasarkan pengajuan SPM oleh PA/KPA yang disertai Surat
Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD dan Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA, Kuasa BUD melakukan
verifikasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait
tidak melebihi sisa anggaran;

2) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan;

3) Meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi
persyaratan pengajuan SPM;

4) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang
tercantum dalam perintah pembayaran.

b. Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA dan/ atau KPA
apabila:

1) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
PA/KPA;

2) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD /PPK Unit
SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen; dan

3) belanja tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau dana tidak
tersedia.

c. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan dalam
proses verifikasi tersebut, Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM
paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.

d. Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD
menerbitkan Perintah Pencairan Dana yang didokumentasikan dalam

SP2D.
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3. Dokumen Terkait

[lustrasi dokumen perintah pencairan dana antara lain sebagai

berikut:
3.1 SP2D-UP

FORMAT SP2D - UP

Nomor : .................

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Nomor SPM : Dari BUD/Kuasa BUD

NPWP
Tanggal
Tahun Anggaran

Nama SKPD

Bank P girirm oo
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor ... ... ... ...

Uang sebesar Rp ... ... ... (terbilang : ..............)

Kepada

INPWP

No. Rekening Bank
Bank Penerima
Keperluan Untuk

Pagu Anggaran

JUMLAH
NO KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN URAIAN (Rp)
1
2
3
Jumlah
Potongan-potongan:
Jumlah
No. Uraian (No. Rekening) Keterangan
(Rp)
2.
3.
Jumlah
Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)
Jumlah
No. Uraian (No. Rekening) Keterangan
(Rp)
1.
2.
3.
4.
Jumlah
SP2D yang Dibayarkan
Jumlah yang Diminta
Jumlah Potongan
Jumlah yang Dibayarkan
Uang Sejumlah:
Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk , tanggal ... ... ...
Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Bendahara Umum Daerah
Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
Lembar 4 : Pihak Penerima
(tanda tangan)
nama lengkap

NIP.
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3.2 SP2D-GU

FORMAT SP2D - GU

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA"

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Nomor :

Nomor SPM
Tanggal

Nama SKPD

Dari

BUD/Kuasa BUD

NPWP
Tahun Anggaran

Bank Pengirim :

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor ... ... ... ...

Uang sebesar Rp

(terbilang : ..............

)

Ke pada

INPWP

[No. Rekening Bank
Bank Penerima

Keperluan Untuk

Pagu Anggaran

JUMLAH
NO KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN URAIAN (Rp)
1
2
3
Jumlah
Potongan-potongan:
Jumlah
No. Uraian (No. Rekening) Keterangan
(Rp)
2.
Jumlah
Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)
Jumlah
No. Uraian (No. Rekening) Keterangan
(Rp)
1.
2.
3.
4.
Jumlah
SP2D yang Dibayarkan
Jumlah yang Diminta Rp oo, -
Jumlah Potongan Rp ot )
Jumlah yang Dibayarkan Rp .o, -

Uang Sejumlah:

Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk

Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
Lembar 4 : Pihak Penerima

Kuasa Bendahara Umum Daerah

(tanda tangan)

(hama lengkap
NIP.
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3.3 SP2D-TU
FORMAT SP2D - TU

Nomor : .................

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Nomor SPM : Dari : BUD/Kuasa BUD

NPWP

Tanggal
Tahun Anggaran

Nama SKPD

Bank Permgirizm & it et
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor ... ... ... ...

Uang sebesar Rp ... ... ... (terbilang : ... ... ... ... ...)

[Kepada L e
INPWP
[No. Rekening Bank

[Bank Penerima

[Keperluan Untuk

Pagu Anggaran T ORD

JUMLAH

NO KODE KEGIATAN /SUB KEGIATAN URAIAN (Rp)
Rp

Jumlah

Potongan-potongan:

Jumlah
No. Uraian (No. Rekening) Keterangan
(Rp)

Jumlah

Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

Jumlah

No. Uraian (No. Rekening) ( Keterangan
Rp)

ol Bl I R

Jumlah

SP2D yang Dibayarkan

Jumlah yang Diminta

Jumlah Potongan

Jumlah yang Dibayarkan

Uang Sejumlah:

Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk L , tanggal ... ... ...
Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Bendahara Umum Daerah
Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD

Lembar 4 : Pihak Penerima
(tanda tangan)

(nama lengkap
NIP.
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3.4 SP2D-LS

FORMAT SP2D - LS

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA"

Nomor : .................

______ SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Nomor SPM : Dari : BUD/Kuasa BUD
NPWP

Tahun Anggaran

Tanggal

Nama SKPD

Bank Pengirimn @ ..o

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor ... ... ... ...
Uang sebesar Rp ... ... ... (terbilang : ...............)

[Kepada
NPWP
[No. Rekening Bank

Bank Penerima

Keperluan Untuk

Pagu Anggaran O Rp.

JUMLAH
(Rp)

NO KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN URAIAN

Jumlah

Potongan-potongan:

Jumlah
(Rp)

No. Uraian (No. Rekening) Keterangan

Jumlah

Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

Jumlah
(Rp)

No. Uraian (No. Rekening) Keterangan

hall ISl N

Jumlah

SP2D yang Dibayarkan

Jumlah yang Diminta

Jumlah Potongan

Jumlah yang Dibayarkan Rp -

Uang Sejumlah:

Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk

Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Bendahara Umum Daerah
Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD

Lembar 4 : Pihak Penerima

(tanda tangan)

(nama lengkap
NIP.
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R. PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN

1. Ketentuan Umum

Dalam penatausahaan belanja daerah, Bendahara Pengeluaran/

Bendahara Pengeluaran Pembantu harus melakukan pengendalian atas

pelaksanaan belanja yang menjadi kewenangannya.

Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu memuat informasi, aliran data, serta penggunaan

dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Dalam rangka pengendalian atas pelaksanaan belanja daerah, Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menggunakan buku-

buku sebagai berikut:

a. Buku Kas Umum

b. Buku Pembantu Bank

c. Buku Pembantu Kas Tunai

d. Buku Pembantu Pajak

e. Buku Pembantu Panjar

f. Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja

Pencatatan buku-buku di atas bersumber pada data, antara lain:

a. Bukti transaksi yang sah dan lengkap
b. SPP UP/GU/TU/LS

c. SPM UP/GU/TU/LS

d. SP2D

e. Dokumen pendukung lainnya sesuai peraturan perundang-undangan

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Pembukuan atas berbagai transaksi dilakukan dengan ketentuan

sebagai berikut:

1)

2)

Penerimaan Uang Persediaan

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
membukukan penerimaan UP/GU/TU berdasarkan SP2D-
UP/SP2D-GU/SP2D-TU, dengan melakukan pencatatan pada
Buku Kas Umum di sisi penerimaan dan pada Buku Kas Pembantu
Bank di sisi penerimaan sesuai dengan jumlah yang tertera pada
SP2D-UP/SP2D-GU/SP2D-TU.

Pelimpahan Uang Persediaan

Pelimpahan sebagian UP kepada Bendahara Pengeluaran

Pembantu dicatat pada BKU di sisi pengeluaran, serta pada Buku
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Pembantu Bank di sisi pengeluaran sesuai dengan jumlah UP yang

dilimpahkan.

Pergeseran Uang Persediaan

Dalam hal Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu melakukan pergeseran UP/GU/TU yang terdapat di

bank ke kas tunai, dilakukan pencatatan pada BKU sisi

pengeluaran dan penerimaan, pada Buku Pembantu Bank di sisi
pengeluaran, dan pada Buku Pembantu Kas Tunai di sisi
penerimaan sesuai dengan jumlah UP/GU/TU yang digeser.

Pembayaran belanja oleh Bendahara

Atas pembayaran yang dilakukan Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan

bukti-bukti belanja yang disampaikan PPTK secara tunai/non

tunai, dilakukan pembukuan dengan mencatat pada BKU di sisi
pengeluaran, pada Buku Pembantu Kas Tunai/Buku Pembantu

Bank di sisi pengeluaran, dan pada Pembantu Sub Rincian Objek

Belanja pada kolom UP/GU/TU sejumlah nilai belanja bruto.

Pemberian Uang Panjar

Berdasarkan Nota Pencairan Dana PA/KPA, serta bukti

pengeluaran uang/bukti lainnya yang sah, Bendahara

Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran Pembantu  mencatat

pemberian uang panjar sebesar uang yang diberikan kepada PPTK

di BKU pada sisi pengeluaran, pada Buku Pembantu Bank pada

sisi pengeluaran dan Buku Pembantu Panjar di sisi pengeluaran.

Pertanggungjawaban Uang Panjar

Berdasarkan pertanggungjawaban yang diberikan PPTK atas

penggunaan uang panjar, Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu mencatat di BKU pada sisi pengeluaran dan

di buku pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada sisi

pengeluaran.

a) Dalam hal terdapat pengembalian kelebihan uang panjar dari
PPTK, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu mencatat di Buku Pembantu Bank atau Buku
Pembantu Kas Tunai pada sisi penerimaan sebesar yang
dikembalikan.

b) Dalam hal terdapat kekurangan uang panjar, Bendahara

Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu membayar
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kekurangannya kepada PPTK, dan selanjutnya mencatat di
Buku Pembantu Bank atau Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi
pengeluaran sebesar yang dibayarkan.
7) Belanja melalui LS
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
melaksanakan pembukuan pembayaran belanja melalui LS dengan
melakukan pencatatan pada BKU di sisi penerimaan dan sisi
pengeluaran pada tanggal yang sama, dan mencatat pada Buku
Pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada kolom belanja LS
sebesar jumlah belanja bruto.
8) Pemungutan dan Penyetoran Pajak
a) Pada saat pemugutan/pemotongan pajak, Bendahara
Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat
pada BKU di sisi penerimaan, dan pada Buku Pembantu Pajak
di sisi penerimaan.
b) Pada saat penyetoran ke Rekening Kas Negara, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pada
BKU di sisi pengeluaran, dan Buku Pembantu Pajak di sisi
pengeluaran.

b. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu wajib ditutup pada setiap akhir bulan dengan
ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu dengan PA/KPA. Penutupan BKU dilampiri Berita Acara
Pemeriksaan Kas.

3. Dokumen Terkait
[ustrasi dokumen pembukuan bendahara pengeluaran antara lain
sebagai berikut:

3.1 Register SPP-SPM-SP2D
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...,

SKPD.wvsi
TAHUN ANGGARAN....cuu
REGISTER SPP/SPM/SP2D
Periode: i
e L L cHE Usin | Jumleh | Keterangan
(UP/GU/TU/LS)| Tg! | Nomor | Tgl | Nemor | Tgl | Nomor
Bendahara Penerimaan/
Bendahara Penerimaan
Y
A
0
Nama

NP......




3.2 BKU
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BUKU KAS UMUM

Periode: ..o eenne

No. [ Tanggal No. Bukti Uraian Penerimaan | Pengeluaran Saldo
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
R g 211 =T Ve L
terdiri dari:
a. Tunai = 1 1 TR
b. Bank RO oy sane e s

Disetujui oleh, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran/ Kuasa Bendahara Pengeluaran/

Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

3!

o

|- i ——




3.3

Buku Pembantu Bank

- 304 -

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......
SKPD......cocn.

TAHUN ANGGARAN

BUKU PEMBANTU BANK

Penggunae Anggaren/
Kuasa Pengguns

Nama
NIP: e

Periode: ..o seee
No.| Tanggal | No.Bukti Uraian Penerimaan | Pengeluaran |  Saldo
Disetujui oleh, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran/ Bendahara Pengeluaran/
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
5 &
o] 0]
Nama Nama
NIP: v e NIP: ... ccves
3.4 Buku Pembantu Kas
. PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
UREGEN SKPD s
3 TAHUN ANGGARAN .« waiaie
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
Pariode: . e e e
No. | Tanggal | No.Bukti Uraian Ponermmaan | Pengeluaran Saldo
Disetujui oleh, Disiapkan oleh,

Bendehoam Pengeluaran/
Dendahars Pengelusmn

o¥

:

NIP: ..

©
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3.5 Buku Pembantu Pajak

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
SKPD.........—.
TAHUN ANGGARAN v vievee

BUKU PEMBANTU PAJAK
Periode: v

No. | Tanggal |No.Bukt Uralan Penerimaan | Pengeluaran Saldo
Disetujuwi oleh, Disiapkan oleh,
Pengguna Angzaran/ Bendahara Pe nge luaran/
Kuasa Pengguna Beandahara Pengeluaran
e ;
2
3]
Nama Nama
NP wmmivsms MNP o s

' TAHUN ANGGARAN............

BUKU PEMBANTU PANJAR

Periode: ... e aa
No. [ Tanggal |No.Bukti Uraian Penerimaan | Pengeluaran Saldo
Disetujui oleh, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran/ Kuasa Bendahara Pengeluaran/ Bendahara
Pengguna Anggaran Pengeluaran Pembantu

£ ! !
A

18] 5]

Nama Nama

NIP: oeiieie NIP: e
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3.7 Buku Pembantu per Sub Rincian Objek

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
SKPD........
TAHUN ANGGARAN...........

Kode Relening

Namo Nekening

Jund ah Angraran (DPA)
Juvd ah Anggaran (D A)

BUKU PEMBANTU SUB RINCAN OBYEK BELANIA

Peri O0€ 1 incuns iinnnanis
No. | Tangga No. BXU Uraan Bolanja LS | Bolanja TU Selanja Saldo
up/cu
Disetujui oleh, Disiapkan oleh,
Pengsuna Anggaren/ Bendahara Pergeluaran/
Kusss FPengguns Bendahars Pengeluaran
o
Bl s
8]
Nama Nama
NP NIP: ... e

S. PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
PENGELUARAN
1. Ketentuan Umum

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu harus menyampaikan

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Penyusunan dan penyampaian LPJ

Bendahara memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan

penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Berdasarkan Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu diatur sebagai berikut:

a. Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib
mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA
melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

b. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada

SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas
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pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan
menyampaikan LPJ pengeluaran kepada PPKD paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya.

c. Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan LPJ pengeluaran
dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban
ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

d. Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu secara fungsional
dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan
pertanggungjawaban pengeluaran oleh PA/KPA.

e. Untuk tertib LPJ pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban
pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal
31 Desember.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a. Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban
atas pengelolaan yang terdapat dalam kewenangannya.

b. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, meliputi:

1) LPJ Penggunaan UP

a) LPJ penggunaan UP dilakukan Bendahara Pengeluaran pada
setiap pengajuan GU.

b) LPJ penggunaan UP disampaikan kepada PA melalui PPK-SKPD
dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

c) LPJ Penggunaan UP dijadikan sebagai lampiran pengajuan SPP-
GU.

d) Pada akhir tahun LPJ Penggunaan UP disampaikan secara
khusus (tidak menjadi lampiran pengajuan GU), sekaligus
sebagai laporan sisa dana UP yang tidak diperlukan lagi.
Penyampaian LPJ ini diikuti dengan penyetoran sisa dana UP ke
RKUD.

2) Pertanggungjawaban penggunaan TU

a) Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah TU
yang dikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk mendanai
suatu sub kegiatan atau telah sampai pada waktu yang

ditentukan sejak TU diterima.
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b) Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada
PA /KPA melalui PPK-SKPD /PPK-Unit SKPD berupa LPJ TU yang
dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

c) PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ
penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh PA/KPA.

3) Pertanggungjawaban Administratif

a) Pertanggungjawaban administratif disampaikan oleh Bendahara
Pengeluaran kepada PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya;

b) Pertanggungjawaban administratif = berupa LPJ yang
menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu
anggaran secara kumulatif dan/atau per kegiatan yang
dilampiri:

(1) BKU;
(2) Laporan penutupan kas (BKU); dan
(3) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu

c) Pada bulan terakhir tahun anggaran, LPJ administratif
disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari dan wajib
melampirkan bukti setoran sisa UP.

4) Pertanggungjawaban Fungsional

a) Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh Bendahara
Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya.

b) Pertanggungjawaban fungsional berupa LPJ yang merupakan
konsolidasi dengan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu,
dilampiri:

(1) Laporan penutupan kas; dan
(2) LPJd Bendahara Pengeluaran Pembantu.

c) Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh Bendahara
Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD setelah mendapat
persetujuan PA.

d) Pada bulan terakhir tahun anggaran, pertanggungjawaban
fungsional disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari
dan wajib melampirkan bukti setoran sisa UP

2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Pertanggungjawaban Penggunaan UP

1) Pada setiap pengajuan GU, Bendahara Pengeluaran menyiapkan
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LPJ penggunaan UP.

2) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan UP disampaikan kepada

Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD sebagai lampiran pengajuan

SPP GU dengan dilampiri bukti-bukti yang lengkap dan sah.

b. Pertanggungjawaban Penggunaan TU

1) Bendahara Pengeluaran menyusun LPJ Penggunaan TU setelah TU

2)

3)

yang dikelolanya telah habis digunakan untuk mendanai suatu sub

kegiatan dan/atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak

TU diterima.

Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Penggunaan TU

kepada PA melalui PPK-SKPD dengan dilampiri bukti-bukti belanja

yang lengkap dan sah.

PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ penggunaan TU

sebelum ditandatangani oleh PA dengan langkah-langkah sebagai
berikut:

a.

C.

Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan.

Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait
tidak melebihi sisa anggaran.

Meneliti keabsahan bukti belanja.

c. Pertanggungjawaban Administratif

1) Penyusunan LPJ

a. Setiap akhir bulan, Bendahara Pengeluaran Pembantu

menyiapkan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk
disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

Bendahara Pengeluaran akan menyiapkan LPJ Bendahara serta
melakukan konsolidasi dengan LPJ Bendahara Pembantu. LPJ
Bendahara memberikan gambaran jumlah anggaran, realisasi,
dan sisa pagu anggaran secara kumulatif dan/atau per kegiatan
yang dilampiri:

(1) BKU;

(2) Laporan Penutupan Kas;

(3) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

2) Penyampaian LPJ Administratif

a. Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Bendahara kepada

PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya.
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b. PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ administratif

dengan langkah-langkah sebagai berikut:

(1) Meneliti transaksi belanja beserta tanda bukti belanja yang
terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait

(2) Meneliti penerimaan SP2D yang terdokumentasikan dalam
buku atau laporan terkait

(3) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap
proses belanja dan pengeluaran kas

2) Apabila dalam proses verifikasi, PPK SKPD menemukan
ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan, maka PPK SKPD
meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara
Pengeluaran.

3) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan sah dan lengkap, maka PPK
SKPD akan pengajuan penandatanganan dan persetujuan LPJ
Bendahara secara administratif kepada Pengguna Anggaran.

4) Pengguna Anggaran menandatangani LPJ Bendahara yang sudah
diverifikasi sebagai bentuk persetujuan.

d. Pertanggungjawaban Fungsional

1) Setelah LPJ Bendahara Pengeluaran ditandatangani oleh Pengguna
Anggaran, Bendahara Pengeluaran menyampaikan
pertanggungjawaban fungsional kepada PPKD selaku Kuasa BUD
untuk ditandatangani, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

2) PPKD selaku kuasa BUD melakukan proses verifikasi dan
menandatangani LPJ Bendahara Pengeluaran sebagai bentuk
persetujuan.

e. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu, meliputi:
1) Pertanggungjawaban penggunaan Limpahan UP
a. Pertanggungjawaban penggunaan UP dilakukan Bendahara
Pengeluaran pada setiap pengajuan penggantian limpahan UP.
b. Pertanggungjawaban penggunaan limpahan UP disampaikan
kepada KPA melalui PPK-Unit SKPD berupa LPJ limpahan UP
yang dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.
c. LPJ-limpahan UP disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran
sebagai dasar penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran.
2) Pertanggungjawaban penggunaan TU
a. Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh

Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah TU yang dikelolanya
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telah habis/selesai digunakan untuk mendanai suatu sub
kegiatan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak
TU diterima.

b. Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada KPA
melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD berupa LPJ-TU yang
dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

c. PK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ
penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh KPA.

3) LPJ

a. Bendahara Pengeluaran Pembantu menyampaikan LPJ kepada
Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan
berikutnya, dilampiri:

(1) BKU; dan
(2) Laporan penutupan kas.
b. PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ
sebelum ditandatangani KPA untuk mendapatkan persetujuan.
3. Dokumen Terkait
[lustrasi dokumen penyampaian laporan pertanggungjawaban
bendahara pengeluaran antara lain sebagai berikut:

3.1 LPJ-UP
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Besaran UP berdasarkan SK KDH:

Uang Persediaan (UP) Awal Periode : ...

Penggunan Uang Persediaan (UP) : w.vessreeen
Uang Persediaan (UP) Akhir PEriode : w.umsseeses
Urusan  nemmr A
Bidang Urusan R i
Program >
Kegiatan
Sub Kegiatan 5
‘ p Jumiah Belanja Akumulasi Sisa
| Uraian ST 3
S R Anggaran | Periode ini Belanja | Anggaran
Urusan B it o g
Bidang Urusan
Program
Kegiatan e
Sub Kegiatan P
b . . Jumlah Belanja Akumulasi Sisa
Rek: Uraian RS, :
Koge ST Anggaran | Periodeini | Belanja | Anggaran
Bendahara Pengeluaran
Y
A
Q
ama
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3.2 LPJ-TU

Program CL——
Sub Kegiatan S
Tanggal SP2DTU  vvevvesens

Kode Rekening Uraian Jumlah

TOTAL

Tambahan Uang Persediaan (TU)

Sisa Tambahan Uang Persediaan (TU)

Menyetuijui, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
9%3 3
A A
0 0]
Nama Nama
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Laporan Penutupan Kas
LAPORAMN PENUTUPAMN KAS
Bulan:....oe. .
Kepada Yth,
Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan  Gubernur/Bupati/Walikota................

Mo, Tahun.........mengenai  Sistem  dan  Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah, bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas
Bulanan yang terdapat di Bendahara Pengeluaran SKPD........... adalah
sejumlah Bpo . dengan perincian sebagai berikut:

A. Kas di Bendahara Pengeluaran

Al Saldo awal bulan tanggal Rp.

A2 lJumlah Penerimaan Rp.

A3 Jumalah Pengeluaran Rp.

A.4 Saldo akhir bulan tanggal Rp.

Saldo Akhir bulan tanggal...........terdiri dari saldo di kas tunai sebesar
Rp..eeeeeoee.. dan saldo di bank sebesar Rpe

B. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

Al Saldo awal bulan tanggal Rp.

A2 lJumlah Penerimaan Rp.

A3 Jumalah Pengeluaran Rp.

A.4 Saldo akhir bulan tanggal Rp.

Saldo Akhir bulan tanggal............terdiri dari saldo di kas tunai sebesar
Rp..oeooeo.... dan saldo di bank sebesar Rp.. e

C. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran

C.15aldo Kas Tunai Rp.
C.2 S5aldo Bank Rp.
C.3 Saldo Total Rp.

Bendahara Pengeluaran
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3.4 SPJ Administratif

Tzhun Anggaran........

LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
{SPJ ADMIHISTRATIF)

SP1 1S Gaji SPJ1SBarangdanJasa |  $P) UP/GUSTU Jumiah $p
lod.t Ursizn — s4 sd | sd s4 | sd4 sd “:;:{::r o
Bulan | Bulan Buian | Bulan it Bulan s

i i

2

JUMLAH
Panerimaan
-5P2D
- Patongan Paak
2N
PR 2
. PPh22
d.FPh 3
-1zin-lein
lumizh Penenmazn
PergeivaEn |
-5P) 11S+UP/GU/TU
- Peretoran Fajek
3. PPN
b.FPh 22
¢.PPh 22
d.FPh 3
- Llain-{ain
lumizh Pengeluaran
Saldo a3

cr ow

Menyetujui, Dis'apkan oleh,
Penzzna Anzzaran Bandahara Pengeluaran

i

Heme liama
s )| S—
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SPJ Fungs

ional

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

SKPD.evuse
Tahun Anggaran.e..
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LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

(SP] FUNGSIONAL)

SPI LS Barang das lasa

finggaran

sd | s4 sd | sd

mum

il | lal i | laly

Jumiah SP1

(IS+UP/SU/T | Sisa Pagu
U) 5.4 Butan

JUMLAK

Penerimean

-5P20

- Potan

argan 93]&‘1

3. PPN

. PPh 22

. PPh 22

d.PPh 23

- lainfain

migh Pansrimzan

Pergeluzzn |

-SPI(LS=U

PIGUITY)

- Peryetoran Pajak

= PPN

b PPh 21

P22

go.PPh 23

-Lain-rain

lumizh Pergeluaran

Saido Kas

Menyetujus,

Pesgguna Angzaran

Nama
NIP: s

Dizispkan o'en,
Bendahara Pengeluaran

Nama
/| |-
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T. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA YANG MELAMPAUI
TAHUN ANGGARAN

1. Ketentuan Umum

a. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan

perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan

yang melampaui tahun anggaran dapat terjadi akibat:

1)

2)

keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah

diselesaikan 100% pada tahun berkenaan;

perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

pengadaan barang dan jasa;

keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia
barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai

peraturan perundang-undangan
kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan

pengadilan yang bersifat tetap.

b. Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap

pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan,

pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:

1)

3)

melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan
diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya
ditampung dalam perda perubahan APBD;

pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam
program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening

berkenaan.

mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD

sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

c. Pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu pelaksanaan

pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa, pemerintah daerah

melakukan tahapan sebagai berikut:
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1) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan
diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya
ditampung dalam perda perubahan APBD;

2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam
program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening

berkenaan.

3) mengesahkan perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai dasar

pelaksanaan pembayaran.

Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan di luar kendali
Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk
keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan perundang-

undangan, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:

1) kepala SKPD meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan
penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan
untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi
bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau

pengguna barang dan jasa;

2) kepala daerah menetapkan keadaan kahar (force majeure) sesuai

peraturan perundang-undangan,;

3) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan
diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya
ditampung dalam perda perubahan APBD;

4) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam
program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening

berkenaan.

S5) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD

sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya pemerintah daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain
hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap, pemerintah daerah

melakukan tahapan sebagai berikut:

1) Kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban pemerintah

daerah sebagai dasar penganggaran dalam APBD;
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2) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan
diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya
ditampung dalam perda perubahan APBD;

3) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam
program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening

berkenaan.

4) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD

sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan
perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan
yang melampaui tahun anggaran, harus dilakukan reviu terlebih

dahulu oleh APIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hasil reviu APIP menjadi salah satu dasar pemerintah daerah untuk
menganggarkan dalam perubahan perkada tentang penjabaran

APBD;

Tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui

tahun anggaran diatur dalam peraturan kepala daerah.

U. BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT

1. Ketentuan Umum

Belanja yang bersifat wajib adalah belanja yang harus dikeluarkan dalam

rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Belanja yang bersifat

mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan

harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup

untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Berdasarkan Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

beberapa ketentuan umum terkait pelaksanaan anggaran untuk belanja

yang bersifat wajib dan mengikat adalah:

a.

Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan
bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan
rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah
kepada DPRD, Kepala Daerah menyusun rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun

anggaran sebelumnya.
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b. Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD sebagaimana
dimaksud di atas diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat
dan belanja yang bersifat wajib.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a. Dalam hal terdapat belanja yang sifatnya wajib dan mengikat sebelum
DPA-SKPD disahkan, maka BUD dapat membuat SPD-nya tanpa
menunggu DPA disahkan setelah diterbitkan peraturan kepala
daerah tentang belanja wajib dan mengikat.

b. Tidak tertutup kemungkinan jika periode SPD untuk masing-masing
SKPD dalam satu daerah berbeda-beda. Misalnya Dinas Pendidikan
Kabupaten A, SPD diberikan tiap bulan karena kebutuhan dana yang
sangat besar sedangkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten A
penerbitan SPD diberikan per triwulan.

c. Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD,
atau DPA-SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

2. Ketentuan Pelaksanaan
Ketentuan pelaksanaan anggaran untuk belanja yang sifatnya wajib dan
mengikat dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
a. Dalam hal keterlambatan penetapan APBD; dan

b. Dalam hal dokumen belum siap.

V. SUB KEGIATAN YANG BERSIFAT TAHUN JAMAK

Sub Kegiatan Tahun Jamak adalah sub kegiatan yang dianggarkan dan

dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang

pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.

Mengacu pada Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan terkait sub kegiatan yang bersifat

tahun jamak sebagai berikut:

a. Dalam melaksanakan sub kegiatan yang bersifat tahun jamak
(multiyears), harus ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Daerah

b. Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan

bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

c. Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD ditandatangani

bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.
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d. Peraturan Daerah (Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan

DPRD) tahun jamak sekurang-kurangnya memuat:
1) nama sub kegiatan;
2) jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan;
3) jumlah anggaran; dan
4) alokasi anggaran per tahun.
e. Sub Kegiatan tahun jamak dengan kriteria meliputi:

1) Pekerjaan Konstruksi atas pelaksanaan Sub Kegiatan yang secara
teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output
yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan;

atau

2) Pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya
harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti
penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara,
makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembangunan sampah

dan pengadaan jasa cleaning service.

3) Jangka waktu pelaksanaan tahun jamak tidak melampaui masa

jabatan Kepala Daerah.

4) Dalam hal pelaksanaan tahun jamak, masa jabatan Kepala Daerah
berakhir sebelum akhir tahun anggaran, sub kegiatan tahun jamak

dimaksud dapat diselesaikan sampai berakhirnya tahun anggaran.

W. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 154
sampai dengan Pasal 156 pengaturan pelaksanaan dan penatausahaan

penerimaan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan

Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD.

b. Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan melalui

Rekening Kas Umum Daerah.

c. Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan
melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan

pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.



- 322 -

. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam

tahun anggaran berjalan untuk:
1) menutupi defisit anggaran;

2) mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia
anggarannya;
3) membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang

melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
4) melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;

5) mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya

kebijakan Pemerintah;

6) mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia

anggarannya; dan/atau

7) mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya
ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun
anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas

akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

. Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum
Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan

sesuai peruntukannya.

Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum
Daerah dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan

yang bersangkutan mencukupi.

. Pemindahbukuan paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan
digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan
sesuai dengan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang

pembentukan Dana Cadangan.

. Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum
Daerah dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa

BUD atas persetujuan PPKD.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a. Terhadap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD akan

melakukan pencatatan atas penerimaan pembiayaan pada Buku Kas

Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaan sedangkan
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pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan
Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.

. Terhadap penerimaan dan pengeluaran yang telah mendapat pengesahan
BUD, Kuasa BUD mencatat penerimaan pembiayaan di Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaaan, sedangkan
pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan
Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran

. Bendahara Pengeluaran melakukan pencatatan atas pemindahbukuan
dari rekening Dana Cadangan ke RKUD menggunakan Buku Kas

Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan (BKPP).

. Penerimaan kas atas Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

melalui RKUD.

. Pembukuan pemberian pinjaman dan penerimaan kas atas Penerimaan
Kembali Pemberian Pinjaman Daerah menggunakan Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD
untuk pemberian pinjaman pada sisi pengeluaran dan penerimaan kas
atas Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah pada sisi

penerimaan.

. Pinjaman Daerah merupakan semua transaksi yang mengakibatkan
daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai
uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk

membayar kembali, yang bersumber dari:
1) pemerintah pusat;

2) pemerintah daerah lain;

3) lembaga keuangan bank;

4) lembaga keuangan bukan bank; dan
5) masyarakat.

. Pelaksanaan dan penatausahaan atas Pinjaman Daerah dari pemerintah

pusat dilaksanakan melalui:

1) pembayaran langsung;

2) rekening khusus;

3) pemindahbukuan ke RKUD;
4) letter of credit; dan

5) pembiayaan pendahuluan.
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h. Pembukuan penerimaan kas atas Pinjaman Daerah menggunakan Buku

Kas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa

BUD pada sisi penerimaan.

Tata cara pelaksanaan Pinjaman Daerah diatur dalam Peraturan Kepala
Daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.

. Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran

Pembiayaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

. Penatausahaan Penerimaan Pembiayaan memuat informasi, aliran data,

serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara

elektronik.

PENATAUSAHAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Berdasarkan Pasal 154, Pasal 157, dan Pasal 158 Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019, pengaturan Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah sebagai berikut:

a.

Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan

Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD.

. Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan melalui

Rekening Kas Umum Daerah.

Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan
melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan

pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.

Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam
tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam

Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan.

Alokasi anggaran dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke
rekening Dana Cadangan.

Pemindahbukuan dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD atas
persetujuan PPKD.

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD
berkewajiban untuk:

1) meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh

kepala SKPKD;
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2) menguji kebenaran perhitungan pengeluaran Pembiayaan yang

tercantum dalam perintah pembayaran;
3) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan

4) menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas
pengeluaran Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang

ditetapkan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a.

Terhadap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD akan
melakukan pencatatan atas penerimaan pembiayaan pada Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaan sedangkan
pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan

Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.

. Terhadap penerimaan dan pengeluaran yang telah mendapat pengesahan

BUD, Kuasa BUD mencatat penerimaan pembiayaan di Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaaan, sedangkan
pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan

Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.

Melunasi kewajiban bunga dan pokok utang untuk penyediaan anggaran
pembayaran bunga dan pokok utang serta menghindari denda dan/atau
sanksi sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Dana cadangan untuk setiap tahun ditempatkan pada rekening
tersendiri untuk Dana Cadangan pada Bank Umum yang ditetapkan
Kepala Daerah dalam bentuk deposito dan/atau investasi jangka pendek

lainnya yang berisiko rendah.

Dalam hal terdapat bunga Dana Cadangan atas pemanfaaatan Dana
Cadangan Pemerintah Daerah mengakui dan mencatat Bunga Dana

Cadangan sebagai Lain-lain PAD Yang Sah.

Bunga Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan
Pemerintah Daerah melaksanakan Sub Kegiatan dalam mencapai

indikator capaian sasaran yang telah ditetapkan.

Penggunaan Dana Cadangan hanya untuk melaksanakan satu sub
kegiatan berdasarkan indikator dan target capaian sasaran yang telah

ditetapkan.

. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan wusaha milik
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negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan

peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang merupakan bentuk
investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak

kepemilikan.

Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah
merupakan pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula
merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang
dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada
badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan
hukum lainnya yang dimiliki negara.

. Pemindahbukuan atas penyertaan modal daerah dalam bentuk uang

dilakukan oleh Kuasa BUD dengan berdasarkan dokumen antara lain:
1) Peraturan Daerah tentang penyertaan modal; dan
2) Bukti transfer atas penyertaan modal dari RKUD.

Pembukuan atas pemindahbukuan dan pemindahtanganan atas

penyertaan modal daerah menggunakan Buku Penerimaan dan

Pengeluaran Pembiayaan.

. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil

bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan penjualan kekayaan daerah

yang dipisahkan.

. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

. Dokumen yang digunakan dalam hasil penjualan kekayaan daerah yang

dipisahkan antara lain:

1) Peraturan Daerah tentang hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan;

2) Bukti hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

3) Nota kredit atas pemindahbukuan ke RKUD.

. Pembukuan atas Pemindahbukuan hasil penjualan kekayaan daerah

yang dipisahkan dilakukan oleh Kuasa BUD menggunakan Buku

Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

. Pemberian Pinjaman Daerah dapat dilakukan apabila APBD diperkirakan

surplus.

. Pengalokasian anggaran untuk Pemberian Pinjaman Daerah dalam

tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam
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Peraturan Daerah tentang APBD dengan mengacu pada perjanjian
pemberian pinjaman/pemberian utang.

Tata cara Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Kembali
Pemberian Pinjaman Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
Pengalokasian anggaran untuk pembayaran pokok utang yang jatuh
tempo dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dengan mengacu pada
perjanjian utang/obligasi daerah.

Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo dilakukan pembebanan
melalui RKUD.

Pembukuan pengeluaran kas atas pembayaran pokok utang yang jatuh
tempo menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran

Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD pada sisi pengeluaran.

w. Tata cara pembayaran pokok utang yang jatuh tempo diatur dalam

Peraturan Kepala Daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran
Pembiayaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan memuat informasi, aliran data,
serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara

elektronik.

BAB VI

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. LAPORAN REALISASI SEMESTER ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PERTAMA APBD
1.

Ketentuan Umum

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD mengungkapkan laporan
kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ikhtisar
sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi serta
ketaatannya terhadap APBD selama periode Januari-Juni tahun

anggaran berkenaan.

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD menggambarkan

perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam periode
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Januari-Juni pada tahun anggaran berkenaan serta menyajikan unsur-

unsur sebagai berikut:

a. Pendapatan-LRA;

b. Belanja;

c. Transfer;

d. Surplus/Defisit-LRA;

e. Pembiayaan; dan

f.  Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Berdasarkan Pasal 160 Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan
umum dalam laporan realisasi semester pertama APBD adalah sebagai

berikut:

a. Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama

APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

b. Laporan disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir

bulan Juli tahun anggaran berkenaan.
Ketentuan Pelaksanaan
Bagian 1: Laporan Realisasi Semester Pertama APBD pada SKPD

a. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban penerimaan bulanan
dari bendahara penerimaan dan laporan pertanggungjawaban
pengeluaran dari bendahara pengeluaran, PPK SKPD menyiapkan
laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD

dengan cara:

1) Menggabungkan nilai realisasi penerimaan dan pengeluaran
dalam laporan pertanggungjawaban penerimaan bulanan dan
laporan pertanggungjawaban pengeluaran bulanan per
rekening dan jenis penerimaan belanja dari bulan Januari s.d.

Juni.

2) Jumlah realisasi penerimaan dan pengeluaran per jenis
belanja hasil penggabungan tersebut dimasukkan ke dalam
format laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis

SKPD pada kolom realisasi semester pertama.

3) Mengisi kolom sisa anggaran dengan selisih antara anggaran

dan penerimaan.
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4) Mengisi kolom prognosis dengan sisa anggaran ditambah

dengan nilai rencana perubahan anggaran.

PPK SKPD menyerahkan laporan realisasi semester pertama APBD
dan prognosis SKPD kepada Kepala SKPD selaku PA untuk

ditandatangani.

Kepala SKPD selaku PA melakukan verifikasi untuk meneliti
ketepatan, kelengkapan dan kevalidan perhitungan dalam
penyajian data dan informasi yang tercantum pada laporan realisasi
semester pertama APBD dan prognosi SKPD yang diserahkan oleh
PPK SKPD.

Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, Kepala SKPD selaku
PA menandatangani laporan realisasi semester pertama APBD dan
prognosis SKPD.

Kepala SKPD selaku PA menyampaikan laporan realisasi semester
pertama APBD dan prognosis SKPD yang telah ditandatangani
kepada PPKD selaku BUD paling lambat 10 hari setelah semester

pertama berakhir.

Bagian 2: Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Pemerintah Daerah

a.

Berdasarkan laporan realisasi semester pertama APBD dan
prognosis yang diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA, BUD
melakukan verifikasi dengan langkah-langkah meneliti kesesuaian
laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD

dengan:
1) pencatatan dan penyetoran penerimaan; dan

2) pencatatan serta pencairan dana untuk belanja SKPD yang

ada di BUD.

Dalam hal verifikasi dinyatakan telah sesuai, BUD menggabungkan
laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD
menjadi laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis

Pemerintah Daerah paling lambat minggu kedua bulan Juli.

Draf laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis
Pemerintah Daerah hasil penggabungan tersebut disampaikan
kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan

Keuangan Daerah untuk mendapatkan persetujuan.



- 330 -

Setelah disetujui, draf tersebut difinalkan kemudian disampaikan
kepada Kepala Daerah untuk ditandatangani paling lambat minggu
ketiga bulan Juli.

Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi semester pertama
APBD dan prognosis Pemerintah Daerah kepada DPRD paling

lambat akhir bulan Juli.

B. PRASYARAT PERUBAHAN APBD

Mengacu pada Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini membuat ketentuan terkait perubahan

APBD sebagai berikut:

1. Laporan realisasi semester pertama APBD menjadi dasar perubahan

APBD.

2. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

a.

b.

perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;

keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran
antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar

kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;

keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya

harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
keadaan darurat; dan/atau

keadaan luar biasa.

C. PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS

1. Ketentuan Umum

Mengacu pada Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini membuat ketentuan terkait

perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagai berikut:

a.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa

terjadinya:

1) pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan
daerah;

2) pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah;

dan/atau
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3) perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Kepala daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta

perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.

Dalam rancangan perubahan KUA disertai penjelasan mengenai

perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
Dalam rancangan perubahan PPAS disertai penjelasan:

1) program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat diusulkan
untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan
mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun

anggaran berjalan;

2) capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan
yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi

KUA tidak tercapai; dan
3) capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan
yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila

melampaui asumsi KUA.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a.

Kepala daerah menyusun rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD dengan

tetap mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

1) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan KUA
menggunakan data dan informasi terkait kebijakan anggaran

yang terdapat dalam perubahan RKPD.
2) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan PPAS

menggunakan data dan informasi terkait program prioritas
beserta indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang
bersumber dari perubahan RKPD.

Kepala Daerah menyampaikan rancangan perubahan KUA dan

rancangan perubahan PPAS kepada DPRD.

Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan

perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.

Kepala Daerah dan DPRD melakukan penyepakatan bersama
berdasarkan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA dan

rancangan perubahan PPAS.
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e. Kesepakatan terhadap rancangan rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan
perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS yang
ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan

DPRD.

D. PERGESERAN ANGGARAN

1.

Ketentuan Umum

Mengacu pada Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini membuat ketentuan

terkait pergeseran anggaran sebagai berikut:

a. Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit
organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan
antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek

dan/atau sub rincian objek.
b. Pergeseran anggaran terdiri atas:

1) pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD;

dan

2) pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan

APBD.
c. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yaitu:
1) pergeseran antar organisasi;
2) pergeseran antar unit organisasi,;
3) pergeseran antar program,;
4) pergeseran antar kegiatan,
5) pergeseran antar sub kegiatan;
6) pergeseran antar kelompok;
7) pergeseran antar jenis.
d. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD
yaitu:
1) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama. Pergeseran ini
dapat dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah.

2) Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama.

Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
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3) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang

sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

4) Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek

dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.

Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD
yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa
melakukan perubahan Perkada penjabaran APBD terlebih dahulu.
Ketika perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran tersebut

ditetapkan dalam Perkada perubahan penjabaran APBD.

Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD
yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam laporan

realisasi anggaran.

Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan

DPA-SKPD

Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan
perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD
melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada
pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi
mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat

nasional atau daerah.

Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD,
pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda
perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah

perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan

DPA-SKPD.

Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD

mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran
diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Ketentuan Pelaksanaan
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Pihak terkait SKPD mengusulkan pergeseran anggaran
berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan/sub
kegiatan

Atas usulan tersebut:

1) TAPD mengidentifikasi perubahan perda APBD yang

diperlukan jika pergeseran anggaran merubah perda APBD;

2) Sekda/PPKD/Pengguna Anggaran memberikan persetujuan
jika pergeseran anggaran tidak merubah perda APBD.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyiapkan
perubahan DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan pergeseran
anggaran. Perubahan DPA SKPD tersebut disetujui oleh Sekda dan
disahkan oleh PPKD.

E. PENGGUNAAN SILPA TAHUN SEBELUMNYA

Mengacu pada Pasal 165 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini membuat ketentuan terkait penggunaan

SILPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBD sebagai berikut:

a. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus

digunakan dalam tahun anggaran berjalan dapat berupa:

1)
2)

3)

4)
S)

6)

menutupi defisit anggaran;

mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia
anggarannya;

membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang
melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;

mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya
kebijakan Pemerintah;

mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum
tersedia anggarannya; dan/atau

mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya
ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun
anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas

akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
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b. Penggunaan SILPA tahun anggaran sebelumnya untuk pendanaan
pengeluaran tersebut di atas diformulasikan terlebih dahulu dalam

Perubahan DPA-SKPD dan/atau RKA-SKPD.

c. Mendanai kewajiban pemerintah daerah merupakan kewajiban kepada

pihak lain yang terkait dengan:
1) pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya; atau

2) akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap (inkracht) dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.

d. Pekerjaan yang telah selesai merupakan pekerjaan yang telah ada berita
acara serah terima pekerjaan dan telah terbit SPM namun belum

dilakukan pembayaran.

e. Penganggaran atas pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran
sebelumnya harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD
Tahun Anggaran berikutnya sesuai kode rekening berkenaan dan

dianggarkan pada SKPD berkenaan.

f.  Penganggaran atas akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap (inkracht) dan sudah tidak ada upaya hukum
lainnya harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD
tahun anggaran berikutnya sesuai kode rekening belanja berkenaan

dan dianggarkan pada SKPD berkenaan.

g. Tata cara penganggaran penggunaan SILPA tahun anggaran
sebelumnya terlebih dahulu melakukan perubahan atas Perkada
tentang penjabaran APBD tahun anggaran berikutnya untuk
selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD tahun
anggaran berikutnya atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran
bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun

anggaran berikutnya.

F. PENDANAAN KEADAAN DARURAT

Mengacu pada Pasal 166 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini membuat ketentuan terkait pendanaan

keadaan darurat sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
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a. Pemerintah daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai
keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang belum

tersedia anggarannya dalam rancangan perubahan APBD.

b. Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat
termasuk keperluan mendesak dilakukan setelah perubahan APBD
atau dalam hal pemerintah daerah tidak melakukan perubahan
APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan
realisasi anggaran dengan terlebih dahulu melakukan Perkada

perubahan penjabaran APBD.
Ketentuan Pelaksanaan

Tata cara pelaksanaan penggunaan belanja tidak terduga untuk
mendanai keadaan darurat, keperluan mendesak dan memenuhi
kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak
memedomani pengaturan dalam belanja tidak terduga sebagaimana

tercantum dalam BAB III.D.4.
Dokumen Terkait

[lustrasi dokumen pendanaan keadaan darurat antara lain

sebagai berikut:

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA
KEADAAN DARURAT
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .........cccvvnnnn.e.

No. Jenis Kebutuhan Satuan Perkiraan kebutuhan Dana (Rp)

SAN Il I R e

Total

Tempat, tanggal

KEPALA SKPD

NAMA
NIP.
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REKAPITULASI PENYALURAN BELANJA TIDAK TERDUGA

No SKPD Rencana kebutuhan Jumlah (Rp)
1.
2.
3.
4.
5.
Tempat, ..c..oevenenenn.
BENDAHARA UMUM DAERAH
NAMA
NIP.
LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ....

SKPD

Reali i |P C ian Output

No Uraian Anggaran (Rp) ealisasi | Penyerapan apaian Outpu
(Rp) (%) Volume | Satuan

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

KEPALA SKPD

NAMA

NIP
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REKAPITULASI LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Persentase
No SKPD Penggunaan | Jumlah (Rp) |Realisasi (Rp)| Selisih (Rp)| Realisasi
(%)
1.
2.
3.
4,
5.
Tempat, .....ccovvvvvnnne
BENDAHARA UMUM DAERAH
NAMA
NIP.

G. PENDANAAN KEADAAN LUAR BIASA

1.

Ketentuan Umum

Mengacu pada Pasal 167 dan Pasal 168 Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini membuat ketentuan

terkait pendanaan keadaan luar biasa sebagai berikut:

a.

Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu)

tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan
estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD
mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima

puluh persen).

Ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar biasa
diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi
penerimaan dalam APBD mengalami kenaikan lebih dari 50% (lima
puluh persen) dapat dilakukan penambahan sub kegiatan baru
dan/atau peningkatan capaian sasaran kinerja program, kegiatan

dan sub kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan.

Ketentuan Pelaksanaan
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a. Penambahan sub kegiatan baru diformulasikan terlebih dahulu

dalam RKA-SKPD.

b. Penjadwalan ulang dan/atau peningkatan capaian target kinerja
program, kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu

dalam perubahan DPA-SKPD.

c. RKA-SKPD dan perubahan DPA-SKPD digunakan sebagai dasar

penyusunan rancangan Perda tentang perubahan kedua APBD.

d. Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi
penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50%
(lima puluh persen) dapat dilakukan penjadwalan ulang dan/atau
pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub

kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan.

e. Penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian sasaran kinerja
program, kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu

dalam perubahan DPA-SKPD.

f.  Perubahan DPA-SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan

rancangan Perda tentang perubahan kedua APBD.

H. PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD

1.

Ketentuan Umum

Mengacu pada Pasal 169 sampai dengan Pasal 176 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, peraturan Menteri ini membuat
ketentuan terkait penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah sebagai berikut:
a. Penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS;

1) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS
disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama
bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan untuk
dibahas dan disepakati bersama antara kepala daerah dan

DPRD.

2) Kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS dituangkan ke dalam nota
kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan

perubahan PPAS yang ditandatangani bersama antara kepala



3)

4)

5)

6)

7)

8)
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daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan
paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun

anggaran berkenaan.

Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati
kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi

perangkat daerah dalam menyusun perubahan RKA-SKPD.

Tata cara pembahasan rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, wakil kepala
daerah menyampaikan rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS kepada DPRD, menandatangani
kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS serta menandatangani nota
kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan

perubahan PPAS.

Dalam hal kepala daerah berhalangan sementara, kepala
daerah mendelegasikan kepada wakil kepala daerah untuk
menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan
perubahan PPAS kepada DPRD, menandatangani kesepakatan
terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan
perubahan PPAS serta menandatangani nota kesepakatan

perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS.

Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan
tetap atau sementara, pejabat pengganti kepala daerah
menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan
perubahan PPAS kepada DPRD, sedangkan penandatanganan
kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS serta penandatanganan nota
kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan
perubahan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, selaku pelaksana

tugas/penjabat/penjabat sementara kepala daerah.

Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara
dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan

DPRD menandatangani kesepakatan terhadap rancangan
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perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta
menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan nota

kesepakatan perubahan PPAS.

penyusunan perubahan RKA SKPD;

1)

2)

3)

4)

5)

Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati
Kepala Daerah Bersama DPRD menjadi pedoman perangkat

daerah dalam menyusunan RKA SKPD.

Berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS, kepala
daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman
penyusunan perubahan RKA-SKPD sebagai acuan kepala
SKPD dalam menyusun perubahan RKA-SKPD.

Surat edaran kepala daerah paling sedikit memuat:

a) prioritas pembangunan daerah dan program, kegiatan
dan sub kegiatan yang terkait;

b) Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program,
kegiatan dan sub kegiatan SKPD;

c) batas waktu penyampaian perubahan RKA-SKPD dan
Perubahan DPA-SKPD kepada PPKD; dan

d) dokumen sebagai lampiran meliputi perubahan KUA,
perubahan PPAS, kode rekening APBD, format RKA-
SKPD, format Perubahan DPA-SKPD, analisis standar
belanja, standar satuan harga, RKBMD dan pedoman
penyusunan APBD.

Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan

RKA-SKPD dan Perubahan DPA-SKPD diterbitkan paling

lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Perubahan KUA dan perubahan PPAS disampaikan kepada

perangkat daerah disertai dengan:

a) program, kegiatan dan sub kegiatan baru;

b)  kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah;

c) batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan Perubahan
DPA-SKPD kepada PPKD; dan/atau

d) dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening
perubahan APBD, format RKA-SKPD, format Perubahan
DPA-SKPD, analisis standar belanja, standar harga
satuan dan RKBMD serta dokumen lain yang dibutuhkan.



6)

7)

8)

9)
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Penyampaian dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan
Agustus tahun anggaran berkenaan.

Kepala SKPD menyusun perubahan RKA-SKPD berdasarkan
perubahan KUA dan perubahan PPAS serta pedoman
penyusunan perubahan RKA-SKPD

Perubahan RKA-SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai
bahan penyusunan rancangan Perda tentang perubahan APBD
sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam
Peraturan Menteri tentang pedoman penyusunan APBD yang
ditetapkan setiap tahun.

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKA-SKPD berlaku
secara mutatis mutandis terhadap penyusunan RKA-SKPD

pada perubahan APBD.

RKA-SKPD yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan baru

yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun
oleh SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk

diverifikasi.

Verifikasi dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara

perubahan RKA-SKPD dengan:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

perubahan KUA dan perubahan PPAS;
prakiraan maju yang telah disetujui;
dokumen perencanaan lainnya;
capaian Kinerja;

indikator Kinerja;

analisis standar belanja;

standar harga satuan;

standar kebutuhan BMD;

RKBMD;

Standar Pelayanan Minimal; dan

program, kegiatan dan sub kegiatan antar RKA-SKPD.

Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian, kepala

SKPD melakukan penyempurnaan.

Selain diverifikasi TAPD, RKA-SKPD juga direviu oleh aparat

pengawas internal pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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PPKD menyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD dan

dokumen pendukung berdasarkan perubahan RKA-SKPD yang

telah disempurnakan oleh kepala SKPD.

Rancangan Perda tentang Perubahan APBD memuat lampiran

sebagai berikut:

1)

2)

S)

ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut

kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut
urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan

daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun,

kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
rekapitulasi dan sinkronisasi Perda Perubahan APBD yang
disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:

a) rekapitulasi perubahan belanja dan kesesuaian menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi, program,
kegiatan, dan sub kegiatan beserta target dan indikator;

b) rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan
dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

c) rekapitulasi perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

d) sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan
Perubahan APBD;

e) sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;

f)  sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program
Prioritas Daerah.

Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada

Perda Perubahan APBD antara lain:

a) daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

b) daftar piutang daerah;

c) daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah
lainnya;

d) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset
tetap daerah dan aset lain-lain;

e) daftar sub kegiatan tahun jamak (multi Years);

f)  daftar dana cadangan;
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g) daftar pinjaman daerah.

Dokumen pendukung terdiri atas nota keuangan dan rancangan

Perkada tentang penjabaran perubahan APBD.

Rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD memuat

lampiran sebagai berikut:

1)

ringkasan perubahan penjabaran APBD yang diklasifikasi

menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub

rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
perubahan penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan,
kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian
objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

rekapitulasi dan sinkronisasi perkada perubahan penjabaran

APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara

lain:

a) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran
hibah;

b) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran
bantuan sosial;

c) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran
bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

d) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran
belanja bagi hasil;

e) rincian dana otonomi khusus menurut wurusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan
sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

f) rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan
Gas Bumi menurut wurusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok,
jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

g) sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/
kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam

rancangan Perda tentang perubahan APBD dan
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rancangan Perkada tentang perubahan penjabaran APBD
dengan program prioritas perbatasan Negara.

4) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada
Perkada perubahan penjabaran APBD.

k. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam
rancangan Perkada tentang perubahan penjabaran APBD disertai
penjelasan.

l. Penganggaran pendapatan disertai penjelasan mengenai dasar
hukum pendapatan.

m. Penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar hukum,
lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau
sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan sub
kegiatan.

n. Penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar
hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok
penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan
untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

o. Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah disusun oleh
PPKD disampaikan kepada kepala daerah.

p. penyusunan perubahan DPA SKPD, meliputi:

1) DPA-SKPD yang dapat diubah berupa peningkatan atau
pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan
sub kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.

2) Peningkatan atau pengurangan capaian sasaran Kkinerja
program, kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan dalam
perubahan DPA-SKPD.

3) Perubahan DPA-SKPD memuat capaian sasaran kinerja,
kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan
pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun
setelah perubahan.

2. Ketentuan Pelaksanaan
Bagian I: Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
a. Kepala daerah menyusun rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD
dengan langkah sebagai berikut:
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1) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan KUA

menggunakan data dan informasi terkait kebijakan anggaran

yang terdapat dalam perubahan RKPD;

2) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan PPAS

menggunakan data dan informasi terkait program prioritas
beserta indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang
bersumber dari perubahan RKPD.
Kepala Daerah menyampaikan rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS kepada DPRD.
Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan
perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS. Pembahasan
tersebut mengacu pada muatan rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS.
Kepala Daerah dan DPRD melakukan kesepakatan bersama
berdasarkan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS.
Kesepakatan terhadap rancangan rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan
perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS yang
ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan

DPRD.

Bagian II: penyusunan perubahan RKA SKPD;

a.

Berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah
disepakati bersama Kepala Daerah dan pimpinan DPRD, TAPD
menyusun rancangan Surat Edaran tentang Pedoman
Penyusunan Perubahan RKA-SKPD.

TAPD menyerahkan rancangan Surat Edaran tentang Pedoman
Penyusunan Perubahan RKA-SKPD ke Kepala Daerah untuk
diotorisasi.

Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman
Penyusunan Perubahan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala SKPD
dalam menyusun perubahan RKA-SKPD.

Kepala SKPD menyusun perubahan RKA-SKPD berdasarkan
perubahan KUA dan perubahan PPAS serta SE KDH tentang
Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD.
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Kepala SKPD menyampaikan perubahan RKA-SKPD kepada PPKD
sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang perubahan

APBD.

Bagian III: penyusunan perubahan APBD

a.

Kepala SKPD menyampaikan perubahan RKA-SKPD yang akan
dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh
SKPD kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.

PPKD melakukan verifikasi atas perubahan RKA-SKPD yang telah
disusun oleh Kepala SKPD.

Jika terdapat ketidaksesuaian, TAPD meminta Kepala SKPD
untuk melakukan penyempurnaan.

PPKD menyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD dan
dokumen pendukung berdasarkan perubahan RKA SKPD yang
telah disempurnakan oleh kepala SKPD.

PPKD menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD

kepada Kepala Daerah.

Bagian IV: penyusunan perubahan DPA SKPD;

Kepala SKPD melakukan perubahan DPA SKPD mencakup perubahan

berupa peningkatan atau pengurangan capaian sasaran kinerja

program, kegiatan dan sub kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.

Dokumen Terkait

[lustrasi dokumen perubahan APBD menyajikan informasi yang

bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman

penyusunan APBD.

oo T op

.0

7Q

[lustrasi dokumen perubahan APBD disajikan sebagai berikut:
Perubahan KUA

Perubahan PPAS

Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Susunan Nota Keuangan Perubahan APBD

Perubahan DPA-SKPD

Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD beserta
lampiran

Rancangan Perda tentang perubahan APBD

Rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD beserta
lampiran

Rancangan Perkada tentang perubahan penjabaran APBD
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a. Perubahan KUA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (PERUBAHAN KUA)

TAHUN ANGGARAN ....

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)
1.2. Tujuan penyusunan Perubahan KUA
1.3. Dasar (hukum) penyusunan Perubahan KUA

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah

2.2. Arah kebijakan keuangan daerah

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan

4.2. Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

S5.1. Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja

95.2. Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan

6.2. Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan

STRATEGI PENCAPAIAN

Pada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target.

VIII PENUTUP

Pada bab ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang disepakati DPRD dan
Kepala Daerah dan perlu dimasukkan dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi
pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD
Tahun Anggaran berkenaan.

............. Tanggal,.................
Pimpinan DPRD Gubernur/Bupati/Walikota.....
3 !
A A
o ]

Nama Nama
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b. Perubahan PPAS

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
TAHUN ANGGARAN ....

PENDAHULUAN
RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH
PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

PENUTUP

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA
.... dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun
Rancangan Perubahan APBD TA ..... Pada Bab ini juga berisikan kesepakatan-
kesepakatan lain antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap Perubahan PPAS

Pimpinan DPRD Gubernur/Bupati/Walikota.....
A P
o ]

Nama Nama
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TABEL 2.1

TARGET PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN ...

KODE

JENIS PENDAPATAN DAERAH

SEBELUM
PERUBAHA
N

SETELAH
PERUBAHAN

BERTAMBAH

/
BERKURANG

DASAR
HUKUM

PENDAPATAN DAERAH

4.1.

PENDAPATAN ASLI DAERAH

4.1.01.

Pajak Daerah

4.1.02.

Retribusi Daerah

4.1.03.

Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan

4.1.04.

Lain-Lain PAD Yang Sah

4.2

PENDAPATAN TRANSFER

4.2.01.

Pendapatan Transfer

4.2.02.

Pendapatan Transfer Antar

4.3.

LAIN-LAIN PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH

4.3.01.

Pendapatan Hibah

4.3.02.

Dana Darurat

4.3.03.

Lain-Lain Pendapatan Sesuai
dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

TABEL 3.1

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD

No.

Urusan/SKPD

Plafon Anggaran

Sebelum
Perubahan

Setelah
Perubahan

Bertambah/ Berkurang

Ket

2 3 4

5

6

Urusan/
Dinas/Badan/K
1. |antor
mengalami
perubahan

yang

2. |Dst ...
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TABEL 3.2

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan Tahun Anggaran 2021

Urusan : X.XX
Organisasi: X-XX.X-XX.X-XX.XX ...
PLAFON ANGGARAN
PROGRAM/ SEBELUM SETELAH BERTAMBAH
KODE KEGIATAN/ SUB | SASARAN | TARGET PERUBAHAN | PERUBAHAN BERKURANG/
KEGIATAN
(Rp) (Rp) (Rp) %
1 2 3 4 S 6 7 8
X. XX. XX Program ...
X.XX.xx.X.xxX |Kegiatan ...
X.XX.XX.X.XX.X |Sub Kegiatan ...
X.XX.XX.X.XX.X [Sub Kegiatan ...
X.XX.XX.X.XxX.X |Dst ...
X.xx.xx.Xx.xx |Dst ...
X.XX.XX Dst ...
TABEL 3.3

Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan
Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga

Tahun Anggaran ....

NO.

URAIAN

PERUBAHAN

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

SEBELUM
PERUBAHAN

SETELAH
PERUBAHAN

BERTAMBAH/
BERKURANG

(Rp)

(Rp)

(Rp) %

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bunga

Belanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

N(OV U1 |A|WIN [

Belanja Modal

a. Belanja Modal Tanah

b. Belanja Modal Peralatan
dan Mesin

c. Belanja Modal Gedung
dan Bangunan

d. Belanja Modal Jalan,
Jaringan, dan Irigasi;

e. Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya;

f. Belanja Modal Aset Tidak
Berwujud;

Belanja Tidak Terduga

Belanja Bagi Hasil

Belanja Bantuan Keuangan

TOTAL
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NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN /KOTA.......

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN ....
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Lo Nama e
Jabatan Gube rnur/Bupati/Wali Kota.................

Alamat Kantor ..o
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota ™ ..........

2 a. Nama  heseeseerrreteteesiserieaasarbtaratarrrraetaseesssesien
Jabatan Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota...............
Alamat Kantor :.......ccooveiiiiieiiiineiiiineciie e
b. Nama  rteereireteeieeeteeaaatesabartesabarsesnabaneesabens
Jabatan Wakll Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota...............
Alamat Kantor :......cccooeeiiiiiiniiiiiiiineniiiiee e
C. Nama PRSPPI PPPPPRN
Jabatan Wakﬂ Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota...............
Alamat Kantor :.......ccooveiiiiiiiiiiniiiiineciiiee e eai e

d. Dste..unnneeeee.
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi/Kabupaten/Kota*)......

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum
APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk
selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan prioritas dan plafon
anggaran sementara APBD TA ....

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan kebijakan
umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan
Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun
Anggaran ..., perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan
daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara dan Perubahan APBD TA ....
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Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD TA .... disusun dalam Lampiran
yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran ....

Pimpinan DPRD
Provinsi/kabupaten/Kota......
Selaku, Selaku,
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Y
A D
: %
Nama Nama
KETUA

Gubernur/Bupati/Walikota.....

i
E]

o]

Nama
WAKIL KETUA

i
A
0]

Nama
WAKIL KETUA
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NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......

NOMOR..........
TANGGAL........
TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN ....
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Lo Nama e
Jabatan Gubernur /Bupati/Wali Kota.................

Alamat Kantor — ©.oooviiiiii
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota™..........
2 a. Nama et ettt i ——eee s i ———ttee s i———rees s —aaras
Jabatan Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota...............
Alamat Kantor : ...c..ooveiiieiiiiniiiinieeeeeee e
b. Nama e e e e et e e reeraa et
Jabatan Wakﬂ Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota...............
Alamat Kantor : ...c..ooviiiiieiiiiniiiiii e
C. Nama L e et e e e e e e et e e e rearaeraaas
Jabatan Wakll Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota...............

Alamat Kantor :.......cccccceeiiiiiiiiiinnin
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Provinsi/Kabupaten/Kota*)......

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan
Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan
Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) TA ...

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan
Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD TA ..., para pihak
sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi
rencana Perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA ..., Perubahan
Prioritas belanja daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan
Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan rencana perubahan pembiayaan daerah TA

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran
... disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan
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Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran ... .

Pimpinan DPRD
Provinsi/kabupaten/Kota......
Selaku, Selaku,
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

U
: o
Nama Nama
KETUA

Gubernur/Bupati/Walikota.....

il
)

0]

Nama
WAKIL KETUA

il
A
0]

Nama
WAKIL KETUA
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PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN ....
Jltgrl))ah Bertambah/Berkurang
Kode Uraian
Sebelum Setelah Sebelum Setelah
Perubahan | Perubahan | Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6

4 Pendapatan

4.1 |Pendapatan Asli Daerah

4.1.1|Pajak Daerah

4.1.2|Retribusi Daerah

413 Hasil Pengelolaan Kekayaan
" "“|Daerah vang dipisahkan

4.1.4|Lain-lain PAD yang sah

4.2 |Pendapatan Transfer

491 Pendapatan Transfer
" |Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Antar

4.2.2
Daerah

4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah
—_|Yang Sah

4.3.1|Pendapatan Hibah

4.3.2|Dana Darurat

Lain-lain Pendapatan Sesuai
4.3.3|dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan

Jumlah Pendapatan

5 Belanja

5.1 |Belanja Operasi
5.1.1|Belanja pegawai
5.1.2|Belanja barang dan jasa
5.1.3|Belanja bunga
5.1.4|Belanja subsidi
5.1.5|Belanja hibah
5.1.6|Belanja bantuan sosial

5.2 |Belanja Modal

5.2.1|Belanja modal tanah

500 Belanja modal peralatan dan
~|mesin

Belanja modal gedung dan

5.2.3
bangunan

Belanja modal jalan,

5.2.4|. . Lo
jaringan, dan irigasi

Belanja modal aset tetap

5.2.5(, .
lainnya

Belanja modal aset tidak

526 berwujud
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5.3 |Belanja Tidak Terduga

5.3.1|Belanja tidak terduga

5.4 |Belanja Transfer

5.4.1|Belanja bagi hasil

5.4.2|Belanja bantuan keuangan

Jumlah Belanja

Surplus/(Defisit)
6 Pembiayaan Daerah
6.1 |Penerimaan Pembiayaan

6.1.1|SilPA

6.1.2|Pencairan dana cadangan

Hasil penjualan kekayaan

6.1.3 daerah yang dipisahkan

6.1.4|Penerimaan pinjaman daerah

Penerimaan kembali

6.1.5 pemberian pinjaman daerah

Penerimaan pembiayaan
lainnya sesuai dengan
ketentuan perundang-
undangan

6.1.6

Jumlah Penerimaan
Pembiayaan

6.2 |Pengeluaran Pembiayaan

6.2.1|Pembentukan dana cadangan

6.2.2|Penyertaan modal daerah

Pembayaran cicilan pokok

6.2.3 utang yang jatuh tempo

6.2.4|Pemberian pinjaman daerah

Pengeluaran pembiayaan
lainnya sesuai dengan
ketentuan perundang-
undangan

6.2.5

Jumlah Pengeluaran
Pembiayaan

Pembiayaan Neto

Sisa lebih pembiayaan
anggaran tahun berkenaan
(SILPA)

Gubernur/Bupati/Walikota
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PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA?) ...
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN
Pendapatan Belanja
Sebelum Perubahan Sebelum Perubahan

X sebelum | setelah Bertambah/ X . | Belanja . . . | Belanja X Bertambah/

Kode Urusan Pemerintah Daerah Belanja | Belanja | . Belanja |Jumlah | Belanja | Belanja | . Belanja | Jumlah
perubahan | perubahan (Berkurang) ] Tidak . ] Tidak ) (Berkurang)

Operasi | Modal Transfer | Belanja | Operasi | Modal Transfer | Belanja

Terduga Terduga

Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

1 PENDIDIKAN

1 X¥XXEX |Dinas /Badan/Kantor ...
X.XX

1 HHIEX IDst ...
X.XX

2 KESEHATAN

5 x-X.X-X.X- |Dinas/Badan/Kantor/ Rumah Sakit
X.XX

2 FRXEX Dst ...
X.XX

X Dst ...

% XXXKX
X.XX

b4 HAEEX Dst ...
X.XX

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

- TENAGA KERJA

7 XXXXX ADbinas /Badan/Kantor ...
X.XX

7 XXX Anst .

X.XX
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PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

8
PERLINDUNGAN ANAK
8 XXXXX Dinas/Badan/Kantor ...
XXX
s XKXXK (o
X.XX
X Dst ...
X HRXEX Dt ...
X. XX
< XKXXX- (o
XXX
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
25 KELAUTAN DAN PERIKANAN
25 XXXEX Dinas/Badan/Kantor ...
XXX
25 | FEEEX Apst .
XXX
26 PARIWISATA
26 XXXXX Dinas/Badan/Kantor ...
X. XX
26 | FEEEX pst .
XXX
27 Dst ...
27 | FEFEX Apst
X. XX
27 | FEFEE Apst .
X. XX
UNSUR PENDUKUNG URUSAN
PEMERINTAHAN
1 SEKRETARIAT DAERAH
1 XXXAX |Sekretariat Daerah
XXX
SEKRETARIAT DPRD
X-X.X-X.X-

X.XX

Sekretariat DPRD
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UNSUR PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN
PERENCANAAN
XXXXX | Dbinas/Badan/Kantor ...
X.XX
TXEXX Dst ...
X.XX
KEUANGAN
XXXEX |Dinas/Badan/Kantor ...
X.XX
XXXXX |
X.XX
Dst ...
HAXEEX st .
X.XX
XXXXX |
X.XX
Dst ...
dst..
XXXXX |
X.XX
Jumlah

SURPLUS/ (DEFISIT)
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PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ........
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN ...

PENDAPATAN DAERAH

JUMLAH Jbertaran|  DASAR
KODE REKENING URAIAN Sebelum Setelah R o/ HUKUM
Perubahan | Perubahan (Rp) °
4.X.XX Pendapatan
4.xX.XX Pendapatan Asli Daerah
4.x.XX Pajak Daerah
4.x.XxX Retribusi Daerah
4 %.%% Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
4.xX.XX Lain-lain PAD Yang Sah
4.X.XxX Pendapatan Transfer
4.X.XX Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4.X.XX Pendapatan Transfer Antar Daerah
4.X.XX Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
4.xX.XX Pendapatan Hibah
4.x.XxX Dana Darurat
e Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
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BELANJA DAERAH

Urusan Pemerintahay: x
Bidang Urusan P X.XX.XX
Organisasi X.XX. XX
Unit Organisasi X.XX. XX
Program X.XX. XX
Indikator Hasil |:.........
Kegiatan...1) X.XX.XX
Indikator Keluaran |:.........
Sub Kegiatan ...1) X.XX. XX
Indikator Keluaran |:.........
Bertamparn
JUMLAH /Berkuran
KODE REKENING URAIAN a DASAR
Sebelum Setelah (Rp) % HUKUM
Perubahan | Perubahan
S5.X.XX Belanja
5.X.xXxX Belanja Operasi
5.X.XX Belanja Pegawai
S5.X.XxX Belanja Barang dan Jasa
S5.X.XX Belanja Bunga
5.x.xXxX Belanja Subsidi
5.X.XX Belanja Hibah
S5.X.XX Belanja Bantuan Sosial
5.X.XX Belanja Modal
S5.X. X% Belanja Modal Tanah
S5.X.XX Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.x.xx Belanja Modal Bangunan dan Gedung
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5.X.XxX Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
5.xX.xx Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

5.x.xx Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
5.x.xXx Belanja Tidak Terduga

5.x.xXx Belanja Tidak Terduga

5.X.XxX Belanja Transfer

5.X.XxX Belanja Bagi Hasil

5.X.xXxX Belanja Bantuan Keuangan

Sub Kegiatan ...2) X.XX.XX
Indikator Keluaran |[:.........
Bertamparn
JUMLAH /Berkuran
KODE REKENING URAIAN o DASAR
Sebelum Setelah (Rp) % HUKUM
Perubahan | Perubahan
S5.X.XX Belanja
S5.X.XX Belanja Operasi
5.X.XX Belanja Pegawai
S5.X.XX Belanja Barang dan Jasa
S5.X.XX Belanja Bunga
S5.X.xXx Belanja Subsidi
5.X.XX Belanja Hibah
5.X.XX Belanja Bantuan Sosial
5.X.XX Belanja Modal
5.X.XxX Belanja Modal Tanah
5.x.xx Belanja Modal Peralatan dan Mesin
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5.X. XX Belanja Modal Bangunan dan Gedung
5.X.XxX Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
5.xX.xXx Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

5.X.xXxX Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
S5.X.XxX Belanja Tidak Terduga

S5.X.XxX Belanja Tidak Terduga

5.x.xx Belanja Transfer

5.x.xx Belanja Bagi Hasil

S5.X.XxX Belanja Bantuan Keuangan

Kegiatan....2) X.XX. XX
Indikator Keluaran |:.........
Sub Kegiatan...1) X.XX.XX
Indikator Keluaran |:.........
Bertampart
JUMLAH /Berkuran
KODE REKENING URAIAN o DASAR
Sebelum Setelah (Rp) % HUKUM
Perubahan | Perubahan
5.x.xx Belanja
5.X.XxX Belanja Operasi
5.X.XX Belanja Pegawai
5.X. XX Belanja Barang dan Jasa
5.X.XX Belanja Bunga
5.X.XxX Belanja Subsidi
5.X.XxX Belanja Hibah
5.X.XxX Belanja Bantuan Sosial
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S5.X.xxX Belanja Modal

S5.X. XX Belanja Modal Tanah

S5.X.XX Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.x.xx Belanja Modal Bangunan dan Gedung
5.x.xx Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
S5.X.XX Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5.x.XxX Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
5.x.xx Belanja Tidak Terduga

S5.X.XX Belanja Tidak Terduga

5.X.XxX Belanja Transfer

S5.X. XX Belanja Bagi Hasil

S.X.XX Belanja Bantuan Keuangan

Sub Kegiatan...2) X.XX. XX
Indikator Keluaran |:.........
Bertamparn
JUMLAH /Berkuran
KODE REKENING URAIAN o DASAR
Sebelum Setelah o HUKUM
(Rp) Yo
Perubahan | Perubahan
S5.X.XX Belanja
5.x.xx Belanja Operasi
5.x.xx Belanja Pegawai
S5.X.XX Belanja Barang dan Jasa
5.x.XxX Belanja Bunga
5.X.XX Belanja Subsidi
5.x.xx Belanja Hibah
S5.X.XX Belanja Bantuan Sosial
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5.xX.xXxX Belanja Modal

S5.X.XxX Belanja Modal Tanah

S5.X.XX Belanja Modal Peralatan dan Mesin
S5.X.XX Belanja Modal Bangunan dan Gedung
5.X.XX Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
5.xX.xXx Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5.X.XxX Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
S5.X.XX Belanja Tidak Terduga

S5.X.XX Belanja Tidak Terduga

5.X.XxX Belanja Transfer

S5.X.XX Belanja Bagi Hasil

S5.X.XX Belanja Bantuan Keuangan

Gubernur/Bupati/Walikota
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I. PENETAPAN PERUBAHAN APBD

1. Ketentuan Umum

Berdasarkan Pasal 177 dan Pasal 178 Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019, ketentuan umum terkait penetapan perubahan APBD

adalah sebagai berikut:

a.

Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang
perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen
pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan
bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun
anggaran berkenaan.

Proses pengajuan rancangan Perda tentang perubahan APBD
dapat mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan
penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD
dilaksanakan oleh kepala daerah dan DPRD setelah kepala daerah
menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD
beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD
berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan
perubahan PPAS.

Dalam pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD,
DPRD dapat meminta RKA-SKPD sesuai kebutuhan dalam
pembahasan yang disajikan secara elektronik melalui Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah.

Hasil pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD
dituangkan dalam persetujuan bersama antara kepala daerah dan
DPRD.

Persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD

ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a.

Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang
perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung
kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh

persetujuan bersama.
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Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan
Perda tentang perubahan APBD dengan berpedoman kepada
perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.

Hasil pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD
dituangkan dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh

Kepala Daerah dan pimpinan DPRD.

J. PERSETUJUAN RANCANGAN PERDA PERUBAHAN APBD

1.

Ketentuan Umum

Berdasarkan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

ketentuan umum terkait persetujuan rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBD adalah sebagai berikut:

a.

Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang
perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah
paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan
berakhir.

Dalam hal DPRD sampai batas waktu tidak mengambil keputusan
bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang
perubahan APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran yang
telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan
setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Ketentuan Pelaksanaan

a.

Kepala Daerah dan DPRD melakukan persetujuan Bersama
berdasarkan hasil pembahasan rancangan Perda tentang
perubahan APBD.

Kepala Daerah menetapkan Perda tentang perubahan APBD setelah
ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD tahun sebelumnya.

Jika persetujuan bersama dalam pembahasan rancangan Perda
tentang perubahan APBD tidak tercapai sampai batas waktu yang
ditentukan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah

dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan
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K. EVALUASI RANCANGAN PERDA PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN
PERKADA PENJABARAN PERUBAHAN APBD

1. Evaluasi Rancangan Perda Perubahan APBD Dan Rancangan Perkada

Penjabaran Perubahan APBD Provinsi

a. Ketentuan Umum

Mengacu pada Pasal 180, Pasal 183, dan Pasal 184 Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, peraturan Menteri ini membuat

evaluasi Raperda provinsi tentang perubahan APBD dan Raperkada

tentang penjabaran perubahan APBD sebagai berikut:

1)

S)

Rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD yang telah
disetujui bersama antara kepala daerah dan DPRD dan
rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD
disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari terhitung
sejak tanggal persetujuan rancangan Perda provinsi tentang
perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh
gubernur.

Rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD dan
rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD disertai
dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS
yang disepakati antara kepala daerah dan DPRD.

Dalam melakukan evaluasi Menteri berkoordinasi dengan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan.

Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda
provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada
provinsi tentang penjabaran perubahan APBD dengan:

a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b) kepentingan umum;

c) perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS; dan
d) RPJMD.

Menguji kesesuaian adalah untuk menilai kesesuaian program
dalam rancangan Perda tentang APBD dengan Perda tentang
RPJMD dan menilai pertimbangan yang digunakan dalam
menentukan sub kegiatan-sub kegiatan yang ada dalam RKPD,
KUA dan PPAS, serta menilai konsistensi antara rancangan Perda

tentang APBD dengan KUA dan PPAS.



6)
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Pengujian kesesuaian rancangan Perda provinsi tentang APBD

dan rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran APBD

dengan kepentingan umum dilakukan untuk menghindari hal-hal

yang bertentangan dengan kepentingan umum meliputi:

a)
b)
)

d)

€)

g)

h)

terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat;

diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras,
antar-golongan, dan gender;

Hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusan Menteri;
Keputusan Menteri disampaikan kepada gubernur paling
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda
provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada
tentang penjabaran perubahan APBD diterima;

Dalam hal Menteri, setelah berkoordinasi dengan Menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan, menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda
provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada
tentang penjabaran perubahan APBD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA dan
Perubahan PPAS, dan RPJMD, gubernur menetapkan
rancangan tersebut menjadi Perda dan Perkada sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dalam hal Menteri, setelah berkoordinasi dengan Menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan, menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda
provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada
tentang penjabaran perubahan APBD tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA dan
Perubahan PPAS, dan RPJMD, gubernur bersama DPRD
melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari

terhitung sejak hasil evaluasi diterima;



j)

k)

)

p)

q)
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Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur
dan DPRD dan gubernur menetapkan rancangan Perda
provinsi tentang perubahan APBD menjadi Perda dan
rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD
menjadi Perkada, Menteri mengusulkan kepada menteri yang
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan
untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana
Transfer Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan kepala daerah
melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan
anggaran;

Hasil penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan
pimpinan DPRD;

Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Perda
tentang perubahan APBD;

Keputusan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang
paripurna berikutnya;

Keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada Menteri
untuk perubahan APBD provinsi paling lambat 3 (tiga) hari
setelah keputusan tersebut ditetapkan;

Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau
sementara dalam waktu yang Dbersamaan, yang
melaksanakan tugas sebagai pimpinan sementara DPRD
menandatangani keputusan pimpinan DPRD;

Dalam hal keputusan pimpinan DPRD tidak diterbitkan
sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi
dari Menteri, kepala daerah menetapkan Perda Perubahan
APBD berdasarkan hasil penyempurnaan evaluasi;

Perda Perubahan APBD harus terlebih dahulu mendapat
nomor registrasi dari Kementerian Dalam Negeri; dan/atau
Proses evaluasi terhadap rancangan Perda provinsi tentang
perubahan APBD dan rancangan peraturan gubernur
tentang penjabaran perubahan APBD dapat memuat
informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen

yang dilakukan secara elektronik.
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b. Ketentuan Pelaksanaan

1)

Paling lambat 3 (hari) setelah persetujuan bersama, Kepala

Daerah mengirimkan rancangan Perda provinsi tentang

perubahan APBD yang telah disetujui bersama antara Kepala

Daerah dan DPRD beserta rancangan Perkada tentang

Penjabaran perubahan APBD, RKPD, KUA, dan PPAS kepada

Menteri.

Menteri melakukan evaluasi dengan berkoordinasi dengan

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan.

Menteri mengeluarkan surat keputusan mengenai hasil evaluasi

untuk disampaikan kepada gubernur paling lambat 15 (lima

belas) hari terhitung sejak rancangan Perda provinsi tentang
perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran
perubahan APBD diterima.

Dalam hal keputusan Menteri menyatakan hasil evaluasi sesuai,

maka gubernur menetapkan rancangan Perda provinsi tentang

perubahan APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang
penjabaran perubahan APBD menjadi Perkada sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal keputusan Menteri menyatakan hasil evaluasi tidak

sesuai, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan

paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima
dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Kepala Daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui
badan anggaran melakukan penyempurnaan hasil evaluasi.

b) Pimpinan DPRD menetapkan surat keputusan mengenai hasil
penyempurnaan untuk kemudian dilaporkan pada sidang
paripurna berikutnya.

c) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan mengenai hasil
penyempurnaan kepada Menteri paling lambat 3 (hari) setelah
ditetapkan.

d) Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil
penyempurnaan, Kepala Daerah melakukan penetapan Perda
tentang perubahan APBD.

e) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil

penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh)
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hari sejak diterima hasil evaluasi dari Menteri, kepala daerah
menetapkan Perda perubahan APBD berdasarkan hasil
penyempurnaan.

6) Perda perubahan APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor
registrasi dari Kementerian Dalam Negeri.

7) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan
DPRD, dan gubernur menetapkan rancangan Perda provinsi
tentang perubahan APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada
tentang penjabaran APBD menjadi Perkada, Menteri
mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan
dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Evaluasi Rancangan Perda Perubahan APBD Dan Rancangan Perkada

Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota

a.

Ketentuan Umum

Mengacu pada Pasal 181 sampai dengan Pasal 184 Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat

evaluasi Raperda kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan

Raperkada tentang penjabaran perubahan APBD sebagai berikut:

1) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD
yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang
penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak
tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota tentang
perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh
bupati/walikota.

2) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD
dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD
disertai dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan
perubahan PPAS yang disepakati antara kepala daerah dan
DPRD.

3) Surat pengantar untuk menyampaikan rancangan Perda
kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancangan
Perkada tentang Penjabaran perubahan APBD ditembuskan ke

Menteri tanpa disertai lampiran.



4)

5)

6)

7)

8)

9)
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Dalam melakukan evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota

tentang perubahan APBD, gubernur sebagai wakil pemerintah

pusat berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri

berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan.

Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak

melaksanakan evaluasi Menteri mengambil alih pelaksanaan

evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Dalam rangka melaksanakan evaluasi, Menteri berkoordinasi

dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang keuangan.

Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan

Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan

rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD

dengan:

a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi;

b) kepentingan umum;

c) perubahan RKPD, perubahan KUA, dan Perubahan PPAS;
dan

d) RPJMD.

Menguji kesesuaian adalah untuk menilai kesesuaian program

dalam rancangan Perda tentang perubahan APBD dengan

Perda tentang RPJMD dan menilai pertimbangan yang

digunakan dalam menentukan sub kegiatan-sub kegiatan yang

ada dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta menilai konsistensi

antara rancangan Perda tentang APBD dengan KUA dan PPAS.

Pengujian kesesuaian rancangan Perda kabupaten/kota

tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada provinsi

tentang penjabaran perubahan APBD dengan kepentingan

umum  dilakukan untuk menghindari hal-hal yang

bertentangan dengan kepentingan umum meliputi:

a) terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;

b) terganggunya akses terhadap pelayanan publik;

c) terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum,;



10)
11)

12)

13)

14)

15)
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d) terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat; dan/atau
e) diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras,
antar-golongan, dan gender.
Hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusan gubernur.
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan hasil
evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan
APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan
APBD kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak
ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil evaluasi
rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD
dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD.
Keputusan gubernur disampaikan oleh gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat kepada bupati/walikota paling lambat 15
(lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda
kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancangan
Perkada tentang penjabaran perubahan APBD diterima.
Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota
tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang
penjabaran perubahan APBD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan
umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS,
dan RPJMD, bupati/walikota menetapkan rancangan tersebut
menjadi Perda dan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota
tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang
penjabaran perubahan APBD tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan
umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS,
dan RPJMD, bupati/walikota bersama DPRD melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi
diterima.
Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh

bupati/walilkota dan DPRD dan bupati/walilkota menetapkan
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19)

20)

21)

22)

23)

24)
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rancangan Perda kabupaten/kota tentang Perubahan APBD
menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran
Perubahan APBD menjadi Perkada, gubernur mengusulkan
kepada Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepada
menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan
Dana Transfer Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan kepala daerah
melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
Hasil penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan pimpinan
DPRD.

Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Perda
tentang perubahan APBD.

Keputusan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang paripurna
berikutnya.

Keputusan pimpinan DPRD kepada gubernur untuk
perubahan APBD kabupaten/kota paling lambat 3 (tiga) hari
setelah keputusan tersebut ditetapkan.

Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara
dalam waktu yang bersamaan, yang melaksanakan tugas
sebagai pimpinan sementara DPRD menandatangani
keputusan pimpinan DPRD.

Dalam hal keputusan pimpinan DPRD tidak diterbitkan sampai
dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari
gubernur, kepala daerah menetapkan Perda Perubahan APBD
berdasarkan hasil penyempurnaan evaluasi.

Perda Perubahan APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor
registrasi dari Gubernur.

Proses evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota
tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan
bupati/walikota tentang penjabaran perubahan APBD dapat
memuat informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian

dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Ketentuan Pelaksanaan

1)

Paling lambat 3 (hari) seteleh persetujuan bersama, Kepala

Daerah mengirimkan rancangan Perda kabupaten/kota
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3)

4)

5)

6)

7)
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tentang APBD yang telah disetujui bersama antara Kepala
Daerah dan DPRD beserta rancangan Perkada tentang
Penjabaran APBD, RKPD, KUA, dan PPAS kepada gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan evaluasi,
berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri
berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengeluarkan surat
keputusan mengenai hasil rancangan Perda kabupaten/kota
tentang APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran
APBD.
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan hasil
evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan
Perkada tentang penjabaran APBD kepada Menteri dan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya
keputusan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan.
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan
keputusan mengenai hasil evaluasi kepada bupati/walikota
paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan
Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada
tentang Penjabaran APBD diterima.
Dalam hal keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
menyatakan hasil evaluasi sesuai, maka bupati/walikota
menetapkan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD
menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran
APBD menjadi Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Dalam hal surat keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah
pusat menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai, bupati/walikota
bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7
(tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima dengan
langkah-langkah sebagai berikut:
a) Kepala Daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD
melalui badan anggaran melakukan penyempurnaan hasil

evaluasi.
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b) Pimpinan DPRD menetapkan surat keputusan mengenai
hasil penyempurnaan untuk kemudian dilaporkan pada
sidang paripurna berikutnya.

c) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan mengenai
hasil penyempurnaan kepada Gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat paling lambat 3 (hari) setelah
ditetapkan.

d) Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil
penyempurnaan, Kepala Daerah melakukan penetapan
Perda tentang APBD.

e) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil
penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh)
hari sejak diterima hasil evaluasi dari Gubernur, Kepala
Daerah menetapkan Perda APBD berdasarkan hasil
penyempurnaan.

f) Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor
registrasi dari Gubernur.

8) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh
bupati/walikota dan DPRD, dan bupati/walikota menetapkan
rancangan Perda provinsi tentang APBD menjadi Perda dan
rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi
Perkada, Gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya
Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan
penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

A. Akuntansi Pemerintah Daerah
1. Ketentuan Umum
Akuntansi Pemerintah Daerah didesain sebagai sebuah sistem
yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan mengakomodasi
arsitektur Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibangun oleh Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pilar utama pengembangan
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akuntansi pemerintah daerah terletak pada perumusan kebijakan
akuntansi dan pengembangan sistem akuntansi.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip,
dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik
spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk
memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka
meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran,
antar periode maupun antar entitas. Kebijakan akuntansi tersebut
disusun oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala
Daerah.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat
SAPD, adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara,
peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak
analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan
organisasi pemerintahan daerah. SAPD tersebut ditetapkan dalam
Peraturan Kepala Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal
185 sampai dengan Pasal 188, akuntansi pemerintah daerah diatur
sebagai berikut:

a. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan:

1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

2) SAPD

3) Bagan Akun Standar (BAS) untuk Daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi
dan entitas pelaporan.

c. Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah meliputi kebijakan
akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.

1) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan
atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai
panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.

2) Kebijjakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan,
pengukuran, penilaian, dan/atau pengungkapan transaksi atau
peristiwa sesuai dengan SAP atas:

a) pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam
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SAP
b) pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam
SAP
d. SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam
melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke
dalam buku besar, penyusunan neraca saldo, dan penyajian laporan
keuangan. SAPD meliputi sistem akuntansi SKPKD dan sistem
akuntansi SKPD.
e. Penyajian laporan keuangan paling sedikit meliputi:

1 Laporan Realisasi Anggaran

)
2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3) Neraca
4) Laporan Operasional
5) Laporan Arus Kas
6) Laporan Perubahan Ekuitas
7) Catatan atas Laporan Keuangan

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur
beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi
dan entitas pelaporan. Entitas Akuntansi adalah seluruh SKPD dan
SKPKD, sedangkan entitas pelaporan adalah Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota.

b. Proses Akuntansi Pemerintah Daerah mengandung informasi, aliran
data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.

c. Kebijakan akuntansi dibangun secara dinamis memuat praktik
spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai
panduan proses penyusunan laporan keuangan mulai dari entitas
akuntansi sampai dengan entitas pelaporan.

d. SAPD pada entitas akuntansi dilaksanakan dalam rangkaian
prosedur identifikasi transaksi, teknik pencatatan, pengakuan dan
pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA,
belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian
dan koreksi, serta penyusunan laporan keuangan entitas akuntansi
berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional,

Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
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e. SAPD pada entitas pelaporan dilaksanakan dalam rangkaian
prosedur pencatatan jurnal penyesuaian konsolidasi, kertas kerja
konsolidasi, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL,
Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan
Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Dalam rangka mencapai tujuan pengendalian dana, pemerintah
daerah dapat menerapkan akuntansi dana yang menggunakan
pendekatan pemisahan kelompok dana menurut tujuan
penggunaannya. Pemisahan kelompok dana tersebut membagi dana
menjadi dana umum dan dana menurut tujuan tertentu. Penerapan
akuntansi dana dilaksanakan secara bertahap yang diatur dengan
Peraturan Menteri.

g. Bagan Akun Standar (BAS) merupakan pedoman bagi pemerintah
daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan
struktur laporan keuangan secara lengkap. BAS digunakan dalam
pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku
besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan
keuangan.

h. Struktur BAS yang digunakan mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan

1) Tim Penyusun mengumpulkan rujukan atau referensi berupa
peraturan perundangan dan literatur lain yang terkait dengan
kebijakan akuntansi laporan keuangan pemerintah daerah.
Sebagai rujukan utama adalah Lampiran I Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, khususnya:
a) PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
b) PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
c) PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas
d) PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan
e) PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian
f) PSAP 12 tentang Laporan Operasional
g) IPSAP dan Buletin Teknis SAP terkait pelaporan keuangan.
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Berdasarkan rujukan dan referensi tersebut, Tim Penyusun
melakukan pemahaman dan analisa untuk proses penyesuaian
dan harmonisasi sesuai kondisi dan kebutuhan pelaporan
keuangan di pemerintah daerah.

Tim Penyusun mencantumkan hasil proses penyesuaian dan
harmonisasi tersebut ke dalam pernyataan-pernyataan pada

kebijakan akuntansi pelaporan keuangan.

Penyusunan Kebijakan Akuntansi Akun

1)

3)

Tim Penyusun mengumpulkan rujukan atau referensi berupa
peraturan perundangan dan literatur lain yang terkait dengan
kebijakan akuntansi akun. Sebagai rujukan utama adalah
Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya:

a) PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan

b) PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi

c) PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap

d) PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

e) PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban

f) PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan

Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi
yang Tidak Dilanjutkan

g) IPSAP dan Buletin Teknis SAP terkait akun

Tim Penyusun bersama-sama dengan SKPD terkait melakukan

penelaahan atas rujukan atau referensi di atas untuk:

a) Mengidentifikasi akun-akun yang memerlukan pemilihan
metode yang khusus atas pengakuan atau pengukurannya.

b) Mengidentifikasi akun-akun yang memerlukan pengaturan
yang lebih rinci atas kebijakan pengakuan dan
pengukurannya.

c) Mengidentifikasi hal-hal yang belum diatur di dalam SAP
namun dibutuhkan dalam kebijakan akuntansi pemerintah
daerah

Dalam menyusun hal-hal yang belum diatur di dalam SAP, perlu

memperhatikan:

a) PSAP yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah
terkait.

b) Definisi serta kriteria pengakuan dan kriteria pengukuran
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atas aset, kewajiban, pendapatan-LO, beban, pendapatan-
LRA, belanja, dan penerimaan/pengeluaran pembiayaan
yang ditetapkan dalam Kerangka Konseptual Standar
Akuntansi Pemerintahan dan PSAP.
Tim Penyusun mencantumkan hasil pemilihan metode,
pengaturan lebih rinci, dan pengaturan hal-hal yang belum

diatur tersebut ke dalam dokumen kebijakan akuntansi.

Penyusunan SAPD

1)

7)

Tim Penyusun SAPD melakukan pemahaman atas proses bisnis
pada pemerintah daerah khususnya terkait siklus pengelolaan
keuangan daerah.

Berdasarkan  siklus tersebut, Tim Penyusun SAPD
mengidentifikasi prosedur-prosedur akuntansi apa saja yang
harus dibuat.

Tim Penyusun SAPD menentukan pihak-pihak terkait pada
masing-masing prosedur akuntansi. Masing-masing pihak
memiliki peran tersendiri agar prosedur dapat menghasilkan
output yang diinginkan

Tim Penyusun SAPD menentukan data atau dokumen yang
mengalir pada tiap prosedur akuntansi. Data atau dokumen
tersebut akan menjadi sumber pencatatan jurnal.

Tim Penyusun SAPD menentukan jurnal standar pada tiap
prosedur berdasarkan SAP dan kebijakan akuntansi terkait.
Tim Penyusun SAPD menyusun langkah teknis. Langkah teknis
merupakan alur pelaksanaan sistem akuntansi yang
menjelaskan pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi,
data atau dokumen apa saja yang diperlukan, dan bagaimana
pihak-pihak tersebut memperlakukan data-data terkait. Selain
itu, diberikan ilustrasi atau format pencatatan dalam bentuk
penjurnalan akuntansi pada setiap bagan alur atau transaksi
yang membutuhkan pencatatan.

Penyusunan SAPD ini memperhatikan bahwa Proses Akuntansi
Pemerintah Daerah mengandung informasi, aliran data, dan

penggunaan dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Pelaksanaan SAPD di Entitas Akuntansi

Bagian 1 — Pencatatan Transaksi

1)

PPK-SKPD mencatat akuntansi anggaran berdasarkan data
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anggaran yang bersumber dari Peraturan Daerah tentang APBD,
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, dan DPA-
SKPD.

2) PPK-SKPD mencatat akuntansi pendapatan-LRA dan
pendapatan-LO berdasarkan data yang dihasilkan dari proses
pelaksanaan pendapatan.

3) PPK-SKPD mencatat akuntansi belanja dan beban berdasarkan
data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan belanja.

4) PPK-SKPD mencatat akuntansi pembiayaan berdasarkan data
yang dihasilkan dari proses pelaksanaan pembiayaan.

S5) PPK-SKPD mencatat akuntansi aset, hutang, dan ekuitas
berdasarkan data yang dihasilkan dari pelaksanaan
pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang mempengaruhi aset,
hutang, dan ekuitas terkait.

Bagian 2 - Klasifikasi transaksi

1) PPK-SKPD melakukan klasifikasi atas transaksi yang
sebelumnya telah dicatat. Dalam proses ini, PPK-SKPD
memindahkan data transaksi ke buku besar berdasarkan
klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku.

2) PPK-SKPD menghitung saldo di setiap buku besar berdasarkan
klasifikasi yang dilakukan.

Pencatatan ini dapat dilakukan secara elektronik dan merupakan

integrasi dengan proses transaksi di setiap siklus pengelolaan

keuangan daerah. Pencatatan ini didokumentasikan dalam buku

Jurnal yang juga ditampilkan secara elektronik.

e. Pelaksanaan SAPD di Entitas Pelaporan

1) Fungsi Akuntansi Entitas Pelaporan mengidentifikasi jurnal
penyesuaian yang dibutuhkan, seperti jurnal eliminasi dan/atau
jurnal penyesuaian lainnya yang dibutuhkan.

2) Fungsi Akuntansi Entitas Pelaporan menyiapkan kertas kerja
kerja konsolidasi sebagai proses awal penyusunan Laporan

Keuangan Konsolidasi.

3. Dokumen Terkait
[lustrasi dokumen akuntansi pemerintah daerah antara lain sebagai

berikut:
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a. Buku Jurnal

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......

BUKU JURNAL
SKPD .
Tanggal N;umktoir Kode Rekening Nama Rekening Debit Kredit

b. Buku Besar
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......

BUKU BESAR
SKPD e ——
KODE REKENING e ——
NAMA REKENING e ——
PAGU APBD’ e

Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

*) : Untuk akun-akun komponen LRA
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c. Kertas Kerja Konsolidasi

Kode

Rekening

NeracaSaldo | NeracaSaldo | NeracaSaldo | NeracaSaldo Neraca Saldo
SKPDA SKPD B SKPD dst SKPKD Pemda
D K D K D K D K D K D K

: Jurnal eliminasi
Nama Rekening

B. PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

1. Ketentuan Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal

189 sampai dengan Pasal 193, pelaporan keuangan pemerintah daerah

diatur sebagai berikut:

a.

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses
penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah
oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan
keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.

Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD
selaku PA sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi:

1) laporan realisasi anggaran;

2) neraca;

3) laporan operasional,;

4) laporan perubahan ekuitas; dan
5) catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui
PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh
kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk

disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi
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pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Laporan keuangan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi:

1) Laporan Realisasi Anggaran

)
2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3) Neraca
4) Laporan Operasional
S5) Laporan Arus Kas
6) Laporan Perubahan Ekuitas
7) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Kepala
Daerah melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan reviu oleh Aparat
Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan
Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun
anggaran berakhir.

Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima
laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.

Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan
laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah
menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan
Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
diajukan kepada DPRD.

Kepala Daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian
terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas
laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi
keuangan daerah, PA menyusun dan menyajikan laporan keuangan
SKPD bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Kepala
Daerah melalui PPKD sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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m. Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi

keuangan daerah, PPKD menyusun dan menyajikan laporan
keuangan bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada
Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur

beberapa ketentuan sebagai berikut:

a.

Laporan keuangan Entitas Akuntansi, baik SKPD maupun SKPKD
dilampiri dengan Surat Pernyataan Kepala SKPD/SKPKD yang
menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung
jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian
intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
disusun dan disajikan oleh Bendahara Umum Daerah sebagai bagian
dari Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Pelaporan.
Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
dilampiri dengan surat pernyataan BUD yang menyatakan
pengelolaan kas yang menjadi tanggung jawabnya telah
diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Laporan Keuangan pemerintah daerah untuk bulanan berupa
Laporan Realisasi Anggaran.
Laporan Keuangan pemerintah daerah untuk semesteran berupa
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas, dan Neraca.
Proses penyusunan Laporan Keuangan mengandung informasi,
aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan
secara elektronik.
Ketentuan Pelaksanaan
a. Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi

1) Setiap akhir periode akuntansi yang ditentukan atau

berdasarkan kebutuhan penyajian informasi, PPK-SKPD
menyusun:

a) Neraca Saldo
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b) Jurnal penyesuaian akhir periode

c) Neraca Saldo setelah penyesuaian

d) Jurnal penutupan

PPK-SKPD dapat menggunakan Kertas Kerja yang terdiri atas
kolom-kolom untuk penyajian neraca saldo, jurnal penyesuaian
akhir periode, neraca saldo setelah penyesuaian, jurnal penutup
dan laporan keuangan terkait.

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penyesuaian, PPK-SKPD
menyusun:

a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

b) Laporan Operasional (LO)

c) Neraca

d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Berdasarkan LRA, LO, Neraca, dan LPE yang telah dibuat, PPK-
SKPD menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
PPK-SKPD menyerahkan Laporan Keuangan yang telah disusun
kepada Pengguna Anggaran.

Pengguna Anggaran membuat Surat Pernyataan Kepala SKPD
yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi
tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi
pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan SKPD
beserta Surat Pernyataan kepada Kepala Daerah. Pada saat
yang bersamaan, Laporan Keuangan SKPD diserahkan kepada
PPKD untuk proses konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah.

. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Bagian 1 — Penyiapan Kertas Kerja Konsolidasi

1)

2)

Fungsi Akuntansi di Entitas Pelaporan (selanjutnya disebut
Fungsi Akuntansi) menyiapkan kertas kerja (worksheet) dengan
lajur sesuai banyaknya SKPD dan SKPKD sebagai alat untuk
menyusun Neraca Saldo Gabungan SKPD dan SKPKD.

Fungsi Akuntansi memindahkan data pada Neraca Saldo SKPD
dan Neraca Saldo SKPKD ke dalam kertas kerja konsolidasi.
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3) Fungsi Akuntansi membuat jurnal penyesuaian konsolidasi
berupa jurnal eliminasi untuk menghapus akun transitoris
yaitu RK PPKD dan RK SKPD. Jurnal eliminasi tersebut
merupakan catatan dalam kertas kerja konsolidasi dan tidak
mempengaruhi pencatatan di entitas akuntansi.

4) Fungsi Akuntansi mengisi Neraca Saldo Pemerintah Daerah
(konsolidasi) berdasarkan Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo
SKPKD serta jurnal eliminasi.

Bagian 2 — Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi

1) Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penyesuaian, Fungsi
Akuntansi menyusun:

a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasi
b) Laporan Operasional (LO) Konsolidasi

c) Neraca Konsolidasi

d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

e) Laporan Perubahan SAL

f) Laporan Arus Kas

2) Fungsi Akuntansi membuat Catatan atas Laporan Keuangan
sesuai dengan sistematika dan penjelasan di Kebijakan
Akuntansi dan/atau Standar Akuntansi Pemerintah.

3) PPKD menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
yang telah disusun kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris
Daerah.

4) Kepala Daerah membuat Surat Pernyataan Kepala Daerah yang
menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung
jawabnya  telah  diselenggarakan  berdasarkan  sistem
pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi
pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

5) Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

3. Dokumen Terkait
[lustrasi dokumen pelaporan keuangan pemerintah daerah
antara lain sebagai berikut:

a. Neraca Saldo
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KQOTA .......
NERACA SALDO per Tanggal ..........

SKPD T eeeeereemeesseeseoee
. . Jumlah
Kode Rekening Nama Rekening - -
Debit Kredit
b. Laporan Keuangan SKPD di Provinsi
PEMERINTAH PROVINSI .cc.ouvvevnensesns
SKPD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUKTAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
{Dalam Rupiah)
Uraian Anggaran Realisasi % Realisasi
PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah*
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain - lain PAD yang sah

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

JUMLAH PENDAPATAN (7)

BELANJA
BELANIA OPERASI
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Jumlah Belanja Operasi

BELAN JA MODAL
Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Belanja Modal Aset Lainnya

Jumlah Belanja Modal

JUMLAH BELANJA

SURPLUS/DEFISIT
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0 TR I 0 ——
SKPD
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 200
(Dalam Rupiah)
, Kenaikan/
Uraian 20X1 20%0 %
Penurunan
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah*
Pendapatan Retribusi Daerah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
JUMLAH PENDAPATAN

BEBAN
BEBAN OPERASI
Beban Pegawal
Beban Barang dan Jasa
Jumlah Beban Operasi

BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
Beban Pemyusutan Peralatan dan Mesin
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
Beban Pemyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Beban Pemyusutan Aset Tetap Lainnya
Beban Penyusutan Aset Lainnya
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi

JUMLAH BEBAN

SURPLUS/DEFISIT LO
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATE N/ KOTA

SKPD

MNERACA

PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

({Dalam Rupiah)

Uraian

201

20X0

ASET

ASET LAMNCAR
Kas dan Setara Kas
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan
Piutang Pajak¥
Fiutang Retribusi
Piutang Lainnya
Penyisihan Piutang
Beban Dibayar Dimuka
Persediaan
Jumlah Aset Lancar

ASET TETAP

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

AsetTetap Lainnya

Konstruksi dalam Pengerjaan

Akumulasi Pempusutan
Jumlah Aset Tetap

ASET LAINNYA

Tagihan Jangka Panjang
Tagihan Penjualan Angsuran
Tuntutan Ganti Rugi

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Tak Bervaijud

AsetLain - lain

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Permyusutan Aset Lainnya
Jumlah Aset Lainnva

JUMLAH ASET

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Belanja
Utang Jangka Pendek Lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS

EKUITAS
surplus/Defisit-LO
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

JUMLAH KEWAJIBAMN DAN EKUITAS




-394 -

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...ccummmsmmmsmmsmssnenes
SKPD
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian 20X1 20X0

Ekuitas Awal
Surplus /Defisit LO
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
Koreksi Nilai Persediaan
Selisih Revaluasi Aset Tetap
Lain - lain
Ekuitas Akhir

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...ccoveeee
SKPD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

PENDAHULUAN
BAB | |Pendahuluan
1.1 Maksud dan tujuan penyusuanan laporan keuangan SKPD
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
BAB Il |lkhtisar pencapaian kinerja keuangan SKFD
2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB Il [Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah
daerah
3.1.1 Pendapatan - LRA
3.1.2 Belanja
3.1.3 Pendapatan - LO
3.1.4 Beban
3.1.5 Aset
3.1.6 Kewajiban
3.1.7 Ekuitas Dana
3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan
penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
penerapan basis kas, untuk entitas akuntansifentitas pelaporan yang menggunakan
basis akrual pada pemerintah daerah
BAB IV [Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD
BAB V [Penutup
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c. Laporan Keuangan SKPKD di Provinsi

PEMERINTAH PROVINSI ...............
SKPKD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2031 dan 20%D

{ Dalam Rupiah)

Uraian Anggaran | Realisasi % Realisasi

PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Dagrah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain - lain PAD yang sah

Jumlah Pendapatan Adi Daerah

PENDAPATAN TRANSFER
PENDAPATAN TRANSFER PEMERIN TAH PUSAT - DANA PERIMEAN GAN
Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Urnum
Dana Alokasi Khusus - Fisik
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik

Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan

PENDAPATAN TRANSFER PEMERIN TAH PUSAT - LAINN YA
Dana Insentif Daerah

Dana Ctonomi Khusus

Dana Keistimewaan

Dana Desa

Jumlah Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat - Lainnya

PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH
Bantuan Keuangan

Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah

Total Pendapatan Transfer

LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YAN GSAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya

Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah

JUMLAH PENDAPATAN

BELAN A

BELANJA OPERASI
Belanja Pegawsai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial

Jumlah Belanja Operasi

BELANJA MODAL
Belanja Wodal Tanah
Belanja Wodal Peralatan dan Mesin
Belanja Wodal Gedung dan Bangunan
Belanja Wodal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Belanja Wodal Aset Lainnya

Jumiah Belanja Modal

BELANJA TAK TERDUGA
Belanja Tak Terduza

Jumlah Belanja Tak Terduga
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BELANJA TRANSFER
Belana Bagi Hasil Pajak Dacrah kepada Pererintahan Kabupaten/Kota dan Desa
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
Belanja Bantuan Keuargan Daerah Provinsi ke Kebupaten/Kota
Belanja Bantuan Keuangan Caerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
Belanja Transfer Dana Qtonomi Khusus Proving Kepada Kebupaten/Kota
Jumlah Belanja Transfer
JUMLAH BELANJA

SURFLUS/DEFISIT

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan SILPA
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Panjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Ainjarman Daerah - Permerintah Pusat
Penerimzan Anjaman Daerah - Pamerintah Daerah Lain
Penerimaan Finjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank
Penerimzan Finjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank
Penerimzan Finjaman Daerah - Masyarakat{Obligasi Daerah)
Penerimzan Kembali Permberian Pinjaman Daersh
Penerimaan Pembiayazn Lainnya

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Permbentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal Fermerintah Daerah
Permbayaran Finjaman dari Pemerintah Pusat
Permbayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain
Perbayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank
Permbayaran Finjaman darl Lembaga Keuangan Bukan Bank
Perrbayaran Finjarman darl Masyarakat (Obligasi Daerahl
Perrberizn Finjamzn Daerah
Pengeluaran Permbiayaan Lainnya
Jumlah Pengeluaran Pambiayaan
PEMBIAYAAN NETTO

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
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PEMERINTAH PROVINSI oo s
SKPKD
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YAN G BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
{ Dalam Rupiah})

. Kenaikanf
Uraian 2081 20%0 %
Penurunan

KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain - lain PAD yang sah

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

PENDAPATAN TRANSFER
PENDAPATAN TRANSFER PEMERIN TAH PUSAT - DANA PERIMBAN GAN
Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Urnurm
Diana Alokasi Khusus - Fisik
Diana Alokasi Khusus - Mon Fisik

Jumlah Pendapatan Trandfer Dana Perimbangan

PENDAPATAN TRANSFER PEMERIN TAH PUSAT - LAINNYA
Dana Insentif Daerah

Diana Otonomi Khusus

Dana Keistimewaan

Dana Desa

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH
Bantuan Keuangan

Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah

Total Pendapatan Transfer

LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANGSAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya

Jumlah Lain - kain Pendapatan Daerah yang Sah

JUMLAH PENDAPATAN

BEBAN

BEEAN OPERASI
Beban Pegawai
Beban Barang danJasa
Beban Bunga
Beban Subsidi
Beban Hibah
Beban Bantuan Sosial

Jumlah Beban Operasi

BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISAS|
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
Beban Penyusutan Jalan, lrigasi, dan laringan
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
Beban Penyusutan Aset Lainnya
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi

BEBAN TRANSFER
Beban Bagi Hasil
Beban Bantuan Keuangan

Jumlah Beban Transfer
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BEBAN TAK TERDUGA

Beban Tak Terduga
Jumlah Beban Tak Terduga
JUMLAH BEBAN

SURPLUS/DEFISIT DARI QPERASI

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
SURPLUS NON OPERASIONAL
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Jumlah Surplus Non Operasional

DEFISIT NON OPERASIONAL
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Jumlah Defisit Non Operasional
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

POS LUAR BIASA
PENDAPATAN LUAR BIASA
Pendapatan Luar Biasa
Jumlah Pendapatan Luar Biasa

BEBAN LUAR BIASA
Beban Luar Biasa
Jumlah Beban Luar Biasa
POS LUAR BIASA

SURPLUS/DEFISIT LO




- 399 -

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...

SKPKD

NERACA

PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

{Dalam Rupiah)

Uraian

20X1

2040

ASET
ASET LANCAR

Kas dan Setara Kas
Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas Lainnya
Setara Kas

Investasi Jangka Pendek

Piutang Pajak

Piutang Retribusi

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Piutang Lain-lain PAD yvang Sah

Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Lainnya

Perwisihan Piutang

Beban Dibayar Dimuka

Persediaan

Aset Untuk Dikonsolidasikan
Jumlah Aset Lancar

INVESTASI JANGKA PANJANG
Inve stasi Non Permanen
Investasi kepada BUMN
Investasi kepada BUMD
Investasi dalam Obligasi
Investasi dalam Proyek Pembangunan
Dana Bergulir
Jumlah Investasi Non Permanen
Investasi Permanen
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah
Jumlah Investasi Permanen
Jumlah Investasi Jangka Panjang

ASET TETAP

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya

Konstruksi dalam Pengerjaan

Akumulasi Peryusutan
Jumlah Aset Tetap




- 400 -

DANA CADANGAN
Dana Cadangan
Jumlah Dana Cadangan

ASET LAINNYA

Tagihan Jangka Panjang
Tagihan Penjualan Angsuran
Tuntutan Ganti Rugi

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Tak Berwujud

Aset Lain - lain

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Benwujud

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
Jumlah Aset Lainnya

JUMLAH ASET
KEWAIIBAN

KEWAJIBAN JAN GKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang Bunga
Utang Pinjaman Jangka Pendek
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Belanja
Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang kepada Pemerintah Pusat
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
Utang kepada Masyarakat (Obligasi)
Premium (Diskonto) Obligasi
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
JUMLAH KEWAIJIBAN
EKUITAS
EKUITAS
surplus/Defisit-LO
JUMLAH EKUITAS
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...coovvmmmrmssssmsssases
SKPKD
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian 20X1 20X0

Ekuitas Awal
Surplus/Defisit LO
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
Koreksi Nilai Persediaan
Selisih Revaluasi Aset Tetap
Lain - lain
Ekuitas Akhir

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .............
SKPKD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

PENDAHULUAN
BAB | [Pendahuluan
1.1 Maksud dan tujuan penyusuanan laporan keuangan SKPKD
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPKD
1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPKD
BAB Il |lkhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPKD
2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target vang telah ditetapkan
BAB Ill |Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah
daerah
3.1.1 Pendapatan - LRA
3.1.2 Belanja
3.1.3 Pembiayaan
3.1.4 Pendapatan - LO
3.1.5 Beban
3.1.6 Aset
3.1.7 Kewajiban
3.1.8 Ekuitas Dana
3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan
penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan
basis akrual pada pemerintah daerah
BAB IV |Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPKD
BAB V |Penutup
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d. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi
PEMERINTAH PROVINSI ................
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20XD

{Dalam Rupiah)

Uraian Angearan | Realisasi % Realisasi

PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daersh
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipis ahkan
Lain - lain PAD yang sah

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

PENDAPATAN TRANSFER
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Umurm
Dana Alokasi Khusus - Fisik
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik

Jumkh Pendapatan Transfer Dana Perimbangan

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINN YA
Dana Inzentif Dagrah

Dana Otonomi Khusus

Dana Keistimewaan

Dana Desa

Jumlkah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH
Bantuan Keuangan

Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah

Total Pendapatan Transfer

LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YAN GSAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya

Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah

JUMLAH PENDAPATAN

BELAN 1A

BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan lasa
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial

Jumbh Belanja Operasi

BELANJA MODAL
Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja Modal lalan, Iigasi, dan Jaringan
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Belanja Modal Aset Lainnya

Jumlah Belanja Modal

BELANJA TAK TERDUGA
Belanja Tak Terduga

Jumkh Belanja Tak Terduga
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BELANJA TRANSFER
Belanja Bagi Hasil Pajak Dasrah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kots dan Desa
Belanja Bantuan Keuangan antar Daersh Proving
Belanja Bantuan Keuangan Dasrah Provinsi ke Kabupaten/Kota
Belanja Bantuan Keuangan Dasrah Provins! atau Kabupaten/Kota kepada Desa
Belanja Transfer Dana Qtonomi Khusus Provinsi Kepada Kabupaten/Kota
Jumlah Belanja Transfer
JUMLAH BELANJA

SURPLUS/DEFISIT

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Perggunaan SILPA
Pancairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Pinjaman Dasrah - Pemerintah Pusat
Panerimazn Pinjaman Dasrah - Pemerintah Daerah Lain
Penerimaan Pinjaman Dasrah - Lerbaga Keuang an Bank
Penerimaan Pinjaman Dasrah - Lerrbaga Keuang an Bukan Bank
Panerimazn Pinjaman Daerah - Masyarakat {Obligas Daersh)
Penerimaan Kermball Permberian Pinjaman Dasrsh
Panerimazn Pervbiayaan Lainnya

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Parmbentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal Femerintah Dasrah
Parmbayaran Finjaman dari Pemerintah Fusat
Parmbayaran Finjaman dari Permerintah Daerah Lain
Pervbayaran Finjarman dari Lerrbaga Ksuangan Bank
Parmbayaran Finjaman dari Lermbaga Keuangan Bukan Bank
Perrbayaran Finjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerzh)
Pervberian Pinjaman Daerah
Pergaluaran Perbiayaan Lainnya
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
PEMBIAYAAN NETTO

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
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PEMERINTAH PROVINSI...comimim i
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

[Dalam Rupiah)
Uraian 201 20%0 Kenaikan/ Y
Penurunan
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain - lain PAD yang sah

Jumbh Pendapatan Asli Daerah

PENDAPATAN TRANSFER
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasil
Dana &lokasi Umum
Dana Alokasi Khusus - Fisik
Dana &lokasi Khusus - Non Fisik

Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan

PEMDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA
Dana Insentif Daerah

Dana Otonomi Khusus

Diana Keistimewaan

Dana Desa

Jumbh Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH
Bantuan Keuangan

Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah

Total Pendapatan Transfer

LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya

Jumbh Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah

JUMLAH PENDAPATAN

BEBAN

BEBAMN OPERASI
Behan Pegawai
Behan Barang dan Jasa
Behan Bunga
Beban Subsidi
Beban Hibah
Beban Bantuan Sosial

Jumbh Beban Operasi

BEBANM PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
Beban Penyusutan Peralatan dan Wesin
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Beban Penyusutan 2set Tetap Lainnya
Behan Penyusutan Az et Lainnya
Behan Amortisasi Aset Tak Benwujud

Jumbh Beban Penyusutan dan Amortisasi
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BEBAN TRANSFER
Beban Bagi Hasil
Beban Bantuan Keuangan
Jumlah Beban Transfer

BEBAN TAK TERDUGA
Beban Tak Terduga
Jumlah Beban Tak Terduga
JUMLAH BEBAN
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

SURPLUS NON OPERASIONAL
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar
Sumplus Penyel esaian Kewajiban Jangka Panjang
Sumplus dar Kegiatan Non Qperasional Lainnya
Jumlah Surplus Non Operasional

DEFISIT NON OPERASION AL
Defisit Penjual an/Pertukaran/Pelepasan Asat Non Lancar
Defisit Penyelesa an Kewajiban langka Panjang
Defisit dar Kegiatan Non Operasional Lainnya
Jumlah Defisit Non Operasional
JUNMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON
OPERASIONAL

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

POS LUAR BIASA
PEMDAPATAN LUAR BIASA
Pendapatan Luar Biasa
Jumlah Pendapatan Luar Biasa

BEBAN LUAR BIASA
Beban Luar Biasa
Jumlah Beban Luar Biasa
FPOS LUAR BIASA

SURPLUS/DEFISIT LO
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....cccovvceenee

NERACA
PER 31 DESEMBER. 20X1 dan 20X0

{Dalam Rupiah}

Uraian

20¥1

20X0

ASET

ASET LANCAR

Kas dan Setara Kas
Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di BLUD
Kas Dana BOS
Kas Dana Kapitasi pada FKTP
Kas Lainnya
setara Kas

Imvestasi langka Pendek

Piutang Pajak

Piutang Retribusi

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Dagrah yang Dipisahkan

Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Piutang Transfer Pemerintah Pusat
Piutang Transfer &ntar Daerah
Piutanz Lainnya
Peryisihan Piutang
Beban Dibayar Dimuka
Perseciaan

Jumlah Aset Lancar

INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Mon Permanen
Investasi kepada BUMN
Investasi kepada BUND
Investasi dalam Cbligasi
Investasi dalam Proyek Pembangunan
Cana Bergulir
Jumlah Investasi Non Permanen
Investasi Permanen
Penyertaan hModal Pemerintah Daerah
Imvestasi - Permberian Pinjaman Daerah
Jumlah Investasi Permanen
Jumlah Investasi Jangka Panjang

ASET TETAP

Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
lalan, lrigasi, dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan
Jumlah Aset Tetap
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DANA CADANGAN
Dana Cadangan
Jumlah Dana Cadangan

ASET LAINN YA
Tagihan Jangka Panjang
Tagihan Penjualan Angsuran
Tuntutan Ganti Rugi
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tak Berwujud
Aset Lain - lain
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
Jumlah Aset Lainnya
JUMLAH ASET

KEWAJIBAN
KEWAJBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Bunga

Utang Pinjaman Jangka Pendek

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Pendapatan Diterima Dimuka

Utang Belanja

Utang Jangka Pendek Lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

KEWAJIBAN IANGKA PANIANG
Utang kepada Pemerintah Pusat
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
Utang kepada Masyarakat (Obligasi)
Premium (Diskonto) Obligasi

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS
EKUITAS

JUMLAH EKUITAS
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ..coocvueruunuerssmecncersens

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian

20X1

20X0

Ekuitas Awal
Surplus/Defisit LO
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
Koreksi Nilai Persediaan
Selisih Revaluasi Aset Tetap
Lain - lain
Ekuitas Akhir

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ........

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian

20X1

20X0

Saldo Anggaran Lebih Awal

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
Subtotal

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA)
Subtotal

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Lain-lain
Saldo Anggaran Lebih Akhir
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PEMERINTAH PROVINSI ...
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X 1 DAN 20X0

METODE LANGSUNG

{Dalam Rupiah)

Uraian

2041

20X0

ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI
ARUS MASUK KAS
Penermaan Pajak Daerah
Penermaan Retribusi Dasrah
Penermaan Hasil Pengel daan Kekayaan Dasrah yang Dipisahkan
Penerimaan Lain - lain PAD yang sah
Penerimaan Dana Bagi Hasil
Penermaan Dana Al ckasi Umum
Penermaan Dana Al ckasi Khusus - Fisik
Penernmaan Dana Al okasi Khusus - Non Fsik
Penermaan Dana Insent f Daerah
Penermaan Dana O tonomi Khusus
Penerimaan Dana Keistimawaan
Penerimaan Dana Desa
Penermaan Bantuan Keuzngan
Penermaan Hibah
Penerimaan Dana Darurat
Penermaan dar Pendapatan Lainnya
Jumlah Arus Masuk Kas
ARUS KELUAR KAS
Pembayaran Pegawai
Pembayaran Barang dan lasa
Pembayaran Burga
Pembayaran Subsidi
Pembayaran Belanja Hibah
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial
Pembayaran Tak Terduga
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
Pembayaran Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus ke Kabupaten/Kota
Jumlah ArusKeluar Kas
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi

ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI

ARUS MASUK KAS
Pencairan Dana Cadangan
Penjualan atas Tanah
Penjualan atas Peralatan dan Mesin
Penjualan atas Gedung dan Bangunan
Penjualan atas Jalan, Ifgasi, dan Jaringan
Penjual an Aset Tetap Lainnya
Penjualan Aset Lainnya
Hasil Penjualan Kekayaan Lain yang Dipisahlan
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen

Jumlah Arus Masuk Kas
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ARUS KELUAR KAS
Pembentukan Dana Cadangan
Perolehan Tanah
Perolehan Peralatan dan Mesin
Perolehan Gedung dan Bangunan
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Perolehan Aset Tetap Lainnya
Perolehan Aset Lainnya
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen
Jumlah Arus Keluar Kas
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi

ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDAMNAAN
ARUS MASUK KAS
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masvarakat {(Obligasi Daerah)
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
Jumlah Arus Masuk Kas
ARUS KELUAR KAS
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)
Pemberian Pinjaman Daerah
Jumlah Arus Keluar Kas

Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan

ARUS KAS DARI AKTIFITAS TRANSITORIS
ARUS MASUK KAS
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Jumlah Arus Masuk Kas
ARUS KELUAR KAS
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Jumlah Arus Keluar Kas

Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris

Kenaikan/Penurunan Kas
Saldo Awal Kas
Saldo Akhir Kas
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA .....ccovee.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN
BAB | |Pendahuluan
11 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah
BAB Il |Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
2.1 Ekonomi makro
2.2 Kebijakan keuangan
2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
BAB IIl |Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah
31 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB IV |Kebijakan akuntansi
4.1 Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah
4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah
4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah
4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
pemerintah daerah
BAB V |Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
5.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah
daerah
5.1.1 Pendapatan - LRA
5.1.2 Belanja
5.1.3 Pembiayaan
5.1.4 Pendapatan - LO
5.1.5 Beban
5.1.6 Aset
5.1.7 Kewajiban
5.1.8 Ekuitas Dana
5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan
penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
penerapan basis kas, untuk entitas akuntansifentitas pelaporan yang menggunakan
basis akrual pada pemerintah daerah
BAB VI |Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah
BAB VIl [Penutup
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e. Laporan Keuangan SKPD di Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN fKOTA. ..cocovmrnmnnsmsmmssnsmnese e
SKPD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

{Dalam Rupiah)

Uraian Anggaran Realisasi % Realisasi

PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain - lain PAD yang sah

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Jumlah Belanja Operasi

BELANJA MODAL
Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Gedung danBangunan
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Belanja Modal Aset Lainnya

Jumlah Belanja Modal

JUMLAH BELANJA

SURPLUS/DEFISIT

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA wovcvviessrunmsssemssssnamssnss
SKPD
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

. Kenaikan
Uraian 20%1 20X0 / %
Penurunan

KEGIATAN OPERASIONAL
PEMNDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah*
Pendapatan Retribusi Daerah

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

JUMLAH PENDAPATAN

BEBAN
BEBAN OPERASI
Beban Pegawai
Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Operasi

BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
Beban Penyusutan Aset Lainnya
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi

JUMLAH BEBAN

SURPLUS/DEFISIT LO
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

SKFD

NERACA

PER 31 DESEMBER 20X 1 dan 20X0

{Dalam Rupiah)

Uraian

20X1

20X0

ASET

ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan
Piutang Pajak*
Piutang Retribusi
Piutang Lainmya
Penvisihan Piutang
Beban Dibayar Dimuka
Persediaan
Jumlah Aset Lancar

ASET TETAP

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya

Konstruksi dalam Pengerjaan

Alkumulasi Penyusutan
Jumlah Aset Tetap

ASET LAINNYA

Tagihan Jangka Panjang
Tagihan Penjualan Angsuran
Tuntutan Ganti Rugi

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Tak Berwujud

Asat Lain - lain

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Peryusutan Aset Lainnya
Jumlah Aset Lainnya

JUMLAH ASET

KEWAJIBAN

KEWAJIBANMN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Belanja
Utang Jangka Pendek Lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
JUMLAH KEWAIIBAN

EKUITAS

EKUITAS
Surplus/Defisit-LO
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

JUMLAH KEWAIIBAN DAN EKUITAS
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...cournemmmssursmssmnses
SKPD
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian 20X1 20X0

Ekuitas Awal
Surplus/Defisit LO
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
Koreksi Nilai Persediaan
Selisih Revaluasi Aset Tetap
Lain - lain
Ekuitas Akhir

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
SKPD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

PENDAHULUAN
BAB | |Pendahuluan
11 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
12 Landasan hukum penyus unan laporan keuangan SKPD
13 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
BAB Il |lIkhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD
2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB IIl [Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah
daerah
3.1.1 Pendapatan - LRA
3.1.2 Belanja
3.1.3 Pendapatan - LO
3.1.4 Beban
3.1.5 Aset
3.1.6 Kewajiban
3.1.7 Ekuitas Dana
3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan
penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan
basis akrual pada pemerintah daerah
BAB IV |Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD
BAB V [Penutup
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f. Laporan Keuangan SKPKD di Kabupaten/Kota

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 201 dan 20X0

[Dalam Rupiah)

Uraian Anggaran | Realisasi % Realisasi

PENDAPAT AN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain - lain PAD yang sah

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

PENDAPATAN TRANSFER
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBAN GAN
Dana Bagi Hasil
Dana Aokasi Umurm
Dana Aokasi Khusus - Fisik
Dana Aokasi Khusus - Mon Fisik

Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA
Dana Insentif Daerah

Diana Otonomi Khusus

Dana kKeistimewaan

Dana Desa

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH
Pendapatan Bagi Hasil
Bantuan Keuangan

Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah

Total Pendapatan Transfer

LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya

Jumhh Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah

JUMLAH PENDAPATAN

BELANIA

BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan lasa
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial

Jumkh Belanja Operasi

BELANJA MODAL
Belanja hadal Tanah
Belanja hodal Peralatan dan Wesin
Belanja hModal Gedung dan Bangunan
Belanja Madal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Belanja hMadal Aset Tetap Lainnya
Belanja Modal Aset Lainnya

Jumkh Belanja Modal
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BELANJA TAK TERDUGA
Belanja Tak Terduga

Jumlah Belanja Tak Terduga

BELANJA TRANSFER
Belanja Bantuan Keuang an antar Daerah Kabupaten/Kota
Belanja Bantuan Keuang an Kebupaten/Kota ke Daerah Provinsi
Belanja Bantuan Keuang an Dasrah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

Jumlah Belanja Transfer

JUMLAH BELANJA

SURPLUS/DEFISIT

PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penggunaan SILPA

Pencairan Dana Cadangan

Hasil Penjualan Kekayaan Daersh yang Dipisahkan

Penerimaan Finjaman Daerah - Pemerintah Pusat

Penerimaan Finjaman Dasrah - Pemerintah Daerah Lain

Penerimaan Finjaman Daerah - Lembag a Keuangan Bank
Penerimaan Finjaman Dasrah - Lembag & Keuang an Bukan Bank
Penerimaan Finjaman Dasrah - Masyarakat (Obligasi Dasrah)
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Penerimaan Pembiayaan Leinnya

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

PEN GELUARAN FPEMBIAYAAN
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pembayaran Finjaman dari Pemerintah Pusat
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain
Permbayaran Finjaman dari Lembaga Keuangan Bank
Pembayaran Finjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)
Pemberian Pinjaman Dasrah

Pengeluaran Pembiayaan Lainnya

Jumlah Pengeluaran Pemhiayaan

PEMBIAYAAN NETTO

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran




- 417 -

PEMERINTAH KABUPATEN fKOTA covovt s erees s sne s aoens

SKPKD

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan A0K0

(Dalam Rupiah)

Uraian

K1

2040

Kenaikan/
Penurunan

%

KEGIATAN OPERASIONAL
PEMDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Penclapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain - lain PAD yang sah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah

PENDAPATAN TRAMSFER

PENDAPATAN TRAMSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBAN GAN

Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus - Fisik
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan

PENDAPATAN TRAMSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINN YA
Dana Insentif Daerah
Dana Otonorni Khusus
Dana Keistimewaan
Dana Desa
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH
Pentapatan Bagi Hasil
Bantuan Keuangan
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah
Total Pendapatan Transfer

LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANGSAH
Pendapatan Hibah
Pencapatan Dana Danrat
Pendapatan Lainnya
Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah
JUMLAH PENDAPATAN
BEBAN
BEBAN OPERASI
Beban Pegawai
Befan Barang dan Jasa
Bebhan Bunga
Bebhan Subsidi
Beban Hibah
Beban Bantuan Sosial
Jumlah Beban Operasi

BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
Behan Penyusutan Peralatan dan Mesin
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
Behan Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Behan Penyusutan Aset Tetap Lainnya
Beban Penyusutan As et Lainnya
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi
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BEBAN TRANSFER
Beban Bagi Hasil
Beban Bantuan Keuangan

Jumlah Beban Transfer

BEBAN TAK TERDUGA
Beban Tak Terduga

Jumlah Beban Tak Terduga

JUMLAH BEBAN

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

SURPLUS/DEFISIT DAR| KEGIATAN NON OPERASIONAL
SURPLUS NON OPERASIONAL
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar
Sumplus Penyelesalan Kewajiban Jangka Panjang
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah SurplusNon Operasional

DEFISIT NON OPERASIONAL
Defisit Penjual an/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar
Defisit Panyelesaian Kewsjiban Jangka Panjang
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Defisit Non Operasional

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERA

SIONAL

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

POS LUAR BIASA
PENDAPATAN LUAR BIASA

Pendapatan Luar Biasa

Jumlah Pendapatan Luar Biasa

BEBAN LUAR BIASA
Beban Luar Biasa

Jumlah Beban Luar Biasa

POS LUAR BIASA

SURPLUS/DEFISIT LO
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUP ATEN /KOTA wuvveenssesssssssssessin
SKPKD ____
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

{Dalam Rupiah)

Uraian 20X 1

20X0

ASET

ASET LANCAR

INVESTASI JANGKA PANJANG

ASET TETAP

Kas dan Setara Kas
Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas Lainnya
Setara Kas
Irvestasi langka Pendek
Fiutang Pajak
Fiutang Retribusi
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Dasrah yang Dipisahkan
Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Piutang Transfer Pemerintah Pusat
Fiutang Transfer Antar Dasrah
Piutang Lainnya
Penyisihan Piutang
Beban Dibayar Dimuka
Perzediaan
Aset Untuk Dikonsolidasikan

Jumlah Aset Lancar

Investasi Non Permanean
Investasi kepada BUMN
Investasi kepada BUMD
Investasi dalam Obligasi
Investasi dalam Proyek Pembangunan
Dana Bergulir

Jumlah Investasi Non Permanen

Investasi Permanen
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Investasi - Permberan Pinjaman Daerah

Jumlah Investasi Parmanean

Jlumlah Investasi Jangka Panjang

Tanah

Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
lalan, Irigasi, dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan

Jumlah Aset Tatap
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DANA CADANGAN
Dana Cadangan
Jumlah Dana Cadangan

ASET LAINNYA

Tagihan Jangka Panjang
Tagihan Penjualan Angsuran
Tuntutan Ganti Rugi

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Tak Berwujud

Aset Lain - lain

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
Jumlah Aset Lainnya

JUMLAH ASET
KEWAJBAN

KEWAJIBAN JAN GKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang Bunga
Utang Pinjaman Jangka Pendek
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Belanja
Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah Kewaijiban Jangka Pendek

KEWAIJIBAN JANGKA PANJANG
Utang kepada Pemerintah Pusat
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
Utang ke pada Masyarakat (Obligasi)
Premium (Diskonto) Obligasi
Jumlah Kewaijiban Jangka Panjang
JUMLAH KEWAIIBAN
EKUITAS
EKUITAS
Surplus/Defisit-LO
JUMLAH EKUITAS
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....ccvnmmmmsssmmssssaes
SKPKD
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian 20X1 20X0

Ekuitas Awal
Surplus/Defisit LO
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
Koreksi Nilai Persediaan
Selisih Revaluasi Aset Tetap
Lain - lain
Ekuitas Akhir

PEMERINTAH PROVINSI|/KABUPATEN/KOTA ............
SKPKD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

PENDAHULUAN
BAB | |Pendahuluan
1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPKD
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPKD
13 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPKD
BAB Il [lIkhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPKD
2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB Il [Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah
daerah
3.1.1 Pendapatan - LRA
3.1.2 Belanja
3.1.3 Pembiayaan
3.1.4 Pendapatan - LO
3.1.5 Beban
3.1.6 Aset
3.1.7 Kewajiban
3.1.8 Ekuitas Dana
3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan
penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan
basis akrual pada pemerintah daerah
BAB IV [Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPKD
BAB V [Penutup
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g. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA ..c.crmemcmrisemsneemenens
LAPORAN REALISAS| ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

{Dalam Rupiah)
Uraian Anggaran | Realisasi % Realisasi
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengeldlaan Kekayaan Daerah vang Dipisahkan
Lain - lain PAD yang sah

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

PENDAPATAM TRANSFER
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasil
Dana Aldkasi Umum
Dana Alokasi Khusus - Fisik
Dana Alokasi Khusus - Man Fisik

Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA
Dana Insertif Daerah

Dana Ctonomi Khusus

Dana Keistimewaan

Dana Desa

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH
Pendapatan Bagi Hasil
Bantuan Keuangan

Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah

Total Pendapatan Transfer

LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya

Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah

JUMLAH PENDAPATAN

BELAMNJA

BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bartuan Sosial

Jumlah Belanja Operasi

BELANIJA MODAL
Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Jalan, rigasi, dan Jaringan
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Belanja Modal Aset Lainnya

Jumlah Belanja Modal
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BELANJA TAK TERDUGA
Belanja Tak Terduga
Jumlzh Belanja Tak Terduga

BELANJA TRANSFER
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota
Belanja Bantuan Keuangan KabupatenfKota ke Daerah Provinsi
Belanja Pantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kpd Desa
Jumlah Belanja Transfer
JUMLAH BELANJA

SURPLUS/DEFISIT
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan SILPA
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Pinjaman Daerah - Femerintsh Pusat

Penerimaan Pinjaman Dzerah - Lembaga Keuangan Bank

|
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain

i
Penerimaan Pinjaman Oaerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank
Penerimaan Pinjarman Daerah - Masyarakat {Obligasi Daerah)
Panerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Dasrah
Penerimaan Pembiayaan Lainnya

Jlumlzh Penerimaan Pembiayaan

FENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modzl Pemerintah Dasrsh

Permbayaran Pinjaman dari Pemerintah Fusat

Perrbayaran Pinjaman dari Pemearintah Daerah Lain

Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank

Pembayaran Pinjaman dar Lembaga Keuangan Bukan Bank

Perrbayaran Pinjaman dan Masyarakat (Obligasi Daerah)

Permberian Finjaman Dazrsh

Pengeluaran Pembiayaan Lainnya

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

PEMBIAYAAN NETTO

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
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PEMERINTAH KABUPATEN fKOTA .ooves e saseessser s sesasss

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YAN G BERAKHIR SAMPAI DEN GAN 31 DESEMBER 20K1 dan 20%0

{Dalam Rupiah)

Uraian

2061 2080

Kenaikan/
Penurunan

s

KEGATAN OPERASIOMAL
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Fajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daersh

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Lain- lain PAD yang sah
Jumlah Pendapatan Adi Daerah

PENDAPATAN TRANSFER

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBAN GAN

Dana Bagi Hasil

Dana Algkasi Urum

Dana Alokasi Khusus - Fisik
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik

Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINN YA

Dana Insentif Daerah
Dana Otonori Khusus
Dana Keistimewaan
Dana Desa

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

PENDAPATAN TRANSFER AN TAR DAERAH
Pendapatan Bagi Hasil
Bantuan Keuangan
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah
Tatal Pendapatan Transfer

LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya

Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah

JUMLAH PEMDAPATAN
BEBAN

BEBAN OPERASI

Beban Pegawai

Beban Barang dan Jasa

Beban Bunga

Beban Subsidi

Beban Hibah

Beban Bantuan Sesial

Jumlah Beban Operasi

BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
Behan Penyusutan Peralatan dan Mesin
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
Beban Penyusutan lalan, Irigasi, dan laringan
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
Beban Penyusutan Aset Lainnya
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisas

BEBAN TRANSFER
Beban Bagi Hasil
Beban Bantuan Keuangan
Jumlah Beban Transfer
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BEBAN TAK TERDUGA
Beban Tak Terduga

Jumlah Beban Tak Terduga

JUMLAH BEBAN

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

SURPLUS/DEASIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

SURPLUS NON OPERASIONAL
Surplus PenjualanyPertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus Non Operasional

DEASITNON OPERASIONAL
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Defisit dari Kegiatan Non O perasional Lainnya

Jumlah Defisit Non Operasional

JUMLAH SURPLUS/DEFSIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

OS LUAR BIASA
PENDAPATAN LUAR BIASA

Pendapatan Luar Biasa

Jumlah Pendapatan Luar Biasa

BEBAN LUAR BIASA
Beban Luar Biasa

Jumlah Beban Luar Biasa

POS LUAR BIASA

SURPLUS/DEFISIT LO
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA ..o

NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

{Dalam Rupiah)

Uraian

20X1

20X0

ASET

ASET LANCAR

Kas dan Setara Kas
Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di BLUD
Kas Dlana BOS
Kas Dana Kapitasi pada FKTP
Kas Lainnya
sefara Kas

Irvestasi langka Pendek

Piutang Pajak

Piutang Retribusi

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Piutang Lain-lain PAD yvang Sah
Piutang Transfer Permerintah Pusat
Piutang Transfer Antar Daerah
Piutang Lainnya
Penyisihan Piutang
Beban Dibayar Dirmuka
Persediaan

Jumlah Aset Lancar

INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Non Permanen
Irvestasi kepada BUMN
Irvestasi kepada BUMD
Irvestasi dalam Obligasi
Irvestasi dalam Proyek Pernbangunan
Dana Bergulir
Jumlah Investasi Non Permanen
Irvestasi Permanen
Peryertaan Modal Pemerintah Daerah
Irvestasi - Permnberian Pinjaman Daerah
Jumlah Investasi Permanen
Jumlah Investasi Jangka Panjang

ASET TETAP

Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
lalan, Irigasi, dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi dalam Pengerjaan
Akurnulasi Penyusutan
Jumlah Aset Tetap
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DANA CADANGAN
Dana Cadangan
Jumlah Dana Cadangan

ASET LAINNYA
Tagihan Jangka Panjang
Tagihan Penjualan Angsuran
Tuntutan Ganti Rugi
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tak Berwujud
Aset Lain - lain
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Alumulasi Penyusutan Aset Lainnya
Jumlah Aset Lainnya
JUMLAH ASET

KEWAJIBAN
KEWAJIBAN 1ANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga [PFK)

Utang Bunga

Utang Pinjaman Jangka Pendek

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Pendapatan Diterima Dimuka

Utang Belanja

Utang Jangka Pendek Lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

KEWAJIBAN IANGKA PANIANG
Utang kepada Pemerintah Pusat
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
Utang kepada Masyarakat (Obligasi)
Premium {Dis konto) Obligasi
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS
EKUITAS
JUMLAH EKUITAS
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....coovrvrrermnereerernnes

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)
Uraian 20X1 20X0
Ekuitas Awal
Surplus/Defisit LO
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
Koreksi Nilai Persediaan
Selisih Revaluasi Aset Tetap
Lain - lain
Ekuitas Akhir
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
(Dalam Rupiah)
Uraian 20X1 20X0

Saldo Anggaran Lebih Awal

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
Subtotal

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA)
Subtotal

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Lain-lain
Saldo Anggaran Lebih Akhir
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PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA .....oovenrevereeee
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
METODE LANGSUNG
{Dalam Rupiah)

Uraian 20%1 20%0

ARUS KAS DAR] AKTIFITAS QPERAS|

ARUS MASUK KAS
Fenerimaan Pajak Daerah
Penerimaan Retribusi Daerah
Pererimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Lain - lain PAD yang sah
Pererimaan Dana Bagi Hasil
Penerimaan Dana Alokasi Umum
Pererimaan Dana Alokasi khusus - Fisik
Fenerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik
Pererimaan Dana Insentif Daerah
Penerimaan Dana Otonomi Khusus
Penerimaan Dana Keistimeswaan
Pererimaan Dana Desa
Pererimaan Bag Hasil dari Provinsi
Penerimaan Bantuan Keuangan
Pererimaan Hibah
Pernerimaan Dana Darurat
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya

Jumlah Arus Masuk Kas

ARUS KELUAR KAS
Fembayaran Pegawai
Pernbayaran Barang dan lasa
Pernbayaran Bunga
Pernbayaran Subsidi
Permbayaran Belanja Hibah
Permnbayaran Belanja Bantuan Sosial
Fembayaran Tak Terduga
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah KabupatendKota
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan ke Daerah Provins
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa

Jumlah Arus Keluar Kas

ArusKas Bersih dari Aktifitas Operasi

ABRUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI

ARUS MASUK KAS
Fencairan Dana Cadangan
Penjualan atas Tanah
Fenjualan atas Peralatan dan Mesin
Perjualan atas Gedung dan Bangunan
Fenjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Penjualan Aset Tetap Lainnya
Perjualan Aset Lainmya
Hasil Perjualan Kekayaan Lain vang Dipisahkan
Fenerimaan Penjualan Investasi Mon Permanen

Jumlah Arus Masuk Kas
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ARUS KELUAR KAS
Pembentukan Dana Cadangan
Perolehan Tanah
Perolehan Peralatan dan Mesin
Perolehan Gedung dan Bangunan
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Perolehan Aset Tetap Lainnya
Perolehan Aset Lainnya
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen
Jumlah Arus Keluar Kas
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi

ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN
ARUS MASUK KAS
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat {Obligasi Daerah)
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
Jumlah Arus Masuk Kas
ARUS KELUAR KAS
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat {Obligasi Daerah)
Pemberian Pinjaman Daerah
Jumlah Arus Keluar Kas

Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan

ARUS KAS DARI AKTIFITAS TRANSITORIS
ARUS MASUK KAS
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Jumlah Arus Masuk Kas
ARUS KELUAR KAS
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga {PFK)
Jumlah Arus Keluar Kas

Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris

Kenaikan/Penurunan Kas
Saldo Awal Kas
Saldo Akhir Kas
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA ..cvvvvvsne
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN
BAB | |Pendahuluan
11 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
13 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah
BAB Il |Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
2.1 Ekonomi makro
2.2 Kebijakan keuangan
2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
BAB Il |Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah
31 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB IV |Kebijakan akuntansi
4.1 Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah
4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah
43 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah
4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
pemerintah daerah
BABV |Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
5.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah
daerah
5.1.1 Pendapatan - LRA
5.1.2 Belanja
5.1.3 Pembiayaan
5.1.4 Pendapatan-LO
5.1.5 Beban
5.1.6 Aset
5.1.7 Kewajiban
5.1.8 Ekuitas Dana
5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan
penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
penerapan basis kas, untuk entitas akuntansifentitas pelaporan yang menggunakan
hasis akrual pada pemerintah daerah
BAB VI |Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah
BAB VIl [Penutup
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BAB VIII

PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

1.

Ketentuan Umum

Mengacu pada Pasal 194 dan 197 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2019, peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait penyusunan dan

pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD sebagai berikut:

a.

Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan
dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD

paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

. Selain melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh

Badan Pemeriksa Keuangan, Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilampiri Laporan Evaluasi
Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan APBD. Pedoman penyusunan
Laporan Evaluasi Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan APBD akan

diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri.

. Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada dibahas Kepala

Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.

. Persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah dilakukan paling

lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

. Atas dasar persetujuan bersama, Kepala Daerah menyiapkan

rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan
Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
dari Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama
dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menyusun
dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

. Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari
Menteri bagi Daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah

Pusat bagi Daerah kabupaten/kota.
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h. Untuk memperoleh pengesahan, rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya
disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak DPRD tidak
mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap
rancangan  Peraturan Daerah tentang  pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Penyampaian dan pembahasan bersama rancangan Peraturan Daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Dbeserta
penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat
6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2) Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan
Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD.

3) Hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dituangkan dalam
persetujuan bersama yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan
pimpinan DPRD.

4) Kepala Daerah menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
berdasarkan hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

b. Penyusunan dan Penetapan rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD saat tidak tercapai
persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Untuk memperoleh Pengesahan atas Rancangan Peraturan Kepala

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari Menteri

bagi daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat

bagi daerah kabupaten/kota dilakukan dengan pengaturan sebagai
berikut:

1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta
penjelasan dan dokumen pendukung kepada Menteri (bagi Daerah
provinsi) atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (bagi
Daerah kabupaten/kota) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak DPRD
tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah
terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

2) Menteri (bagi Daerah provinsi) atau gubernur sebagai wakil
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pemerintah pusat (bagi Daerah kabupaten/kota) mengesahkan
rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

3) Kepala Daerah menetapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah
menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD.

B. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD DAN RAPERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI
1. Ketentuan Umum

Mengacu pada Pasal 195 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait evaluasi RaPeraturan

Daerah provinsi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan

RaPeraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD adalah sebagai berikut:

a. Rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan
Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada Menteri
paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan
rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh
gubernur.

b. Menteri melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah
provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan
rancangan Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk menguji kesesuaian
dengan Peraturan Daerah provinsi tentang APBD, Peraturan Daerah
provinsi tentang perubahan APBD, Peraturan Kepala Daerah provinsi
tentang penjabaran APBD, Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang
penjabaran perubahan APBD, dan/atau temuan laporan hasil
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

c. Hasil evaluasi disampaikan oleh Menteri kepada gubernur paling
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Peraturan
Daerah provinsi dan rancangan Peraturan Kepala Daerah provinsi
diterima.

d. Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan
Daerah provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan
rancangan Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan
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Peraturan Daerah provinsi tentang APBD, Peraturan Daerah provinsi
tentang perubahan APBD, Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang
penjabaran APBD, Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang
penjabaran perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti temuan
laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, gubernur
menetapkan rancangan Peraturan Daerah provinsi menjadi Peraturan
Daerah provinsi dan rancangan Peraturan Kepala Daerah provinsi
menjadi Peraturan Kepala Daerah provinsi.

e. Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan
Daerah provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan
rancangan Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan
Peraturan Daerah provinsi tentang APBD, Peraturan Daerah provinsi
tentang perubahan APBD, Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang
penjabaran APBD, Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang
penjabaran perubahan APBD, dan/atau tidak menindaklanjuti temuan
laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, gubernur
bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari
terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

f. Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD,
dan gubernur menetapkan rancangan Peraturan Daerah provinsi
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Peraturan
Daerah provinsi dan rancangan Peraturan Kepala Daerah provinsi
tentang penjabaran pertanggungiawaban pelaksanaan APBD menjadi
Peraturan Kepala Daerah provinsi, Menteri mengusulkan kepada
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana
Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

g. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan evaluasi
ranPeraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD diatur dengan Keputusan Menteri.

h. Proses penyampaian rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD serta penyampaian hasil keputusan evaluasi dapat memuat
informasi aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang

dilakukan secara elektronik.

. Ketentuan Pelaksanaan

a. Paling lambat 3 (hari) setelah persetujuan Bersama dengan DPRD,
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Kepala Daerah mengirimkan rancangan Peraturan Daerah Provinsi
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD kepada Menteri untuk dievaluasi.

b. Menteri melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah
Provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta
rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang  penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

c. Menteri mengeluarkan surat keputusan mengenai hasil evaluasi untuk
disampaikan kepada gubernur.

d. Setelah hasil evaluasi dinyatakan sudah sesuai dan temuan laporan
hasil pemeriksaan BPK sudah ditindaklanjuti, gubernur menetapkan
rancangan Peraturan Daerah Provinsi menjadi Peraturan Daerah
provinsi dan rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi menjadi

Peraturan Kepala Daerah Provinsi.

C. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD DAN RAPERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN/KOTA
1. Ketentuan Umum

Mengacu pada Pasal 196 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait evaluasi RaPeraturan

Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD adalah sebagai berikut:

a. Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama
DPRD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota
tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
disampaikan kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat paling
lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh
Bupati/Walikota.

b. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi
terhadap rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan
Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk menguji kesesuaian

dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang APBD, Peraturan
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Daerah kabupaten/kota tentang perubahan APBD, Peraturan Kepala
Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, Peraturan Kepala
Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran perubahan APBD,
dan/atau temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan.

. Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat kepada bupati/walikota paling lambat 15 (lima belas) hari
terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Daerah
kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan
rancangan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

. Dalam hal gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil
evaluasi rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan
Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan
Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang APBD, Peraturan Daerah
kabupaten/kota tentang perubahan APBD, Peraturan Kepala Daerah
kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, Peraturan Kepala Daerah
kabupaten/kota tentang penjabaran perubahan APBD, dan telah
menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan, bupati/walikota menetapkan rancangan Peraturan Daerah
kabupaten/kota menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota dan
rancangan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota menjadi
Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota.

. Dalam hal gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil
evaluasi rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan
Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan
Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang APBD, Peraturan Daerah
kabupaten/kota tentang perubahan APBD, Peraturan Kepala Daerah
kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, Peraturan Kepala Daerah
kabupaten/kota tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau tidak
menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan, bupati/walikota bersama DPRD melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil
evaluasi diterima.

Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota
dan DPRD dan bupati/wali kota menetapkan rancangan Peraturan

Daerah kabupaten/ kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
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APBD menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota dan rancangan
Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Peraturan Kepala
Daerah kabupaten/kota, gubernur mengusulkan kepada Menteri,
selanjutnya  Menteri mengusulkan kepada  menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk
melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara evaluasi rancangan Peraturan
Daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan evaluasi
rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur dengan Keputusan
Menteri.

h. Proses penyampaian rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/kota
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD serta penyampaian hasil keputusan evaluasi dapat
memuat informasi aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen
yang dilakukan secara elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Paling lambat 3 (tiga) hari setelah persetujuan Bersama dengan DPRD,
bupati/walikota  mengirimkan rancangan Peraturan Daerah
kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
serta rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Gubernur selaku
wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.

b. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi
terhadap rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD.

c. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat mengeluarkan surat
keputusan mengenai hasil evaluasi untuk disampaikan kepada
bupati/walikota.

d. Setelah hasil evaluasi dinyatakan sudah sesuai dan temuan laporan
hasil pemeriksaan BPK sudah ditindaklanjuti, bupati/walikota
menetapkan rancagan Peraturan Daerah kabupaten/kota menjadi
Peraturan Daerah kabupaten/kota dan rancangan Peraturan Kepala
Daerah kabupaten/kota menjadi Peraturan Kepala Daerah

kabupaten/kota.
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BAB IX
KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH

Berdasarkan Pasal 198 dan Pasal 199 Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019, ketentuan umum terkait pengelolaan kekayaan daerah dan utang

daerah adalah sebagai berikut:

1.

10.

Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan
kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap Piutang Daerah
diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.

Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu,
diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah perdata dapat
dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara
penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari
pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai penghapusan piutang negara dan Daerah, kecuali
mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan.

Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh
manfaat ekonomi, sosial, danf atau manfaat lainnya.

Pengelolaan BMD meliputi rangkaian Kegiatan pengelolaan BMD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Kepala Daerah dapat melakukan pengelolaan Utang sesuai dengan
ketentuan peraturan perLlndang-undangan.

Kepala Daerah dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan
peraturan perulndang-undangan.

Biaya yang timbul akibat pengelolaan Utang dan Pinjaman Daerah
dibebankan pada anggaran Belanja Daerah.

Pedoman teknis mengenai pengelolaan kekayaan daerah dan utang

daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang mengatur mengenai pengelolaan kekayaan daerah dan utang daerah.

BAB X
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Berdasarkan Pasal 205, 206, 207, 208, 209, dan Pasal 210 Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan umum terkait pengelolaan Badan

Layanan Umjum Daerah adalah sebagai berikut:



10.

11.

12.
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Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Kepala
Daerah menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam Perkada yang
dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD.

Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan
fleksibilitas BLUD dalam pemberian Kegiatan pelayanan umum terutama
pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.

Pelayanan kepada masyarakat meliputi: a. penyediaan barang dan/atau
jasa layanan umum; b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan
ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat; dan/atau c. pengelolaan
wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian
masyarakat atau layanan umum.

BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah.

BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dikelola
untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD yang bersangkutan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran.

Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP.

Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis
BLUD ditakukan oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab atas Urusan
Pemerintahan yang bersangkutan.

Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai
belanja BLUD yang bersangkutan.

Pendapatan BLUD meliputi pendapatan yang diperoleh dari aktivitas
peningkatan kualitas pelayanan BLUD sesuai kebutuhan.

Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLUD
disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana
kerja dan anggaran, APBD serta laporan keuangan dan Kinerja Pemerintah
Daerah.

Pedoman teknis mengenai pengelolaan BLUD dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

pengelolaan BLUD.

BAB XI
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Berdasarkan Pasal 212 dan Pasal 213 Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019, ketentuan umum terkait pengelolaan penyelesaian kerugian

daerah adalah sebagai berikut:
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. Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar
hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Setiap bendahara, Pegawai ASN bukan bendahara, atau pejabat lain yang
karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik
langsung atau tidak langsung merugikan Daerah wajib mengganti kerugian
dimaksud.

. Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian daerah berlaku secara mutatis
mutandis terhadap penggantian kerugian.

. Tata cara penggantian kerugian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pedoman teknis mengenai pengelolaan kerugian keuangan daerah

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai pengelolaan kerugian keuangan daerah.

BAB XII
INFORMASI KEUANGAN DAERAH

A. PENYAJIAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Pasal 214 dan 215 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019, ketentuan umum terkait Penyajian Informasi Keuangan
Daerah adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan
diumumkan kepada masyarakat.
2. Informasi keuangan daerah paling sedikit memuat informasi
penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.
3. Informasi keuangan daerah digunakan untuk:
a. membantu Kepala Daerah dalam menyusun anggaran daerah dan
laporan Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan Keuangan
Daerah;
c. membantu Kepala Daerah dalam melakukan evaluasi Kinerja
Keuangan Daerah;
d. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah; dan
g. melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Informasi keuangan daerah harus mudah diakses oleh masyarakat dan
wajib disampaikan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang keuangan.
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5. Kepala Daerah yang tidak mengumumkan informasi keuangan daerah
dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Selanjutnya melaksanakan ketentuan Pasal 222 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan umum terkait Penerapan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis
elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerapan sistem
pemerintahan berbasis elektronik dapat dilakukan secara bertahap
disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas Pemerintah Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penerapan SPBE dalam Pengelolaan Keuangan Daerah menuntut
perubahan paradigma dari yang sebelumnya berorientasi alur dokumen
menjadi aliran data dan informasi secara elektronik. Hal ini berimplikasi
pada hal-hal sebagai berikut:

a. Otorisasi yang sah pada setiap tahapan dapat dilakukan secara
elektronik dengan prasyarat adanya otentifikasi yang andal pada
setiap pejabat pengelola keuangan sebagai pengguna yang unik.

b. Informasi, yang sebelumnya disampaikan melalui dokumen, dapat
disampaikan secara elektronik melalui tampilan (user interface)
dalam sistem yang memadai.

c. Integrasi antar sistem yang memungkinkan transfer data dan
informasi secara elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

3. Penerapan SPBE dalam Pengelolaan Keuangan Daerah harus disertai hal-
hal sebagai berikut:

a. Pengembangan kapasitas berupa kompetensi digital dan budaya
digital di semua lapisan pengelola keuangan daerah.

b. Pengembangan proses bisnis berbasis elektronik sebagai acuan
penyusunan petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah,

pengembangan sistem informasi, audit, pengawasan, dan evaluasi.

B. KONSOLIDASI STATISTIK LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
1. Ketentuan Umum
Berdasarkan Pasal 215 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019, ketentuan umum terkait Konsolidasi Statistik Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
a. Dalam rangka menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah,

Pemerintah Daerah Provinsi melakukan konsolidasi laporan keuangan
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Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di lingkup Daerah provinsi.

b. Laporan konsolidasi disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan

Menteri yang ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

2. Ketentuan Pelaksanaan

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan

pelaksanaan sebagai berikut:

a. Pemerintah Daerah melakukan Penyusunan Laporan Statistik

Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Bagan Akun Standar

(BAS) Statistik Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas:

1)
2)

3)
4)
5)

Laporan Operasional (Statement of Operations);

Laporan Arus Ekonomi lainnya (Statement of Other Economic
Flows);

Neraca (Balance Sheet);

Laporan Sumber dan Penggunaan Kas; dan

Indikator Fiskal dalam Kerangka Statistik Keuangan Pemerintah

Daerah.

b. Pemerintah Daerah Provinsi melakukan konsolidasi statistik laporan

keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di lingkup Daerah

Provinsi.

c. Kementerian Dalam Negeri melakukan konsolidasi statistik atas

laporan konsolidasi statistik Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan ditujukan untuk menciptakan sistem Pengelolaan

Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan

tetap mentaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau

sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan

Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan.
Berdasarkan Pasal 216, Pasal 217, Pasal 218, Pasal 219 dan Pasal 222

Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan umum pembinaan dan

pengawasan sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah secara nasional

dikoordinasikan oleh Menteri.

2. Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan

oleh:

a. Menteri bagi Pemerintah Daerah provinsi;



- 444 -

b. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Pemerintah Daerah

kabupaten/kota; dan

c. Kepala Daerah bagi perangkat daerah.

3. Pembinaan dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultansi, pendidikan dan
pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

4. Pengawasan dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan,

bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Salah satu bentuk evaluasi dilakukan melalui evaluasi kinerja pengelolaan
keuangan daerah yang bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan
Pemerintah Daerah beserta seluruh pihak pengelola keuangan pemerintah
daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan koridor
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Evaluasi ini juga melihat
proses pengelolaan keuangan daerah di semua tahapannya dilakukan sesuai
dengan norma dan kaidah yang telah ditetapkan. Pelaksanaan evaluasi
kinerja dimaksud, sebagai berikut:

a. Evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui
pengambilan data langsung melalui observasi, diskusi, wawancara
mendalam, dan/atau penelaahan dokumen.

b. Evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara
menyeluruh baik dari sisi proses, sumber daya manusia, infrastruktur dan
aspek-aspek lain yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan
pemerintah daerah.

c. Hal-hal teknis terkait dengan proses evaluasi kinerja pengelolaan
keuangan pemerintah daerah, termasuk penentuan kriteria dan
indikatornya, akan diatur dalam petunjuk teknis tersendiri.

S. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

6. Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis, efektif,
efisien, transparan, dan akuntabel, Kepala Daerah wajib menyelenggarakan
sistem pengendalian internal atas pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
Daerah.

7. Penyelenggaraan sistem pengendalian internal sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

8. Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik
dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

9. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat dilakukan secara
bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas Pemerintah

Daerah.



10.

11.

12.

13.
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Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis
elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi paling
sedikit meliputi:

a. penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah

Daerah;
b. penyusunan rencana kerja SKPD;
c. penyusunan anggaran;
d. pengelolaan Pendapatan Daerah;

e. pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;

f. akuntansi dan pelaporan; dan

g. pengadaan barang dan jasa.

Sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan
daerah dikelola dalam satu data melalui sistem informasi pemerintahan
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satu data di bidang pengelolaan keuangan daerah wajib
mempedomani klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan
pembangunan, keuangan daerah dan informasi pemerintahan lainnya.
Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menerapkan sistem pemerintahan
berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan
penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan atas usulan Menteri.
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